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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahuwata’ala.
Berkat rahmat dan karunia-Nya perumusan Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun
2021-2026 dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang
telah ditetapkan.

Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 disusun
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan permasalahan dan isu
strategis di bidang perencanaan pembangunan, capaian pelayanan
Bappeda pada 5 (lima) tahun sebelumnya serta realisasi pelaksanaan
dokumen Renstra Bappedalitbang Tahun 2021-2026 sampai dengan
tahun 2023, tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Bappeda,
strategi dan arah kebijakan jangka menengah dalam mencapai tolak ukur
keberhasilan pelayanan Bappeda, serta program dan kegiatan prioritas
untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Dumai Tahun 2021-
2026. Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda dilakukan sebagai tindak
lanjut dari diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai
Tahun 2021 - 2026.

Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 ini
selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam merencanakan
program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda setiap tahunnya yang
termuat dalam Rencana Kerja (Renja) dan digunakan sebagai bahan
evaluasi capaian kinerja pelayanan Bappeda dalam rangka mendukung
pencapaian Misi Keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026
“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik”
khususnya di bidang perencanaan Pembangunan daerah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai

pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Perubahan Renstra
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Bappeda ini, terutama kepada seluruh pegawai Bappeda yang telah

berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh tahapan penyusunan
dokumen dapat dilaksanakan dengan baik.

Dumai, 15 Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai

Drs? BUDHI HASNUL, M.Si
embina Utama Muda
NIP. 19740213 199303 1 002
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu
proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang
dimaksud dengan Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya.

Pada setiap tahap pelaksanaan Pembangunan daerah, baik untuk
jangka pendek, jangka menengah maupun jangka Panjang selalui
didahului dengan tahapan perencanaan. Menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 definisi dari Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 1-1
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masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat
Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan bahwa setelah RPJMD ditetapkan melalui
peraturan daerah, maka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman
kepada RPJMD dimaksud. Lebih rinci di dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 124 ditegaskan
bahwa paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang
RPJMD ditetapkan maka Renstra Perangkat daerah harus ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah menerapkan ketentuan mutatis mutandis, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 359.
Proses penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai Tahun 2021-2026
dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal
Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra dan penetapan
Renstra.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan Renstra Bappedalitbang Kota
Dumai Tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Dumai melakukan Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan
secara bersamaan juga melakukan perubahan atas peraturan daerah
Kota Dumai nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun
2021-2026. Sehubungan dengan perubahan susunan perangkat daerah

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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tersebut, Bappedalitbang Kota Dumai termasuk salah satu yang
mengalami perubahan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan daerah
(Bappeda). Berkenaan dengan perubahan SOT dan RPJMD tersebut, maka
telah dilakukan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk
melakukan perubahan Renstra mengikuti Perubahan RPJMD Kota Dumai
Tahun 2021-2026. Evaluasi mengidentifikasi beberapa penyesuaian yang
harus dilakukan mengikuti perubahan kebijakan dari pemerintah pusat,
pemerintah provinsi Riau dan pemerintah Kota Dumai.

Perubahan kebijakan nasional pada lingkup peraturan perundang-
undangan perencanaan dan keuangan daerah dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah menjadi dasar normatif yang perlu dipenuhi.
Indikator kinerja daerah penunjang urusan pemerintahan bidang
perencanaan yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai
Tahun 2021-2026 sebagai acuan, perlu ditindaklanjuti dalam Indikator
Kinerja Utama Kepala Bappeda Kota Dumai dalam Perubahan Renstra
Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Adapun proses penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Tahun
2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda;

o'

. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Bappeda;

Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda;

a0

. Verifikasi Rancangan Renstra oleh Bappedalitbang;

®

FGD Rancangan Renstra Bappeda dengan Bappedalitbang Kota Dumai;

=

Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Bappeda;
g. Penetapan Perubahan Renstra Bappeda.

Renstra Bappeda Kota juga memperhatikan dan
mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra
Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappedalitbang Provinsi Riau dan
sejumlah dokumen terkait lainnya. Renstra Perangkat Daerah merupakan
dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang digunakan sebagai
pedoman penyusunan Rencana Kerja Bappeda yang merupakan dokumen

perencanaan tahunan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun

2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun
2005 nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia
nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) serta dicabut sebagian dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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Indonesia Nomor 5887) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah,Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau

Tahun 2017 Nomor 12);

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022
Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai
Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014
Nomor 5 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri
D);

17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 -
2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);

18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita

Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bappeda Kota
Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan penyusunan Rencana
Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda setiap tahunnya
selama periode tahun 2022-2026. Selain itu, Rencana Strategis Bappeda
dimaksudkan untuk memberikan pedoman umum (guide line) dan arahan
bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda dalam melaksanakan

tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyusun berbagai

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan

misi Walikota Dumai.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra

Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi
dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;

2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan
tentang rencana program dan kerja Bappeda dalam rangka sinergitas
dan integrasi perencanaan pembangunan di daerah;

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi
dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Dumai terutama
terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;

4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target
kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana
Kerja (Renja) yang bersifat tahunan; dan

S. Menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja Bappeda, serta

digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026, meliputi:
BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang;
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra, fungsi
Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,
proses penyusunan Renstra, serta keterkaitan Renstra
dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, dan dengan
Renja.
1.2. Landasan Hukum;
Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas

dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan;
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra.

1.4. Sistematika Penulisan;
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra,
serta susunan garis besar isi dokumen.

BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat

Daerah;

Memuat penjelasan umum tentang:

1. Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur
organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan
fungsi Perangkat Daerah;

2. Struktur organisasi Perangkat Daerah, ditujukan untuk
menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata
laksana  Perangkat daerah (proses, prosedur,
mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya

yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas

dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat

Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat

Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan

wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat

Daerah dan/atau indikator lainnya yang telah diratifikasi

oleh pemerintah.
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah;
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra
Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas dan
Renstra Bappedalitbang Propinsi Riau, hasil telaah
terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang
berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima
tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Menyajikan permasalahan-permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
Menyajikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan
identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
(Tabel 3.1), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat
dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang
kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu
strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
Provinsi
Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-
faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L

ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Kemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat daerah
ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat
Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah ditinjau dari:
1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat
Daerah;
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
Selanjutnya kemukakan metoda penentuan isu-isu trategis
dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan
demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa
saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra
Perangkat Daerah tahun rencana.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah
Pada Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan
tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah,
beserta indikator kinerjanya.
BABYV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun
mendatang.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
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BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam S5 (lima) tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota
Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun
2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1
Seri D). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai
merupakan salah satu badan daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi
penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA) adalah
badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai masuk ke dalam

klasifikasi tipe B, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) -1
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Kemudian untuk melaksanakan amanat Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Perkada, maka Pemerintah Kota Dumai telah
menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai. Menurut peraturan
tersebut Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Bappeda Kota Dumai dapat dilihat pada

Gambar 2.1. dibawah ini.

KEPALA

I

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
| |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN KELOMPOK
UMUM DAN PROGRAM DAN JABATAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN FUNGSIONAL

BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

BIDANG PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA

BIDANG PEREKONOMIAN,
SDA, INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappeda Kota Dumai

Sumber:

Bappeda melaksanakan tugas membantu Wali

melaksanakan

fungsi

penunjang Urusan

Lampiran Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023

pemerintahan

Kota untuk

bidang

Perencanaan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud diatas Bappeda menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD),

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan,;
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b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik,
politik, bottom up top down dan partisipatif;

c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan
pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan
provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;

d. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan
Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan kinerja perangkat daerah;

e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian
perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan badan;

h. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi rencana tata ruang wilayahdan
dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;

i. penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan
khusus, kawasan pertumbuhan, kawasan kumuh dan sejenisnya
dalam perencanaan pembangunan daerah;

j. perumusan penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan
perencanaan pembangunan daerah;

k. pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan
perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi
pembangunan daerah;

1. penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan
pembangunan daerah;

m.penyusunan Rencana induk (master plan), rencana aksi serta dokumen
perencanaan pembangunan daerah lainnya;

n. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi
program/kegiatan dan penganggaran badan;

o. pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi
kesekretariatan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian,
perencanaan, keuangan dan aset; dan

p. penyiapan fungsi lain yang diberikan Wali kota sesuai dengan lingkup

fungsinya.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai membawahi 1
sekretariat dan 3 bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat;

Sekretariat melaksanakan tugas melaksanakan perencanaan
umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi,
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, Kkearsipan, penataan
organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan,
pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan. Sekretariat
dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas

menyelenggarakan fungsi:

pengoordinasian kegiatan di Badan;

a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
di Badan;

b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan
daerah pada Badan;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja
sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan
layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;

f. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan
penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah
serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala.

Susunan Organisasi Sekretariat terbagi atas:

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian,;

b) Subbagian Program dan Keuangan; dan

c) Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Sekretaris.
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Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud diatas melaksanakan tugas:

1. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

2. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi
kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas
Badan;

3. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk
optimalisasi pelaksanaan tugas Badan;

4. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk
kelancaran tugas Badan;

5. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi
kepegawaian;

6. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK
dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

7. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik
lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

8. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub
bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

9. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi; dan

10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.

Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana
dimaksud diatas melaksanakan tugas:

1. penyusunan kerangka regulasi dalam  perencanaan
pembangunan daerah;

2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis
Badan;

3. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan

rencana kerja Badan;

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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4. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan
perencanaan pembangunan daerah di Badan;

5. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan
Badan;

6. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

7. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran
eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;

8. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
berdasarkan juklak/juknis wuntuk tertibnya administrasi
keuangan;

9. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baikun
tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

10. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala
subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan
pendapat;

11. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;

12. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah
berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya pengelolaan aset
daerah;

13. menyiapkan bahan wurusan keuangan, perbendaharaan,
akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan
pengelolaan sarana;

14. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan
bahan perlengkapan rumah tangga; dan

15. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah melaksanakan tugas menyiapkan perumusan
dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan
evaluasi, pendanaan, pelaporan kinerja perencanaan dan

pembangunan daerah.
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Uraian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai
berikut:

1. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro
daerah (perencanaan ekonomi dan dan indikator ekonomi) melalui
pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial;

2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro
daerah;

3. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan
pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga
kebijakan keuangan daerah;
pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;

S. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan dokumen
perencanaan  pembangunan daerah  meliputi = Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

6. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka
harmonisasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan program
pembangunan dengan Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah lainnya serta Perangkat Daerah/Unit Kerja
terkait;

7. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi
pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

8. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi,
pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian,
perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil
rencana pembangunan daerah;

9. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas
capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

10. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan

tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar
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program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan
daerah;

11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan,
evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;

12. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan
secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi
bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;

13. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai
program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;

14. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan
pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;

15. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan
pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

16. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah;

17. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah
secara periodik sebagai bahan evaluasi;

18. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai
bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota
dan provinsi;

19. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

20. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;

21. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui
survei untuk mengetahui perkembangannya;

22. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai
bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

23. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan
sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;

24. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai

bahan informasi;

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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25. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui
bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

26. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan
daerah;

27. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian
pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

28. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

29. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi; dan

30. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan
lingkup tugasnya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan
oleh Sekretaris.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan
pembangunan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) RPJPD, RPJMD dan RKPD;

c. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi
pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program
pembangunan di daerah;

e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian,
evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

f. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan
kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;

g. melakukan evaluasi terhadap  kebijakan  perencanaan
pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan
tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar
program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan
daerah;

i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah
berdasarkan data  untuk  mengetahui perkembangan
pembangunan;

j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan
daerah;

k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik
sebagai bahan dokumentasi;

l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan daerah;

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan daerah;

n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan
pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

0. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah; dan

p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan
sesuai fungsinya.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang  Pemerintahan dan  Pembangunan  Manusia
melaksanakan tugas perumusan perencanaan, mengoordinasikan,
pembinaan dan mengendalikan perencanaan pembangunan meliputi
urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas),
sosial, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan,
pariwisata; dan unsur penunjang urusan pemerintahan,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, penelitian dan

pengembangan, keuangan, unsur pengawasan pemeritahan daerah,;
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unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik serta unsur

pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Daerah.

Uraian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

2. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah;

3. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

4. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah;

5. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD);

6. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;

7. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah;

8. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional;

9. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah di bidang pembangunan;

10. menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;

11. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring
serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan
pembangunan; dan

12. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan
lingkup tugasnya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

menyelenggarakan fungsi:

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD;

f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah;

g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;

h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional terkait bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia,;

i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah;

j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah dilingkup bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;

k. mengkoordinasikan penyusunan rencana induk dan rencana aksi
terkait perencanaan pembanguan daerah; dan

l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan
sesuai fungsinya.

4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan

Kewilayahan.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan
Kewilayahan melaksanakan tugas menyiapkan pengoordinasian
perumusan perencanaan pembangunan daerah, meliputi urusan
pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal,
perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, pekerjaan umum,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan
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dan penataan ruang, ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat (Penanggulangan Bencana Daerah dan

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) lingkungan hidup,

perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

dan unsur kewilayahan, serta unsur pendukung urusan
pemerintahan Sekretariat DPRD.

Uraian tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud diatas adalah
sebagai berikut:

1. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

2. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah;

3. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD
danRKPD);

4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD;

5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah;

6. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD);

7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;

8. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah;

9. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional;

10. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah di bidang pembangunan;

11. mengkoordinasikan penyusunan rencana induk dan rencana aksi
terkait perencanaan pembangunan daerah;

12. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring
serta  evaluasi  program/kegiatan dalam  perencanaan

pembangunan; dan
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13. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan
lingkup tugasnya.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan
Kewilayahan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh
Sekretaris.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan
Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD;

f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah;

g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;

h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional;

i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah;

j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada
perangkat daerah;

k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana
implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan
strategis dan/atau rencana induk sektoral skala kota;

1.  melaksanakan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota
di lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,

Infrastrukturdan Kewilayahan;
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m. penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi
perencanaan pembanguan daerah;

n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian
serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam
lingkup koordinasi Perekonomian, Sumber Daya
Alam,Infrastruktur dan Kewilayahan; dan

o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan
sesuai fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai
dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan
pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas
kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau
dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja
organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana
yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi,
lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah. Tim
kerja terdiri atas, (a) ketua tim; dan (b) anggota tim.

Penugasan Ketua tim yang berasal dari pejabat fungsional
memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas. Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari
lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi
Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim
diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja. Ketua tim
melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan
sesuai dengan substansi bidang tugas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan
penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota Dumai per 1 Januari 2024 sebanyak 69 (enam puluh
sembilan) orang, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang PNS dan 40
(empat puluh) orang THL. Jumlah PNS laki-laki sebanyak 11 (sebelas)
orang (37,93%) dan perempuan sebanyak 18 (delapan belas) orang
(62,07%). Berdasarkan golongan/ruang dan kepangkatan, pegawai PNS
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai golongan yang
cukup bervariatif dari golongan II sampai golongan IV. Pegawai dengan
jumlah terbanyak terdapat pada golongan III yaitu sebanyak 20 (dua
puluh) orang (68,97%), kemudian diikuti oleh golongan IV sebanyak 6
(enam) orang (20,69%), golongan Il sebanyak 3 (tiga) orang (10,34%).
Kondisi PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah.
Sedangkan untuk pendidikan formal PNS Sebagian besar adalah
Pendidikan sarjana S1 berjumlah 17 orang (58,62%), S2 berjumlah 8
(delapan) orang (27,59%), SLTA/Sederajat berjumlah 3 (tiga) orang
(10,34%) dan D3 berjumlah 1 (satu) orang (3,45%).
» Kondisi PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Dumai berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.1.
dan Grafik 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1.
Jumlah PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No. | mang | Kemanglatan | empnan

IV/c Pembina Utama Muda 1

1. IV/b Pembina Tingkat I
IV/a Pembina 2 3
I1/d Penata Tingkat I 3 6
II/c Penata 1 1

> /b Penata Muda Tingkat I 1 4
II/a Penata Muda 2 2

3. II/d Pengatur Tingkat I 1 2

Jumlah 11 18

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bappeda Kota Dumai Tahun 2024
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Laki - Laki Perempuan

» Kondisi PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Dumai berdasarkan Pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel 2.2.
dan Grafik 2.2. dibawah ini

Tabel 2.2.
Jumlah PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Dumai Berdasarkan Pendidikan Formal

Jumlah PNS (Orang)
No. Pendidikan Formal
Laki-Laki Perempuan

1. Strata 2 (S2) 3 )

2. Strata 1 (S1) 7 10
3. Diploma 3 (D3)

4. SMA/Sederajat 1 2

Jumlah 11 18

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bappeda Kota Dumai Tahun 2024

Laki - Laki Perempuan

» Jika dilihat dari kedudukan maka jumlah ASN Bappeda Kota Dumai
yang menduduki jabatan Eselon sebanyak 7 (tujuh) orang (24,14%),
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Fungsional Perencana 12 (dua belas) orang (41,38%), serta fungsional
umum berjumlah 10 (sepuluh) orang (34,48). Kondisi PNS pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai berdasarkan
kedudukan dapat dilihat pada Tabel 2.3. dan Grafik 2.3 berikut.

Tabel 2.3.
Jumlah PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai Berdasarkan Kedudukan

No. Pangkat/Kedudukan Jumlah PNS (Orang)
Laki-Laki | Perempuan

1. |Eselon II.b (Jabatan Tinggi Pratama) 1

2. |Eselon Ill.a (Jabatan Administrator) 1

3. |Eselon IlI.b (Jabatan Administrator) 1 2

4. |Eselon IV.a (Jabatan Pengawas) 2

5. |Fungsional Perencana Ahli Madya 1

6. |Fungsional Perencana Ahli Muda 1

7. |Fungsional Perencana Ahli Pertama

8. |Fungsional Umum 3

Jumlah 11 18

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bappeda Kota Dumai Tahun 2024

ess IIb ess Illa | ess Illb ess Iva | JFP Ahli | JFP Ahli | JFP Ahli | Fungsio
Madya Muda Pertama

Perempuan| | | 1 | ] | s | 2 [ 7 |
[Lewi-taki| 1 | t | 2 | 2 [ 1+ [ v+ [ ] 3 |

Laki - Laki Perempuan

Dalam menjalankan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kota Dumai tidak memiliki unit usaha. Demi
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan bidang perencanaan, maka terdapat beberapa

Badan Perencanaan Pembanguno\n Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026
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sarana/prasarana kerja di BAPPEDA Kota Dumai, sebagaimana

ditampilkan pada tabel 2.4. dibawah ini.

Tabel 2.4.
Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
No. Uraian ':::;1:; Nilai (Rp.)
1 2 3 4
1.3 ASET TETAP
1.3.1 ASET TETAP - TANAH
1.3.1.01 | Tanah
1.3.2 ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN 929 8.063.687.839,00
1.3.2.01 | Alat Besar 1 199.860.000,00
1.3.2.02 | Alat Angkutan 23 2.357.610.925,00
1.3.2.03 | Alat Bengkel dan Alat Ukur 27 160.011.150,00
1.3.2.04 | Alat Pertanian
1.3.2.05 | Alat Kantor dan Rumah Tangga 591 2.460.828.414,00
1.3.2.06 | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 80 794.279.100,00
1.3.2.07 | Alat Kedokteran dan Kesehatan
1.3.2.08 | Alat Laboratorium
1.3.2.09 | Alat Persenjataan 1 19.514.000,00
1.3.2.10 | Komputer 205 2.069.384.250,00
1.3.2.11 | Alat Eksplorasi
1.3.2.12 | Alat Pengeboran
1.3.2.13 | Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
1.3.2.14 | Alat Bantu Eksplorasi
1.3.2.15 | Alat Keselamatan Kerja
1.3.2.16 | Alat Peraga
1.3.2.17 | Peralatan Proses/Produksi
1.3.2.18 | Rambu - Rambu
1.3.2.19 | Peralatan Olah Raga 1 2.200.000,00
1.3.3 ASET TETAP - 4 7.683.731.972,26
GEDUNG DAN BANGUNAN
1.3.3.01 | Bangunan Gedung 4 7.683.731.972,26
1.3.3.02 | Monumen
1.3.3.03 | Bangunan Menara
1.3.3.04 | Tugu Titik Kontrol/Pasti
1.3.4 ASET TETAP - JALAN, JARINGAN DAN 1 10.000.000,00
IRIGASI
1.3.4.01 | Jalan dan Jembatan
1.3.4.02 | Bangunan Air 1 10.000.000,00
1.3.4.03 | Instalasi
1.3.4.04 | Jaringan
1.3.5 ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA 1 5.000.000,00
1.3.5.01 | Bahan Perpustakaan
1.3.5.02 | Barang Bercorak
Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga
1.3.5.03 | Hewan
1.3.5.04 | Biota Perairan
1.3.5.05 | Tanaman 1 5.000.000,00
1.3.5.06 | Barang Koleksi non Budaya
1.3.5.07 | Aset Tetap Dalam Renovasi
1.5. ASET LAINNYA 40 524.394.050,00
1.5.2.01 | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
1.5.3.01 | Aset Tidak Berwujud 2 49.000.000,00
1.5.4.01 | Aset Lain-Lain (ARB) 38 475.394050,00
TOTAL 975 16.286.813.861,26

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Bappeda Tahun 2023

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
dapat dilihat dari pencapaian setiap indikator kinerja pelayanan, seperti
Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP)
maupun pencapaian realisasi anggaran.

Selama periode 2016-2021 Bappeda Kota Dumai telah
menyelenggarakan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pembangunan
yang berkualitas dan berhasil guna. Penetapan indikator kinerja
dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pada Tabel 4.1.
Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 terdapat
beberapa indikator tujuan dan sasaran Bappeda untuk jangka menengah
Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen jangka panjang, menengah dan tahunan;

2. Proporsi usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD;

3. Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA; dan

4. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.

Disamping penjabaran indikator yang ada pada dokumen Renstra

tersebut juga terdapat beberapa indikator tambahan yang dituangkan

dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Dumai Nomor

05.a/Bappeda/2021 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021, yang

anatara lain adalah:

1. Hasil penilaian kualitas perencanaan pembangunan daerah (PPD)
Tingkat Provinsi Riau;

2. Persentase capaian target IKU RPJMD;

3. Proporsi usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD;

4. Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap
prioritas nasional;

5. Persentase dukungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap
prioritas Provinsi Riau; dan

6. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.

Adapun target dan tingkat capaian untuk masing-masing indikator

kinerja Bappeda tersebut pada tahun 2016-2021 berdasarkan hasil hasil

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

11-20
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumadi Tahun 2021-2026



BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

evaluasi terhadap indikator-indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel
2.5. (Tabel T-C.23.) dibawah.

Untuk mendukung kinerja tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Dumai juga mendapat dkungan dana dan merealisasikannya
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Realiasi anggaran untuk

periode tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.6. (T-C.24) dibawah ini.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) o
Badan Perencandan Pembangundan Daerah Kota Dumdi Tahun 2021-2026



BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.5. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021

No.

Indikator Kinerja Sesuai
Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Target
NSPK

Target
IKK

Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

Ket

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tersedianya dokumen jangka
panjang, menengah dan
tahunan

ada

ada

ada

ada

ada

N/A

N/A

ada

ada

ada

N/A

N/A

100%

100%

100%

Proporsi usulan Masyarakat
yang diakomodir dalam RKPD

15%

20%

25%

30%

35%

N/A

N/A

37,23%

39,50%

20,36%

N/A

N/A

148,92%

131,67%

58,17%

Tersedianya dokumen
perencanaan yang telah
ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA

dok

dok

dok

dok

3
dok

N/A

N/A

2
dok

2
dok

3
dok

N/A

N/A

100%

100%

100%

Penjabaran konsistensi
program RPJMD ke dalam
RKPD

100%

100%

100%

100%

100%

N/A

N/A

99,44%

96,65%

99,83%

N/A

N/A

99,44%

96,65% |99,83%

Hasil penilaian kualitas
perencanaan pembangunan
daerah (PPD) Tingkat Provinsi
Riau

Peringkat
1

Peringkat
1

100%

IKU

Persentase capaian target IKU
RPJMD

100%

100%

100%

IKU

Persentase dukungan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah
terhadap prioritas nasional

100%

100%

100%

IKU

Persentase dukungan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah
terhadap prioritas Provinsi
Riau

100%

100%

100%

IKU

Sumber:Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 dan LKjIP Bappeda Tahun 2020 dan 2021

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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Badan Perencanaan Pembar\gunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

Tabel 2.6. (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Rata-Rata
Uraian Anggaran Tahun Pertumbuhan
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017|2018(2019|2020({2021|Anggaran Realisasi

BELANJA 14.945.100.345|16.472.917.399|22.250.020.025 | 18.125.380.064 | 11.158.940.433 | 13.666.958.629 | 14.636.282.682 | 20.442.009.286 | 16.239.229.037 8.821.209.909| 91,45 88,85| 91,87 89,59 79,05 -25,33| -35,46
Belanja Tidale 3.530.454.770| 3.734.977.010| 6.300.867.650| 5.887.157.650 3.356.870.497| 3.721.428.014| 5.746.786.178| 5.212.421.060 95,08(99,64(91,21|88,54

Belanja Pegawai 3.530.454.770| 3.734.977.010| 6.300.867.650| 5.887.157.650 3.356.870.497| 3.721.428.014| 5.746.786.178| 5.212.421.060 95,08( 99,64| 91,21| 88,54
Belanja Langsung 11.414.645.575|12.737.940.389|15.949.152.375 | 12.238.222.414 10.310.088.132|10.914.854.668|14.695.223.108 | 11.026.807.977 90,32|85,69|92,14|90,10

Belanja Pegawai 5.607.404.770| 5.466.897.010| 6.300.867.650| 5.887.157.650 5.325.670.497| 5.047.678.014| 5.746.786.178| 5.212.421.060 94,98( 92,33| 91,21| 88,54

?;:nja Barangdan | 5319 990.805| 6.964.823.379| 8.916.207.725| 5.844.339.964 4.572.133.635| 5.721.424.454| 8.241.535.538| 5.353.761.417 85,05| 82,15| 92,43| 91,61

Belanja Modal 487.950.000|  306.220.000|  732.077.000|  506.724.800 412.284.000 145.752.200|  706.901.392  460.625.500 84,49 47,60 96,56| 90,90
Belanja Operasi 10.941.737.073 8.608.528.549 78,68

Belanja Pegawai 6.137.711.787 5.092.410.156 82,97

Belanja Barang dan 4.804.025.286 3.516.118.393 73,19

Jasa
Belanja Modal 217.203.360 212.681.360 97,92

Belanja Tanah

Belanja Peralatan 217.203.360 212.681.360 97,92

dan Mesin

Belanja Gedung dan 0 0

Bangunan

Belanja Jalan, 0 0

Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap 0 0

Lainnya

Sumber:Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 dan LKjIP Bappeda Tahun 2020 dan 2021 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bappeda Tahun 2021
Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap sasaran,
digunakan metode rata-rata capaian setiap indikator
sasaran yang selanjutnya dikategorikan dalam pengukuran dengan skala

ordinal sebagaimana pada tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Interval Nilai Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja
91% < 100% Sangat Tinggi
76% < 90,99% Tinggi
66% < 75,99% Sedang
51% < 65,99% Rendah
< 50,99% Sangat Rendah

Jika dilihat realisasi capaian kinerja untuk masing-masing
indikator pada tabel 2.5. dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar kinerja
pelayanan Bappeda Kota Dumai pada Tahun 2016-2021 realisasinya
“Sangat Tingg?” dengan interval 91%-100%. Tetapi pada tahun 2021
terdapat indikator “Proporsi usulan Masyarakat yang diakomodir dalam
RKPD” pada tahun 2021 rasio capaiannya “Rendah” yaitu sebesar 58,17%,
hal ini disebabkan karena semakin banyaknya usulan masyarakat yang
disampaikan pada tahapan perencanaan pembangunan secara
partisipatif seperti pada saat musrenbang, mulai dari musrenbang tingkat
kelurahan sampai musrenbang tingkat kota, sedangkan pagu yang
tersedia pada saat penyusunan RKPD tidak mampu mengakomodir
usulan tersebut sesuai dengan persentase yang ditargetkan.

Sedangkan untuk realisasi anggaran secara keseluruhan Bappeda
masih berada pada kriteria “tingg?” dan “sangat tinggi” dengan interval

76%-90,99% serta 91%-100%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
Dari hasil analisis terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas
Tahun 2021-2026, Renstra Bappeda Provinsi Riau Tahun 2019-2024,
RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039, dan hasil analisis terhadap KLHS

yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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pelayanan Bappeda Kota Dumai pada 5 (lima) tahun mendatang adalah

sebagai berikut:

a. Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Dumai selama periode jangka menengah Tahun 2021-

2026 antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan
pembangunan daerah;

2. Kurang validnya data dan informasi sebagai baseline data
perencanaan;

3. Rendahnya komitmen OPD untuk menghasilkan suatu dokumen
perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu;

4. Masih tingginya ego sektoral dari instansi diluar Bappeda terutama
terkait pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat teknis;

S. Masih rendahnya kemampuan pembiayaan pemerintah pusat,
provinsi maupun pendapatan asli daerah;

6. Minimnya aparatur perencana yang dimiliki Bappeda maupun OPD
di Kota Dumai;

7. Kurang cermatnya pelaksana teknis kegiatan dalam membuat
rencana kegiatan anggaran;

8. Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan tak terbatas
belum mampu dimanfaatkan secara tepat untuk menghasilkan
pembangunan yang berdaya guna dengan pelibatan seluruh pelaku
pembangunan;

9. Masih rendahnya komitmen pelaku pembangunan untuk saling
bersinergi menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan; dan

10. Masih minimnya kemampuan para aparatur perencana untuk
menggali potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan.

b. Peluang

Adapun peluang yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Dumai selama periode jangka menengah Tahun 2021-

2026 antara lain sebagai berikut:

1.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumadi Tahun 2021-2026
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pembangunan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk
menghasilkan pembangunan yang berkualitas, transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan,;

2. Adanya kebijakan otonomi daerah membuat pembangunan lebih
tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan daerah;

3. Semakin tingginya komitmen OPD untuk saling berintegrasi dalam
merencanakan dan melaksanakan pembangunan;

4. Semakin tingginya kesadaran para pelaku pembangunan untuk
mewujudkan pembangunan berkelanjutan;

5. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sebagai bukti
tingginya kepedulian masyarakat terhadap hasil-hasil
pembangunan; dan

6. Semakin tingginya tingkat pendidikan para pelaku pembangunan
berkorelasi positif terhadap semakin berkualitasnya hasil-hasil

pembangunan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara umum telah
mengubah pola perencanaan dari shopping list ke working plan. Dalam
pola working plan Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan
pagu indikatif. Perencanaan tersebut merupakan hasil dari proses
perencanaan yang memadukan proses teknokratik, partisipatif, politis,
serta proses bottom-up dan top down. Melalui keterpaduan proses
perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi
masyarakat yang selama ini belum optimal (hanya sebagai pelengkap)
dalam proses perencanaan. Indikasinya antara lain ditandai masih
adanya kesenjangan realisasi Daftar Usulan Rencana Program/Kegiatan
yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah rencana
pembangunan (Musrenbang) yang dapat diakomodir dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini. Bappeda memiliki peran
sangat penting dan utama dalam menjaga konsistensi dokumen
perencanaan pembangunan di daerah. Peran penjaminan mutu ini
membutuhkan dukungan yang utuh dari segenap pemangku
kepentingan.

Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat daerah digunakan

untuk menentukan program Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi

Perubahan Rencdna Strategis (renstra)
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terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan

ketepatan dalam melakukan identifikasi sehingga menghasilkan daftar

permasalahan yang secara faktual dihadapi terkait dengan pelaksanaan

tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan

urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang

perencanaan pembangunan, permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota

Dumai antara lain:

1. Ketersediaan data sebagai dasar perencanaan belum memadai;

2. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;

3. Proses perencanaan pembangunan daerah belum konsisten dan

terintegrasi;

4. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar pemerintahan antar

sektor, dan antar pemangku kepentingan lainnya belum optimal;

S. Pengembangan dan penerapan inovasi dalam kegiatan pembangunan

daerah belum optimal.

Pada Tabel 3.1. berikut digambarkan beberapa permasalahan yang

dihadapi Bappeda Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tabel 3.1. (T-B35)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Lemahnya kemampuan Terbatasnya SDM yang memiliki
Ketersediaan data sebagai | perangkat daerah sebagai kompetensi dalam bidang
1. | dasar perencanaan belum | sumber informasi dalam statistik dan pengolahan data di
memadai. menyediakan informasi beberapa perangkat daerah
yang valid dan tepat waktu | penyedia data.

e Masih kurangnya jumlah
tenaga perencana yang
bertugas di Bappeda.

¢ Masih lemahnya kualitas SDM

p Bappeda dalam
erencanaan yang : S
. mengidentifikasi

disusun belum

permasalahan dalam
. sepenuhnya
Belum optimalnya .. menyusun perencanaan
. menggambarkan kondisi
2. | kualitas perencanaan secara menyeluruh.

pembangunan daerah.

existing dan mampu
memberikan solusi yang
tepat saran

e Masih kurangnya jumlah
SDM Bappeda dalam
melaksakan koordinasi
dengan beberapa perangkat
daerah dalam penyusunan
dokumen perencaan tingkat
kota maupun tingkat
perangkat daerah

Perubahan Rencdna Strategis (renstra)
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
e Perencanaan pembangunan
belum sepenuhnya
berdasarkan hasil evaluasi
kinerja periode sebelumnya
Substansi tahapan proses ° Penyu sunan prograr,
Proses perencanaan erencanaan belum kegiatan dan sub kegiatan
3 pembangunan daerah gi hami secara perangkat daerah belum
" | belum konsisten dan kolin erhensif oleh seluruh sepenuhnya selaras dengan
terintegrasi S takIe)hol der visi dan misi kepala daerah
e Rencana pembangunan
daerah belum sepenuhnya
mengacu pada konsep
tematik-holistik-integratif dan
berbasis spasial
Sinkronisasi perencanaan | Belum optimalnya * Pg;l?j;l;;a;egzilam proses
pembangunan antar sinergitas dan sikronisasi pen aneoaran di Daerah
pemerintahan antar perencanaan antara pengange )
4. . ¢ Perbedaan waktu proses
sektor, dan antar pemerintah kota dengan q
pemangku kepentingan pemerintah pusat dan perencanaan ant Pusat
lainnya belum optimal. propinsi penganggaran antara rusa
dan Daerah.
Pengembangan dan Belum masifnya Pelaksana belum
5 penerapan inovasi dalam | sosialisasi mengenai memahami pentingnya
" | kegiatan pembangunan inovasi dalam kegiatan inovasi dalam kegiatan
daerah belum optimal. pembangunan daerah pembangunan daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Mengacu kepada Visi RPJMN dan Visi Propinsi Riau serta bertolak
pada kondisi eksisting maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai
yang hendak diwujudkan pada tahun 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri
yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota
Idaman)”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka telah ditetapkan 4 (Empat)
Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu
pada kepelabuhanan dan industri;

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri
Melayu;

3. Mewujudkan infrastrukur wilayah yang berkualitas; dan

4. Meningkatkan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik.

Perubahan Rencdna Strategis (renstra)
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai bertugas
membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan. Dalam menjalankan tugasnya,
Bappeda Kota Dumai memiliki tugas dan fungsi seperti yang telah
dijelaskan pada Bab II dokumen Perubahan Renstra ini. Berdasarkan
tugas pokok dan fungsinya, Bappeda mendukung pencapaian Misi
keempat RPJMD “Meningkatkan kualitas tata kelola kepemerintahan yang
baik”.

Adapun program prioritas yang direncanakan untuk mendukung
pencapaian misi keempat tersebut yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi Bappeda diantaranya:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah; dan

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan seperti yang tersaji pada
Tabel 3.1 diatas, terdapat beberapa faktor-faktor penghambat sekaligus
pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Faktor penghambat
Faktor penghambat yang berasal dari internal organisasi antara lain :
a. Belum ada standar kompetensi ASN yang menangani perencanaan,;
b. Rendahnya motivasi kerja ASN yang menangani perencanaan;
c. Penguasaan aparatur terhadap aturan yang berlaku masih rendah;
Faktor penghambat yang berasal dari eksternal organisasi antara lain :
a. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan masih
rendah;
b. Peran serta sektor swasta dalam pembangunan masih rendah.
2. Faktor pendorong
Faktor pendorong yang berasal dari internal organisasi antara lain :
a. Tersedianya ASN yang menduduki jabatan perencana, dan
Fungsional perencana,;
b. Adanya reward dari Bappenas terkait proses perencanaan dan
kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk

penghargaan pembangunan daerah;

Perubahan Rencdna Strategis (renstra)
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c. Telah diimplementasikannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD) yang berbasis teknologi informasi dalam penyusunan
dokumen perencanaan serta dalam pengendalian dan evaluasi
Pembangunan.

Faktor pendorong yang berasal dari eksternal organisasi antara lain :

a. Kondisi ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat yang

aman dan terkendali sebagai modal dasar pembangunan.

3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappedalitbang

Provinsi Riau

Dalam menyusun dokumen rencana strategis ini, perlu
dikemukakan juga faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor
pendorong dari pelayanan Bappeda Kota Dumai yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Bappeda melalui telaahan terhadap sasaran
jangka menengah rencana strategis Bappenas maupun Bappeda Provinsi
Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Tahun 2020-2024, terdapat 4 (Sasaran) sasaran jangka
menengah Renstra Bappenas, diantaranya:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan
pembangunan nasional;

2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional,

3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner;

4. Terwujudnya kinerja kementrian PPN/BAPPENAS yang bersih,
akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Adapun sasaran jangka menengah Renstra Bappedalitbang
Provinsi Riau berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis
Bappedalitbang Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Akuntabel,;

Perubahan Rencdna Strategis (renstra)
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Rangkuman sasaran Bappenas dan Sasaran Bappeda Provinsi

dikaitkan dengan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam

pelayanan Bappeda ditampilkan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2.
Pemetaan Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Berkaitan dengan
Sasaran Bappenas serta Sasaran Bappedalitbang Provinsi Riau

SASARAN BAPPENAS

SASARAN
BAPPEDALITBANG
PROVINSI RIAU

FAKTOR PENGHAMBAT

FAKTOR PENDUKUNG

1. Terwujudnya
integrasi,
sinkronisasi dan
sinergi
perencanaan
pembangunan
nasional;

2. Terwujudnya
efektivitas
pengendalian
pembangunan
nasional.

3. Terwujudnya
kebijakan
pembangunan
nasional yang
visioner

4. Terwujudnya
kinerja kementrian
PPN/BAPPENAS
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

1. Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Akuntabel

[y

. Perbedaan priodesasi
perencanaan jangka
menengah antara
Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi
Riau dan Kota Dumai;

2. Belum diimplemen-

tasikannnya kebijakan
data terpadu
pembangunan secara
nasional,

3. Adanya perbedaan

nomenklatur program
dan kegiatan dan
perbedaan sistematika
dokumen perencanaan
antara pemerintah
pusat dan daerah;

#. Terbatasnya

kemampuan anggaran
Pemerintah Kota
Dumai guna
peningkatan kapasitas
aparatur perencana.

. Telah terlaksananya
mekanisme fasilitasi
serta pengendalian dan
evaluasi dokumen
perencanaan secara
berjenjang oleh
Pemerintah Provinsi
dan dan Pemerintah
pusat;

. Telah
diimplementasikan nya
penggunaan teknologi
informasi dalam
penyusunan dokumen
perencanaan, baik
ditingkat Pusat,
Provinsi dan Kota
Dumai;

. Telah sinkronnya
tahapan perencanaan
antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

. Motivasi aparatur
perencana dalam
peningkatan kapasitas
diri cukup tinggi.

3.4.

Hidup Strategis serta Rencana Sektoral Lainnya

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala

Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, rencana tata

ruang wilayah kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari

wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, berisi

tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur

ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan

Perubahan Rencdna Strategis (renstra)
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strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Adapun kedudukan
RTRW kota dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan
pembangunan nasional dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Berdasarkan Gambar 3.1. tersebut, dapat disimpulkan bahwa
rencana umum RTRW kota merupakan penjabaran RTRW provinsi ke
dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kota yang sesuai
dengan fungsi dan perannya di dalam rencana pengembangan wilayah
provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini
selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola
ruang operasional. RTRW kota menjadi acuan dalam penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinergitas antara
dokumen RTRW dan RPJPD/RPJMD dapat mewujudkan keterpaduan

pembangunan dan pengembangan wilayah kota.

K X RTR Pulau
RPJP Nasional + RTRW Nasional RTR Kawasan Strategis Nasional

I

I
' :

RPJP Propinsi ;{ RTRW Provinsi }— | %RTR Kawasan Strategis Provinsi

RPJM Nasional

RDTR Kabupaten
RTRW Kabupaten +{———»

RTR Kawasan Strategis
Kabupaten

|

I

I

I

I I

I J’ I
RPJM Propinsi | |

I I

| I

I

I

Kabupaten/Kota

RDTR Kota

I

o e
R s I
e ——

I

RTR Kawasan Strategis Kota

Kabupaten/Kota

I
I
RPJM | | RTRWKota >
I
|

Gambar 3.1. Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem
Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Sumber : Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun
2018
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Pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai Tahun 2019-2039,
penjelasannya menyatakan bahwa RTRW Kota berperan sebagai arahan
kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah kota. Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa RTRW Kota
berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Kota dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Dumai adalah mewujudkan
kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri pengolahan migas dan
non migas yang maju, unggul dan berkelanjutan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan
daya tampung lingkungan. Di dalam Peraturan daerah RTRW Kota Dumai
Tahun 2019-2039 juga telah ditetapkan kawasan strategis nasional,
kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kota yang dalam upaya
perwujudannya memerlukan perhatian khusus baik pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan.

Di dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik perencanaan
tata ruang maupun rencana jangka menengah harus memperhatikan
hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Tujuan penyusunan KLHS
RPJMD adalah mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan
lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke
dalam RPJMD melalui:

1) Pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi
dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program RPJMD terhadap
prinsip pembangunan berkelanjutan;

2) Perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran
penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan
arah kebijakan, serta kebijakan umum RPJMD;

3) Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD; dan

4) Peningkatan kpasitas perencana pembangunan daerah dalam
melaksanakan KLHS. KLHS diharapkan dapat memfasilitasi dan
menjadi media bersama antara pelaku pembangunan, dimana seluruh
pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana

dan/atau program yang tertuang dalam RPJMD dapat secara aktif

Perubahan Rencdna Strategis (renstra)
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mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau

program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan.

KLHS RPJMD mengacu kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Namun dalam penerapannya masih menghadapi berbagai
kendala, antara lain:

1) data dan informasi yang menjadi elemen penting yang dibutuhkan
dalam KLHS tidak tersedia pada beberapa instansi pemerintah daerah
sehingga sulit untuk melakukan penyusunan data dasar (baseline
data);

2) RPUMD Kota Dumai secara spasial belum memberikan lokasi yang
jelas.

Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Dumai sekaligus
mewujudkan pembangunan berkelanjutan terdapat faktor penghambat
dan faktor pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW dan
KLHS sebagai berikut:

1. Faktor penghambat
a. Kualitas aparatur perencana belum memadai;

b. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/
2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, lebih dari 75% wilayah
Kota Dumai merupakan kawasan hutan. Hal ini memicu tingginya
alih fungsi lahan di Kota Dumai;

c. Hasil evaluasi penataan ruang kurang berkontribusi sebagai acuan
perencanaan;

d. Data dan informasi dasar yang valid untuk rencana pembangunan
sulit didapatkan; dan

e. RPJMD secara spasial belum menunjukkan lokasi sasaran yang
jelas.

2. Faktor pendorong
a. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Dumai berada di pesisir pantai

bagian timur Pulau Sumatera, terlindung oleh Pulau Rupat sehingga
sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan

kota perdagangan;

Perubahan Rencdna Strategis (renstra)
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3.5.

. Di dalam sistem perkotaan nasional pada rencana struktur ruang

nasional, Dumai ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-
Kota Pusat Pertumbuhan Nasional di Provinsi Riau. Disamping itu
Dumai merupakan satu-satunya Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) percepatan pengembangan kota-kota utama kawasan

Perbatasan di Provinsi Riau;

. Di dalam sistem jaringan transportasi darat nasional pada rencana

struktur ruang nasional, Dumai masuk ke dalam jaringan jalan

bebas hambatan antar kota di Pulau Sumatera;

. Di dalam sistem jaringan transportasi laut nasional pada rencana

struktur ruang nasional, Pelabuhan Dumai merupakan satu-
satunya pelabuhan internasional di Provinsi Riau. Pelabuhan Dumai
berada pada salah satu jalur lalu lintas pelayaran niaga tersibuk di
dunia “Selat Malaka”, dan memiliki hinterland dengan beragam

potensi sumber daya alam,;

. Di dalam sistem jaringan transportasi udara nasional pada rencana

struktur ruang nasional, Bandara Pinang Kampai Dumai merupakan
satu-satunya bandar udara umum dengan pusat penyebaran skala
pelayanan tersier di Provinsi Riau;

Pada rencana struktur ruang wilayah RTRW Provinsi Riau Tahun
2018-2038, tepatnya untuk sistem perkotaan provinsi, Kota Dumai

ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Penetapan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil nilai skala kriteria terhadap isu strategis,

mengacu kepada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi

Bappeda, gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah rencana

strategis, implikasi RTRW dan implikasi KLHS bagi pelayanan Bappeda,

maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan Kota Dumai adalah

sebagai berikut :

1. Ketersediaan data dasar dan data sektoral yang lengkap, valid dan

aktual dalam penyusunan perencanaan pembangunan,;

Perubahan Rencdna Strategis (renstra)
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2. Optimalisasi kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi
dan sinergi antar pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi Riau
serta pemerintah pusat;

3. Tersedianya berbagai regulasi terkait perencanaan dan penganggaran
yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan
daerah;

4. Pemanfaatan dan peningkatan inovasi dalam perencanaan
Pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kinerja SDM yang

terlibat dalam setiap perencanaan pembangunan

Perubahan Rencdna Strategis (renstra) _—
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TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Dumai pada tahun
2026 “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri
yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu” sekaligus
pencapaian misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026
“Meningkatkan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik”,
maka sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan dirumuskan Tujuan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai yaitu
“Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam
mempercepat kemajuan Kota Dumai”. Untuk mengukur tercapai atau
tidaknya tujuan ini maka ditetapkan indikator kinerja tujuan yaitu
“Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda”.

Adapun sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan
tersebut, mempedomani Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas
Nomor 3 Tahun 2023 adalah :

“Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota
Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional” dengan indikator kinerja
sebagai berikut:

1. Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN;
2. Keselarasan dokumen RRKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP;

3. Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional

dalam RKPD;

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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4. Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/

Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD;

Inovasi perencanaan pembangunan; dan

Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran

OPD terkait.

Berkenaan dengan terjadinya perubahan struktur organisasi

perangkat daerah di Pemerintah kota Dumai maka Bappeda Kota Dumai

telah melakukan penyesuaian terhadap sasaran dan indikator kinerja.

Adapun Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan

Sasaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026 tersaji pada Tabel 4.1.

berikut ini

Tabel 4.1. (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
Tahun 2021-2026

Indikator Tujuan/

Target Kinerja Tujuan/Sasaran

No. Tujuan Sasaran Sasaran pada Tahun
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indeks Perencanaan 84 85
Persentase keselarasan
program RKPD dengan | 100% | 100% - - -
. Program RPJMD
?flf:grgi?kan Persentase dukungan
sinkronisasi, | D Kota Dumai 100% | 100% | - - -
dan sinergi terhadap pr1or1tas. .
' perencanaan nasional dan provinsi
Terwujudnya Persentase Kegiatan
perencanaan pembangunan Prioritas Kepala
pembangunan daerah serta Daerah van 100% | 100% - - -
meningkatkan Diim lefnengtasikan
1 %i?frientasi efektivitas Persfntase Rencana
’ . pengendalian
hasil dalam baneunan Pembangunan Daerah
mempercepat pembangu yang Ditetapkan 100% | 100% - - -
kemajuan dengan Peraturan
Kota Dumai Perundang-Undangan.
Meningkatnya
Hasil
gﬁ;{g ?:gan Persentase Hasil
Kebijakan Kelitbangan yang 20% | 25% - - -
Perencanaan Implementatif
Pembangunan
Daerah
Terwuiudn Indeks Perencanaan
judnya Pembangunan - - 100 100 100
peregcanaan Nasional (IPPN) Pemda
pembangunan Terwujudnya Keselarasan dokumen
5 | borientasi | Sinergi RPJMD Kota Dumai ) ) 0 9 o
hasil dalam perencanaan dengan dokumen
mempercepat pembangunan RPJMN
kemajuan antara. Keselarasan dokumen
Kota Dumai Pemerlntah. RRKPD Kota Dumai - - 13 13 13
Kota Dumai dengan dokumen RKP
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) -2
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No. Tujuan Sasaran

Indikator Tujuan/
Sasaran

Target Kinerja Tujuan/Sasaran
pada Tahun

2022

2023

2024

2025

2026

dengan Propinsi
Riau dan
Nasional

Kesesuaian APBD Kota
Dumai membiayai
program prioritas
Nasional dalam RKPD

10

10

10

Kesesuaian antara Isu
Strategis-Target
dengan

Program /Kegiatan/
Proyek di RPJMD Kota
Dumai atau RKPD;

49

49

49

Inovasi perencanaan
pembangunan

Target dan sasaran
pembangunan daerah
menjadi target dan
sasaran OPD terkait

10

10

10

Metode dan tata cara pengukuran untuk masing-masing indikator

kinerja tujuan dan sasaran tersebut berpedoman kepada Surat Edaran

Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan.
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai
prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai
sasaran pembangunan. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan
kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah
yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan
serangkaian arah kebijakan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penunjang
urusan pemerintahan bidang perencanaan, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Dumai merupakan salah satu perangkat
daerah yang mendukung pencapaian Misi keempat pada RPJMD Kota
Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan kualitas tata kelola
kepemerintahan yang baik”. Berkenaan dengan terjadinya perubahan
struktur organisasi perangkat daerah di Pemerintah kota Dumai maka
strategi yang ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian misi
keempat RPJMD Kota Dumai sekaligus pencapaian tujuan dan sasaran
perangkat daerah adalah “Mewujudkan perencanaan pembangunan yang

memiliki sinergi, berkualitas dan terhubung dengan perencanaan kinerja”.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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Adapun arah kebijakan yang dirumuskan antara lain:
Peningkatan sinergi perencanaan Pembangunan antara pemerintah
Kota Dumai dengan pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat;
Peningkatan koordinasi dan partisipasi seluruh stackholder
pembangunan dalam penyusunan perencanaan Pembangunan guna
meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah; dan
Peningkatan dan pengembangan inovasi dalam perencanaan
pembangunan daerah dalam rangka pencapaian seluruh target

kinerja yang ditetapkan.

Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan tujuan,

sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Dumai Tahun yang dirumuskan untuk mendukung

pencapaian Visi dan Misi yang tertuang di dalam Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun
2021-2026 tersebut tersaji pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1. (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul
Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)
Misi Meningkatkan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Mewujudkan | Terwujudnya Mewujudkan 1. Peningkatan sinergi
perencanaan | sinergi perencanaan perencanaan
pembangunan | perencanaan pembangunan Pembangunan antara
yang pembangunan | yang memiliki pemerintah Kota Dumai
berorientasi antara sinergi, dengan pemerintah
hasil dalam Pemerintah berkualitas dan| Provinsi Riau dan
mempercepat | Kota Dumai terhubung Pemerintah Pusat;
kemajuan dengan Propinsi | dengan 2. Peningkatan koordinasi
Kota Dumai Riau dan perencanaan dan partisipasi seluruh
Nasional kinerja stackholder pembangunan
dalam penyusunan
perencanaan
Pembangunan guna
meningkatkan kualitas
perencanaan
Pembangunan daerah; dan
3. Peningkatan dan
pengembangan inovasi
dalam perencanaan
pembangunan daerah
dalam rangka pencapaian
seluruh target kinerja yang
ditetapkan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Menurut Pasal 13 Permendagri 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat
Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif. Renstra perangkat daerah ini menjadi pedoman bagi
Kepala Perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu
indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi
dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam
RPJMD. Adapun pengertian dari masing-masing komponen yang
dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat daerah dalam
bentuk wupaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;

2. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat daerah sebagai instrumen arah

kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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3. Kegiatan  perangkat daerah adalah  serangkaian  aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil
(outcome) suatu program;

4. Sub Kegiatan perangkat daerah adalah merupakan bentuk aktivitas
kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

S. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukut
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Berkenaan dengan terjadinya perubahan struktur organisasi
perangkat daerah di Pemerintah kota Dumai maka, maka dilakukan
penyesuaian rincian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta
pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kota Dumai Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan

tujuan dan sasaran Bappeda Kota Dumai tersaji pada Tabel 6.1.(T-C.27)

berikut:

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
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Tabel 6.1. (T-C.27)
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 20212026

< 5 PERENCANAAN 9.259.113.719 12.627.049.994 17.015.000.000 17.015.000.000 72.931.163.713
e RKPD dengan
Z E PROGRAM PERENCANAAN, Program RPJMD b 220 220 £o9 aoo) a0 ao0)
=4 = 5/01|02 PENGENDALIAN DAN EVALUAST I; Daerah yang 665.074.553| 1.311.363.300 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 6.776.437.853
% g PEMBANGUNAN DAERAH Ditetapkan Sesuai dengan Peraturan % 100 100 100 100 100 100
g ] Perundang-Undangan
K g 5/01(022.01 A U T ;‘:e""“”nh . / 3 401.609.155 6 1.073.500.000 4 1.175.000.000 3 1.175.000.000 5 1.175.000.000 21 5.000.109.155)
3 2
] = Analisis Kondisi Dacrah. Permasalahan, [P4mlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD
g 5 5/0102|2.01| 0001 | . g ’ (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan | Dokumen 3 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 2 100.000.000 7 400.000.000
2 3 an Isu Strategis Pembangunan Daerah /55 “e
8 g 0 —— -
3 N P umlah Konsultasi Publik yang Dilaksanakan Forum 1 4.580.000) 1
3 g 5|0102]2.01) 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Uumlah Berita Acara K i Publik Berita Acara 2 60.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 2 75.000.000 6 289.580.000
EA § lkoordinasi Pelaksanaan Foram Dumlah Forum OPD yang Di Forum 1 36.959.500) 1
Ef bt 5/011022.01) 0004 lsippy /1 jntas SKPD umlah Berita Acara Forum Perangkat Berita Acara 1 43.500.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 4 380.459.500
@ @ Daerah/Lintas P Daerah
§ ?,. 'umlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan,
g Pelaksanaan Musrenbang lkeikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Kali 3 50.822.552 3
E @ 5|011022.01) 0005 [Kabupaten /Kota Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional 820.822.552
H g umlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota|Berita Acara 2 170.000.000 2 200.000.000 1 200.000.000 2 200.000.000 7
g 5 'umlah dokumen Manajemen resiko pelaksanaan Doku: 1 1
g g rencana pembangunan daerah oxumen 309.247.10:
E' § [Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan Doku 2 N b 2
E 8 5|01 |02 |2.01| 0007 [Dokumen Pe P y [RKPD yang disusun oxumen 3.109.247.103
@ & Daerah Kabupaten/Kota 'umlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
= g Daerah K 1/Kota yang Di Dokumen 3 700.000.000 3 700.000.000, 2 700.000.000 3 700.000.000[ 11
B 2 (RPJPD/RPJMD/RKPD)
o g /Analisis Data dan Informasi Yumlah Dokumen Data dan Informasi
2 5/01|02 2.02| Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintah Daerah Bidang 1 150.633.531) 1 102.227.500 1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 5 777.861.031
5 4 Pembangunan Daerah  Pembangunan Daerah
5 5 umlah Masukan Analisis Data untuk
2 ] Penyusunan Kebijakan Perencanaan
] g yu u Masukan 1 150.633.531| 1 102.227.500 2
g 5 Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan
2 B |Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah)
53 & 5(01]0212.02) 0001 |pe e canaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk 777.861.031
3 2 [Penyusunan Kebijakan Perencanaan
L&)
= 8 IPerbangansn Dacrah ([Semus Perencanaan Dokumen 1 175.000.000, 1 175.000.000 1 175.000.000, 3
g 5 P inan Daerah)
< £ da Uumiah dan /
g 5 5/01|02 2.03] lB)idln: Perencanaan Pembangunan  pejo oo “pign o . 1 112.831.867, 3 135.635.800 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 7 698.467.667
= = laera)
ES — -
5 g Koordinasi Pengendalian Perencanaan P Urhak D°k“':‘::‘h1:‘r’1‘z:t:is:l::fge“d“‘ha“ Dokumen 1 112.831.867 1
Sl £ 5|01 02 2.03| 0001 (dan F F 1 Dacrah [ et Pensencdalian Perencanaan 698.467.667,
g 3 di Kabupaten/Kota o Pelalannean Pombanenan T CReanaAn | Laporan 3 135.635.800 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 6
B
= z 1 i Sistem i Yumlah Dok F 1 Dokumen/
2 5/01|02 2.04| Pemerintahan Daerah di Bidang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di o o o o 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000
S Laporan
=1 Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Daerah
& Pembinaan Sistem Informasi Uumlah Dokumen hasil pembinaan sistem
5|01/ 02 [2.04| 0003 [Pemerintahan Dacrah di Bidang [nfomasi pemerintahan daerah di bidang Dokumen 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000)
[Pembangunan Daerah Pemerintah pembangunan Daerah Pemerintah
Kabupaten /Kota [Kabupaten /Kota
[Persentase kegiatan prioritas kepala daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN diimplementasikan % po0 po0 200 R0 oo Ho0
5/01|03 SINKRONISASI PERENCANAAN 1.332.068.192 1.781.192.210 3.285.000.00 3.285.000.00 3.285.000.00 3.285.000.00
PEMBANGUNAN DAERAH Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan % 100 100 100 100 100 100
Pprovinsi
Koordinasi Perencanaan Bidang
5|01|03[2.01 [umiah Dokumen Perencanaan Biang Do 7 370.235.566 6 438.429.816 9 1.200.000.000 9 1.200.000.000 9 1.200.000.000 40 4.408.665.382)
lanusia
Pumlah Dokumen koordinasi penyusunan
[Koordinasi Penyusunan Dokumen b 1nan daerah Dokumen 2 91.928.566| 2
Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5]0110312.01) 0001 g4 10 Pemerintahan (RPJPD, RPJMD  Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 788.563.593
dan RKPD) [Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan| Dokumen 1 96.635.027 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 4
RKPD)
Uumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pperangkat
N lsistensi dalam Penyusunan Dokumen & 4 4.200.000 4
[Asistensi Penyusunan Dokumen [Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Daerah
5|01 03 2.01| 0002 [Per P inan P Gambat S atena: 64.200.000
Dacrah Bidang Pemerintahan umlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
[Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat | Laporan 1 20.000.000( 1 20.000.000 1 20.000.000, 3
[Dacrah Bidang Pemerintahan
Perubahdn Rencana Strategis (Renstra) i
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Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan
[Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ;:ﬂi\:zil']:i:n:angunan perangkat daerah bidang 105.321.000|
5/01/03 |2.01| 0003 [Fenyusunan Dokumen Perencanaan 504 anoran Monitoring dan Evaluasi 201.922.600
embangunan Perangkat Daerah Bldangp Dokus P
Pemerintahan enyusunan Dokumen Ferencanaan Laporan 1 6.601.600) 30.000.000) 30.000.000) 30.000.000, 4
[Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
[Pemerintahan
[Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja
5/01|03|2.01| 0004 Pembangunan Daerah Bidang Hengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Laporan 1 44.363.224| 300.000.000 300.000.000) 300.000.000 7 944.363.224
Pemerintahan
[Koordinasi Penyusunan Dokumen YJumlah D Per P 1nan
[Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Bidang Pembangunan Manusia yan;
5|01/ 03 |2.01| 0005 EinE Pembangunang‘ﬁanusia (RPUPD, Dikourdinir Peiyusunaj:ya (RPJPD. RPJMD dan | Dokumen 1 75.411.000 250.000.000 250.000.000) 250.000.000 4 825.411.000
IRPJMD dan RKPD) KPD)
'umlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Perangkat
: n sistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja 10 10.968.000 10
|Asistensi Penyusunan Dokumen idang Pemb. | Manusia Daerah
5/01|03|2.01| 0006 [Perencanaan Pembangunan Perangkat - - - 100.968.000)
Daerah Bidang Mamisia Pumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
D F F Laporan 30.000.000| 30.000.000| 30.000.000)| 3
Daerah Bidang Pemerintahan
‘umlah Dokumen pelaporan monitoring dan
fevaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Dokumen 77.907.500)| 1
[Pembangunan Manusia
[Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi {Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Perangkat
IPenyusunan Dokumen Perencanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan 10 69.419.765| 10
5|01103|2.01) 0007 o hangunan Perangkat Daerah Bid ra/Renja Bidang Pembangunan Manusia Daerah 507.327.265
[Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi
gz;ﬁ;;?ﬁ;tﬁ;‘z{‘ieg;ifhﬁmg Laporan 120.000.000) 120.000.000| 120.000.000 3
[Pemb. Manusia
Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan
[Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan [iner8itas dan harmonisasi perencanaan Dokumen 95.078.500) 2
o o Poro o fpembangunan daerah bidang Pembangunan
5/01|03|2.01| 0008 |, N anusia 975.909.700
embangunan Daerah Bidang —a — -
Permbangunan Manusia umlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja
lengan RKPD /RPJMD pada Bidang Pembangunan| Laporan 2 130.831.200 250.000.000 250.000.000| 250.000.000 5
anusia
rdinasi Perencanaan Bid.f 8 Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Dokumen/
5/01|03 2.02| E i dan SDA Daya PPerekonomian dan SDA Laporan 306.889.184 4 573.621.300 845.000.000 845.000.000 845.000.000 32 3.415.510.484
PJumlah Dokumen koordinasi penyusunan
[Koordinasi Penyusunan Dokumen per inan daerah Dokumen 160.176.784| 1
er Pemb unan Daerah bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
501103 12.02) 0001 lg; 4o Perekonomian (RPJPD, RRIMD [Jumlah D Per P inan 938.570.794
dan RKPD) Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Dokumen 1 162.038.934| 250.000.000 250.000.000) 250.000.000 4
[Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
YJumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Perangkat
N . Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja e 8 16.773.089| 8
|Asistensi Penyusunan Dokumen Bidan; N . Daerah
5|01 |03 |2.02| 0002 [Perencanaan Pembangunan Perangkat gl - - 108.164.700
Dacrah Bidang . YJumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
F P erangkat Laporan 20.000.000| 20.000.000| 20.000.000)| 3
Daerah Bidang Pemerintahan
'umlah Dokumen pelaksanaan monitoring dan
levaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Dokumen 37.010.000| 1
Perekonomian
[Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 'umlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Perangkat
510103 |2.02| 0003 [Penyusunan Dokumen Perencanaan  Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Dacnats 4 38.485.300| 4 340.030.500)
i lPembangunan Perangkat Daerah BidangRenstra/Renja Bidang Perekonomian i i
IPerekonomian Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi
i:;ﬁ:;?agiﬁ;‘;'&e;;ﬁ‘;ﬁmg Laporan 60.000.000 60.000.000) 60.000.000, 3
[Perel i
o o Uumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan
fg::;::;ge}il::s::::aimergnas dan sinergitas dan harmonisasi perencanaan Dokumen 109.702.400| 2
5(01 |03 [2.02| 0004 " [pemb. daerah bidang P, i 1.667.817.064|
l‘:emia“g“‘.‘a“ Daerah Bidang Uumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja 5 S S
erekonomian engan RKPD/RPJMD pada Bidang Perel B Laporan 2 249.314.100| 150.000.000 150.000.000| 150.000.000,
Koordinasi Penyusunan Dokumen Uumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
5/01|03|2.02| 0005 Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Dokumen 1 60.514.100| 150.000.000| 150.000.000 150.000.000)| 4 751.019.960)
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) [Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Uumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Perangkat
. . Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja & 2 5.581.677| 2
Asistensi Penyusunan Dokumen [Bidang SDA Daerah
5[01 |03 |2.02| 0006 [Perencanaan Pembangunan Perangkat plcang 52 . n - 108.244.700)|
Daerah Bidang SDA PJumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Laporan 20.000.000| 20.000.000 20.000.000| 3
Daerah Bidang SDA
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[umlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Perangkat
IPelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ~ Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan D 40.914.10 6
P aerah
510103 |2.02| 0007 [Penyusunan Dokumen Perencanaax? [Renstra/Renja Blda.ng SI?A _ 394.430.500
[Pembangunan Perangkat Daerah BidangJumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi
SDA [Penyusunan Dokumen Perencanaan Laporan 60.000.000| 60.000.000| 60.000.000)| 3
[Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
[Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan YJumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja
5(01 |03 |2.02| 0008 Harmonisasi Perencanaan L L " i Laporan 135.000.000| 135.000.000| 135.000.000)| 3 835.806.318|
Pembangunan Daerah Bi lengan RKPD /RPJMD pada Bidang SDA
rdi Perencanaan Bidang Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Dokumen/
5/01|03 2.03| frastruktur dan Kewilayahan ktur dan Kewilayahan Rerrem 654.943.442 769.141.094 1.240.000.000 1.240.000.000 1.240.000.000 36 5.144.084.536
Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan
Koordinasi Penyusunan D P! 1nan daerah Dokumen 90.654.600)| 1
er Pemb unan Daerah bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5|0110312.03) 0001 |4 00 Infrastruktur (RPJPD, RPBIMD  Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 938.570.794)
dan RKPD) Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Dokumen 97.916.194| 250.000.000 250.000.000| 250.000.000 4
[Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
YJumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen
b 1nan daerah Dokumen 8.164.700| 1
bidang Infrastruktur
|Asistensi Penyusunan Dokumen 'umlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Perangkat
5/01|03|2.03| 0002 [Per P unan Perangkat i i dalam Penyusunan Renstra/Renja Daerah 10.000.000| 6 108.164.700)|
Daerah Bidang Infrastruktur Bidang Infrastruktur
'umlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
D P 1P Laporan 30.000.000| 30.000.000 30.000.000| 3
Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan
levaluasi pembangunan perangkat daerah bidang | Dokumen 34.850.000)| 1
nfrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Perangkat
Penyusunan Dokumen Perencanaan  [Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan 65.180.50 6
5|011032.03| 0003 e hangunan Perangkat Daerah Bi ra/Renja Bidang Infrastruktur Daerah 340.030.500
nfrastruktur Uumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi
iﬁ;ﬁf&?ﬁ%ﬁfﬂ?ﬁ;ﬁﬁaﬁﬁw Laporan 80.000.000) 80.000.000| 80.000.000 3
[Infrastruktur
- . . Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan e gitas dan harmonisasi perencanaan Dokumen 322.730.564] 1
5/01|03|2.03| 0004 |, N pembangunan daerah bidang Infrastruktur 1.667.817.064|
:fr:]abs?;lugl‘:t?xarn pacrah Bidang pumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja | | ooon 295.086.50! 350.000.000 350.000.000) 350.000.000 4
dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Po P05 oo oo oo
Uumlah Dokumen koordinasi penyusunan
Koordinasi Penyusunan Dokumen dokumen perencanaan pembangunan daerah Dokumen 36.239.460) 1
er Py inan Daerah bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5|01)032.03) 0005 Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD  Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan 751.019.960
dan RKPD) Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Dokumen 114.780.500| 200.000.000 200.000.000) 200.000.000 4
[Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen
er 1nan daerah Dokumen 8.244.700| 1
|bidang Kewilayahan
|Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Perangkat
5/01|03|2.03| 0006 [Per F an Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja 10.000.000| 7 108.244.700)|
" " " " Daerah
Daerah Bidang Kewilayahan idang Kewilayahan
'umlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
F F Laporan 30.000.000| 30.000.000| 30.000.000)| 3
aerah Bidang Kewilayahan
'umlah Dokumen pelaporan monitoring dan
valuasi pembangunan perangkat daerah bidang Dokumen 29.250.000| 1
e n
[Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 'umlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Perangkat
[Penyusunan Dokumen Perencanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan 65.180.500, 7
5|01032.03) 0007 [Pembangunan Perangkat Daerah Bid: a/Renja Bidang Kewil n Dacrah 394.430.500
Kewilayahan 'umlah Laporan Monitoring dan Evaluasi
gz;ﬁ;;?i;ﬁ;ﬁegﬁfhagﬁimg Laporan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3
lkoordinasi P nergitas dan Pumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan
Harmonisasi Perencanaan sinergitas dan harmonisasi Dok N 124.809.418| 1
5/01|03|2.03| 0008 - b daerah bidang Kewilayahan 835.806.318|
;em.?a“f}‘]‘“a“ Daerah Bidang Uumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja
ewilayahan engan RKPD/RPIMD pada Bidang Kewilayahan Laporan 110.996.90 200.000.000, 200.000.000| 200.000.000| 4
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£
RN
B 5 ‘E‘QT Penelitian dan Pengembangan Bidang Jumlah dan
5/05| 02 2.01| dan Bidang dan 1 75.495.176 155.381.334
ExE
585 gh:
B 2g -
5g 8 Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data
v = Z |5l0s! 02 |2.01| 0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Kelitbangan dan Peraturan Dolumen ! 75.495.176
o g @ - [Peraturan YJumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang
5TE . Laporan 1 155.381.334|
Eg 5 [Terkelola dengan Baik
§ Z |s/0s|022.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi oo’ POkumen Fengembangan fnovasi dan | pojumen 1 58.791.524 134.418.929
5 Jumlah dokumen Inovasi dan Teknologi Dokumen 1 58.791.524
s e .791.
ED 5105 02 |2.04] 0003 scminasi Jenis, Prosedur dan Metode |jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Discminasi
. enyelenggaraan Pemerintahan Daerah [}
ane Bersifat [novatif Uenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Laporan 1 92.796.929|
g [Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
510502 |2.04| 0004 Sos}ahsasl dan Diseminasi Hasil-Hasil Jumla.h Lapora}'n Hgsll Pex?yelexllggaraan Sosialisasi Laporan 1 41.622.000)
Kelitbangan an diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
NON URUSAN
Perencanaan, Penganggaran, dan [P fiapoiy Dokumen/
X|XX| 01 (2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah e dan kinerja Laporan 10 13.699.900 10 13.912.400 10 100.000.000| 10 100.000.000 10 100.000.000 50 327612.300
X|Xx| 01 |2.01| 0001 l‘:ﬁ:‘z:slf;ag;z;’:h“me“ Perencanaan ;. m1ah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen 3 2.709.900 3 2.712.800 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 15 95.422.700
[Koordinasi dan Penyusunan D Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 2.639.600| 1
X|XX| 0112.01) 0002 lgys_skpp pumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil | py e 1 2.639.600 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 4 50.279.200
[Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 1 3.383.200| 1
[Koordinasi dan Penyusunan Dokumen {Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
X|XX|012.01) 0003 [Perubahan RKA-SKPD [Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dokumen 1 3.425.700| 1 20.000.000| 1 20.000.000| 1 20.000.000)| 4 66.808.900
[Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1 2.024.600| 1
X|XX|01|2.01| 0004 [Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumla_h ngumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Dokumen 1 2.059.000) 1 10.000.000 1 10.000.000) 1 10.000.000 4 34.083.600
[Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 1 1.304.300| 1
[Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
X|XX| 01 12.011 0005 |ppy oyppy Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen | Dokumen 1 1.335.900 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 4 32.640.200
[Perubahan DPA-SKPD
Jum.lah Dokume‘n L:apo}'an Capaian Kinerja dan Dokumen 2 1.495.300) 2
- [khtisar Kinerja OPD
[Koordinasi dan Penyusunan Laporan lah Laj C ian Kinerja dan Tkhti
X|XX| 01 [2.01| 0006 (Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi R‘e‘zisasi Kll’g;a‘; S;%a];a;‘an i‘:‘]:r aﬁ‘;{asﬂ isar 45.058.100
Kinerja SKPD ast finer) P N S Laporan 2 1.562.800)| 2 14.000.000| 2 14.000.000| 2 14.000.000)| 8
[Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar lisasi Kinerja SKPD
YJumlah Dokumen PK, RKT, dan RA Dokumen 1 143.000 1
X|XX| 01 |2.01| 0007 [Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dh;renrl:l}: Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan 1 176.60 2 1.000.000) 2 1.000.000) 2 1.000.000) 7 3.319.600
Jumlah /L /
5.
X |XX| 01 [2.02| Daerah [i— perangkat daerah Ty 2 .006.836.48! 8 5.989.007.360 9 6.030.000.000 9 6.030.000.000 9 6.030.000.0000 37 29.085.843.840
[Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 14 5.005.788.580) 14
X|XX| 01 |2.02| 0001 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN i\;r;lllah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Orang 40 5.987.960.26! 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 40 28.993.748.840
Jumlah dok 1 laporan keuangan akhir tahun | Dokumen 1 629.400| 1
[Koordinasi dan Penyusunan Laporan  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X|XX| 01 12.02| 0005 o angan Akhir Tahun SKPD an Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 1 628.600 1 20.000.000 | 1 20.000.000 | 1 20.000.000 | 4 61.258.000
_aporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
pumlah dolcumen laporan keuangan Dokurmen 1 418.500 1 15.837.000
[Koordinasi dan Penyusunan Laporan gula.{:;'x]‘:'l wulax;{/ Bul 7 Triwal 7
X|xX| 01 [2.02| 0007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ s“: " ra:"’s";‘;D 3“:”5:“ . u a;‘“; djn: ! anan,
Semesteran SKPD emeste an aporan £00 y Laporan 7 418.500 7 5.000.000 7 5.000.000 7 5.000.000 | 28
[Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
[Friwulanan /Semesteran SKPD
x|xx| 01 |2.02| 0008 i::é’:;:‘;“ Felaporan dan Analisis  Jumiah Dokumen Pelaporan dan Analisis Dokumen 1 5.000.000 | 1 5.000.000 | 1 5.000.000 | 3 15.000.000
= = e I 7 A 1 Ku 7
X |xx| 01 [2.03 jdiministiasiiBarang MUK Dactat ] Y Al L Barang 1 349.500 2 349.500 5 10.000.000 5§ 10.000.000 s 10.000.000 18 30.699.000
ada Pera: t Daerah Daerah pada Pera; t Daerah Laporan
x|xx| 01 |2.03| 0001 [Penyusunan Perencanaan Kebutuhan  \Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 e 2 2.000.000 2 2.000.000| 2 2.000.000 6 6.000.000
arang Milik Daerah SKPD KPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan YJumlah laporan barang milik daerah Laporan 1 349.500 1
X|XX|0112.03) 0005 | ong Milik Daerah pada SKPD umlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 2 349.500 2 3.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 8 9-699.000
[Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
[Penatausahaan Barang Milik Daerah 'umlah Laporan Penatausahaan Barang Milik
X|XX| 01 |2.03| 0006 ada SKPD Daerah pada SKPD Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.00¢
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X|XX| 01 [2.05| e g': e“‘"hnh Orang 80 94.070.000 60 235.718.200 80 850.000.000 80 850.000.000 80 850.000.000 380 2.879.788.200
xx| 01 |2.05| 0001 [Peningkatan Sarana dan Prasarana  Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000
- Disiplin Pegawai Disiplin Pegawai -000- 1000 -000- -000-
[Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut
X|xx|01 [2.05| 0002 |, £788CEA0 PO o b o s Paket 1 200.000.000 1 200.000.000( 1 200.000.000 3 600.000.000
Yumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan
x|xx| 01 |2.05| 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai [Pelatihan Formal dan NonFormal Orang ° 50.670.000) ° 1.486.388.200)
- Berdasarkan Tugas dan Fungsi PJumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Orang 60 235.718.2000 20 400.000.000 20 400.000.000 20 400.000.0000 120 T
[vang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ) N N N N ) N N
x|xx| 01 |2.05| 0010 Sosisalisasi Peraturan Perundang- pumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Orang 40 100.000.000| 40 100.000.000 40 100.000.000{ 120 300.000.000)
3 [Peraturan Perundang-L - - - . - - - -
xx| 01 |2.05| 0011 [Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis | .o 74 43.400.000) 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000] 134 343.400.000)
3 IPerundang-Und: [Im; i Peraturan Perundang-LU N - - - - - - - N -
x|xx| 01|2.06 Umum Daeran manioutahazddmintstasibaus Bulan 12 623.283.674 12 748.281.774 12 1.340.000.000 12 1.340.000.000 12 1.340.000.000 60 5.391.565.448
[Perangkat Daerah
Yumlah p kebutuhan listrik Bulan 12 10.872.900| 12
Penyediaan Komponen Instalasi kantor —
X|XX| 012,06 0001 | B o Banganan Kantor umlah Paket Komponen Instalasi 81.849.572)
& gu [Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 2 10.976.672) 2 20.000.000| 2 20.000.000| 2 20.000.000)| 8
o
penyediann Peralatan dan Per Uumlah diaan kebutuhan alat tulis kantor Bulan 12 181.648.594] 12
X|XX| 012.06 0002 [y o J::;?\h. Palket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 1 165.812.500] 1 250.000.000, 1 250.000.000] 1 250.000.000, 4 1.097.461.094
Uumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan Bulan 12 14.364.800 12
i kantor -o0%
X|XX| 01 |2.06| 0003 [Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 98.015.800)
T{“.‘ml,a.h. Paket Peralatan Rumah Tangga yang Paket 1 23.651.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 4
Uumlah penyediaan kebutuhan makanan dan Bulan 2 87.780.600 12
. . inuman tamu, rapat serta it C -
X|XX| 01 |2.06| 0004 [Penyediaan Bahan Logistik Kantor > — 648.180.000)
pumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket 1 110.399.400 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 4
Jumlah penyediaan barang cetakan dan Bulan 12 47.543.400) 12
X|xx| 01 [2.06| 0005 1 Barang Cetakan dan = 240.177.600
IPenggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 1 42.634.200| 1 50.000.000 1 50.000.000) 1 50.000.000 4
|vang Disediakan ) N N N N ) 3 N
. YJumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan Bulan 12 28.380.000) 12
%/xx| 01 |2.06] 0006 Penvediaan Bahan Bacaan dan eraturan perundang-t 208.060.0001
Peraturan Perundang-undangan YJumlah Dokumen Bahan Bacfian .dan Peraturan Dokumen 1 29.680.000| 1 50.000.000 1 50.000.000) 1 50.000.000 4
[Perundang-L yang Disediakan
N ) ) PJumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke Bulan 12 252.693.380) 12
x|xx| 01 |2.06| 0009 enyeleng_garaan Rapat Koordinasi dan [luar daerah 3.017.821.382
[Konsultasi SKPD pumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Laporan 1 365.128.002 1 800.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 4
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik
X|XX| 01 [2.07] Por osjang Usosss Pemerintal\Dacsah Dastah Ponunisng Usnsea Pomesintal Dasrah Unit 37 195.830.000 44 860.731.500 14 1.650.000.000 14 1.650.000.000 14 1.650.000.000 123 6.006.561.500
Pengadaan Kendaraan Perorangan Uumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau B
X|xx| 012.07) 0001 | araan Dinas Jabatan _|[Kendaran Dinas Jabatan yang bised: Unit 1 125.208.000 0 4 0 10 4o 125.208.000
x|xx| 01 |2.07| 0002 [Pengadaan Kendaraan Dinas pumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Unit 1 400.000.000[ 1 400.000.000| 1 400.000.000 3 1.200.000.000
Operasional atau L [Lapangan yang D
X|XX| 01 [2.07] 0005 Pengadaan Mebel Dumlah Paket Mebel yang Disedial Paket 24 60.000.000 1 95.500.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000] 28 755.500.000
X|XX| 01 [2.07| 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lajnnyafl‘mla.h Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 13 135.830.000] 42 640.023.500 10 700.000.000, 10 700.000.000| 10 700.000.000, 85 2.875.853.500
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung )
X|XX| 01 |2.07| 0010 I8t Bangunan Lainya Kantor atau Banganan Lainmya yang Dised: Unit 1 200.000.000] 1 200.000.000[ 1 200.000.000 3 600.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung
X |XxX| 01 |2.07| 0011 [Pendukung Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 1 150.000.000, 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000)
angunan Lainnya Disedi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah y Jasa
X|XX| 01 [2.08] [ s T R e Ry Bulan 12 829.404.460 12 946.698.500 12 1.250.000.000 12 1.250.000.000 12 1.250.000.000 60 5.526.102.960
. Dumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Bulan 12 2.340.000) 12
Ip
X|XX| 01 |2.08) 0001 [Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan 1 5.340.000 1 10.000.000, 1 10.000.000 1 10.000.000, 4 37.680.000
Dumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya| - 12 12.487.100) 12
x|xx| 01 |2.08| 0002 n Jasa K i, Sumber [air dan listrik 3 B 154.277.100
[Daya Air dan Listrik pumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas, Laporan 1 21.790.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 4
Sumber Daya Air dan Listrik yang D
x|xx] 01 |2.08| 000s Fenyediaan Jasa Peralatan dan pumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan | | o000y 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000)
er Kantor lPer Kantor yang D
'umlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi
benvediaan Jasa Pelavanan Umum  [Perkantoran, keamanan kantor, kebersihan Bulan 12 814.577.360) 12
X|XX| 01 [2.08| 0004 K Eior v? antor, dan tenaga supir 5.184.145.860
umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Laporan 1 919.568.500 1 1.150.000.000 1 1.150.000.000 1 1.150.000.000| 4
mum Kantor yang Disediakan
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Pemeliharaan Barang Milik Daerah _— o
x|xx|01 |2.00 Urusan h wniabiBareng MillkiDasraliBeousiatiUzssan) (v 65 498.496.960 151 739.795.250 47 900.000.000 47 900.000.000 47 900.000.000 357 | 3.938.292.210
Daerah Pemerintahan Daerah yang dipelihara
Uumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya [secara rutin/berkala dan Kelengkapan Unit 1 38.528.515] 1
[Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan |/Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan
X|XX| 01 2.09| 0001 [Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 227.058.51
Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 1 38.530.000) 1 50.000.000| 1 50.000.000| 1 50.000.000)| 4
dibayarkan Pajaknya
Jumlah kendaraan dinas operasional atau
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | re wean YANE dipelihara secara rutin/ berkala Unit 20 193.224.445) 20
X|xx|01|2.00| 0002 [Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan atau 1.559.354.445)
Kendaraan Dinas Operasional atau 5 0
Lapangan YJumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
[Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Unit 20 316.130.000 20 350.000.000, 20 350.000.000 20 350.000.000, 80
dan Perizi:
'umlah peralatan dan mesin lainnya gedung .
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ~ kantor yang dipelihara Unit +2 39.679.000 104 146
X |XX|012.09) 0006 [Lainnya ‘umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yan; 404.814.25
v Dipeiihara ya yang Unit 24 65.135.250 24 100.000.000/ 24 100.000.000 24 100.000.000( 96
X |xx|01|2.00| 0009 [Pemelinaraan/Rehabilitasi Gedung umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 1 84.930.000 1 120.000.000 1 200.000.000, 1 200.000.000( 1 200.000.000 5 804.930.000)
Kantor dan Bangunan Lainnya ang Dipelihara/Direhabilitasi
[Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PJumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
X|XX|01|2.09| 0010 [Prasarana Gedung Kantor atau latau Bangunan Lainnya yang Unit 1 142.135.000| 1 200.000.000)| 1 200.000.000| 1 200.000.000| 1 200.000.000| 5 942.135.000
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PAGU TOTAL 9.393.400.419| 12.916.850.257 17.015.000.000 17.015.000.000 17.015.000.000 72.931.163.713|
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Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah menunjukkan
kinerja yang akan dicapai Perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun
mendatang. Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah ini bertujuan
untuk memberi gambaran tetang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan
dan sasaran Perangkat Daerah dalam rangka mendukung keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun
2021-2026 serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Penetapan
indikator kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan seperti yang tersaji
pada Tabel 7.1 (T-C.28) berikut merujuk kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 13 tahun 2019 dan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017. Serta mempedomani Surat
Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pengukuran Indeks Perencaan Pembangunan Nasional.

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Dumai pada perubahan
Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 ini merevisi sebagian indikator yang
terdapat pada Renstra Bappedalitbang Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencdna Strategis (renstra)
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Tabel 7.1. (T-C.28)
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
Tahun 2021-2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

Kondisi
LSl Target Kinerja Tujuan/Sasaran
pada Awal Pada Tah
No. Indikator Periode el delinm
RPJMD
2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | Indeks Perencanaan 84 85
Persentase keselarasan program RKPD o o
2 dengan Program RPJMD 100% | 100%
Persentase dukungan RKPD Kota
3. | Dumai terhadap prioritas nasional dan 100% | 100%
provinsi
4. Persentase Keg.ltatan Pr10r1ta§ Kepala 100% | 100%
Daerah yang Diimplementasikan
Persentase Rencana Pembangunan
5. | Daerah yang Ditetapkan dengan 100% | 100%
Peraturan Perundang-Undangan.
6 Persentase Ha311 Kelitbangan yang 20% 25%
Implementatif
Indeks Perencanaan Pembangunan
7 Nasional (IPPN) Pemda 100 100 100
8 Keselarasan dokumen RPJMD Kota 9 9 9
Dumai dengan dokumen RPJMN
9 Keselarasan dokumen RRKPD Kota 13 13 13
Dumai dengan dokumen RKP
Kesesuaian APBD Kota Dumai
10. | membiayai program prioritas Nasional 10 10 10
dalam RKPD
Kesesuaian antara Isu Strategis-Target
11. | dengan Program/Kegiatan/ Proyek di 49 49 49
RPJMD Kota Dumai atau RKPD;
12. | Inovasi perencanaan pembangunan 9 9 9
Target dan sasaran pembangunan
13. | daerah menjadi target dan sasaran 10 10 10

OPD terkait

Metode dan tata cara penukuran untuk masing-masing indikator
kinerja tersebut berpedoman kepada Surat Edaran Menteri PPN/Kepala
Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks
Prrencanaan Pembangunan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kerangka kerja dari penilaian IPPN untuk Pemerintah Daerah adalah

sebagaiman tabel 7.2. berikut ini.

Perubahan Rencdna Strategis (renstra)

Vii-2
Badan Perencandan Pembangundan Daerah Kota Dumdi Tahun 2021-2026 »




BAB VIl RINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.2.

Kerangka Kerja Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan
Nasional (IPPN) untuk Pemerintah Daerah

No.

Komponen

Sub-Komponen

Dokumen yang
Dinilai

2

3

4

Sinergi

Keselarasan dokumen
RPJMD dengan dokumen
RPJMN

RPJMD

Keselaran dokumen RKPD
dengan RKP

Kesesuaian anggaran daerah
dalam kontribusinya
terhadap PN di daerah

Kualitas Perencanaan

Kesesuaian prioritas daerah
dengan isu daerah

Kesesuaian target dan
sasaran dalam menyelesaikan
prioritas daerah dan isu
daerah

Kesesuaian Program/
Kegiatan/Proyek untuk
mencapai target dan sasaran

Inovasi perencnaan
pembangunan

RKPD

Keterhubungan
Perencanaan
Pembangunan
dangan Perencanaan

Kinerja

Target dan sasaran
Pembangunan menjadi target
dan sasaran kinerja lembaga
terkait

RKPD - Renstra
OPD

Sumber : Lapiran Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3

Tahun 2023

b. Instrumen pengukuran kualitas kebijakan untuk Indeks Perencanaan

Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut

(Tabel 7.3):

Perubahan Rencdna Strategis (renstra)
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Tabel 7.3.
Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Daerah

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR OPSI PENILAIAN | BOBOT
1. SINERGI
mengukur kerjasama antar unit pemerintahan, yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya 32
bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayaan dasar dapat mewujudkan tujuan bersama
a. Keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN; 9
Pengukuran kesesuaian substansi dalam dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN
1) Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Dumai dengan sasaran prioritas 9
nasional (PN) RPJMN
a) Tingkat keterkaitan indikator sasaran A. Tidak ada keterkaitan A=0
pembangunan daerah RPJMD dengan B. Kurang dari 50% sesuai dengn PN RPJMN B=0,3 0,5
PN RPJMN C. Diatas atau sama dengan 50% sesuai dengan PN RPJMN | C=0,5
b) Ketersediaan tabel persandingan antara | A. Tidak ada A=0
Sasaran Pembangunan daerah (RPJMD) | B. Ada B=0,5 0,5
dengan PN RPJMN
c) Tingkat keselarasan prioritas A. Tidak ada keterkaitan A=0
pembangunan daerah dalam RPJMD B. Kurang dari 50% sesuai dengan PN RPJMN B=0,3 0,5
dengan PN RPJMN C. Diatas atau sama dengan 50% sesuai dengan PN RPJMN | C=0,5
d) Tersedianya tabel persandingan antara | A. Tidak ada A=0
PN RPJMN dengan Prioritas B. Ada B=0,5 0,5
Pembangunan Daerah
2) Tersedianya dukungan program daerah dalam RPJMD Kota Dumai untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN 3
a) Ketersediaan dukungan program A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD A =0,086
daerah dalam RPJMD untuk sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan
mendukung Kegiatan Prioritas dalam prioritas dalam PN 1 RPJMN
PN 1 (Penguatan ekonomi dan B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD B=0,172
pertumbuhan berkualitas) RPJMN lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% 0,43
sesuai kewenangan daerah terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN
C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD C =0,258
lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75%
terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN
Perubahan Rencana Strategis (renstra) S
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NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR OPSI PENILAIAN | BOBOT

D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD D =0,344
lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99%
terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN

E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD E=0,43
100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN

b) Ketersediaan dukungan program A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD A =0,086
daerah dalam RPJMD untuk sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan
mendukung Kegiatan Prioritas dalam prioritas dalam PN 2 RPJMN
PN 2 (Pengembangan dan Pemerataan B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD B=0,172
Wilayah) RPJMN sesuai kewenangan lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50%
daerah terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN

C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD C =0,258
lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75%
terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN

D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD D = 0,344
lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99%
terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN

E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD E=0,43
100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN

c¢) Ketersediaan dukungan program A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD A =0,086
daerah dalam RPJMD untuk sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan
mendukung Kegiatan Prioritas dalam prioritas dalam PN 3 RPJMN
PN 3 (Peningkatan Sumber Daya B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD B=0,172
Manusia Berkualitas dan Berdaya lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50%
Saing) RPJMN sesuai kewenangan terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN
daerah C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD C =0,258
lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75%
terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN

D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD D = 0,344
lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99%
terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN

E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD E =0,43
100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN

0,43

0,43
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NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR OPSI PENILAIAN | BOBOT
d) Ketersediaan dukungan program Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD A =0,086
daerah dalam RPJMD untuk sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan
mendukung Kegiatan Prioritas dalam prioritas dalam PN 4 RPJMN
PN 4 (Revolusi Mental dan Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD B=0,172
Pembangunan Kebudayaan) RPJMN lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50%
sesuai kewenangan daerah terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN
Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD C =0,258 0.43
lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% ’
terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN
Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD D = 0,344
lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99%
terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN
Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD E =0,43
100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN
e) Ketersediaan dukungan program Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD A =0,086
daerah dalam RPJMD untuk sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan
mendukung Kegiatan Prioritas dalam prioritas dalam PN 5 RPJMN
PN 5 (Penguatan Infrastruktur dan Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD B=0,172
Pelayanan Dasar) RPJMN sesuai lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50%
kewenangan daerah terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN
Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD C =0,258 0.43
lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% ’
terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN
Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD D =0,344
lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99%
terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN
Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD E=0,43
100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN
f. Ketersediaan dukungan program Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD A =0,086
daerah dalam RPJMD untuk sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan 0,43
mendukung Kegiatan Prioritas dalam prioritas dalam PN 6 RPJMN
Perubahan Rencana Strategis (renstra) -
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NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR OPSI PENILAIAN | BOBOT
PN 6 (Lingkungan Hidup, Ketahanan B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD B=0,172
Bencana, dan Perubahan Iklim) RPJMN lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50%
sesuai kewenangan daerah terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN

C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD C =0,258
lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75%
terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN
D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD D =0,344
lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99%
terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN
E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD E=0,43
100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN
g) Ketersediaan dukungan program A. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD A =0,086
daerah dalam RPJMD untuk sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan
mendukung Kegiatan Prioritas dalam prioritas dalam PN 7 RPJMN
PN 7 (Memperkuat Stabilitas B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD B=0,172
Polhukhankamdan Transformasi lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50%
Pelayanan Publik) sesuai kewenangan terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN
daerah C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD C =0,258 0.43
lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% ’
terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN
D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD D =0,344
lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99%
terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN
E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD E =0,43
100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN
3) Indikator makro pada RPJMD selaras dengan indikator makro pada RPJMN 1
a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) A. Tidak selaras A=0,25 0.5
(%) B. Selaras B = 0,50 ’
b) Tingkat Kemiskinan (%) A. Tidak selaras A=0,25 0.5
B. Selaras B = 0,50 ?
4) Dokumen RPJMD Kota Dumai selaras A. Tidak A=0,5
dengan Proyek Prioritas Strategis B. Ya B=1 1
Perubahan Rencana Strategis (renstra)
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NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR OPSI PENILAIAN | BOBOT
5) Komponen SPM di RPJMD Kota Dumai A. Tidak A=0,5
diselaraskan dengan komponen SPM B. Ya B=1 1
Nasional
6) Target SPM daerah diselaraskan dengan A. Tidak A=0,5 1
target SPM nasional B. Ya B=1
b. Keselarasan dokumen RKPD dengan dokumen dan RKP; 13
Pengukuran kesesuaian substansi dalam dokumen RKPD dengan dokumen RKP
1) Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran prioritas nasional (PN) RKP 2,50
a) Tingkat keterkaitan indikator sasaran . Tidak ada keterkaitan A=0,1
pembangunan daerah pada RKPD B. Kurang dari 50% sasaran pembangunan daerah sesuai B=0,31
dengan PN RKP dengan sasaran PN RKP 0,625
C. Diatas 50% sasaran pembangunan daerah sesuai dengan | C = 0,625
sasaran PN RKP
b) Tersedianya tabel persandingan antara | A. Tidak ada A=0
Sasaran Pembangunan Daerah pada B. Ada B =0,625 0,625
RKPD dengan PN RKP
c) Tingkat keselarasan Prioritas A. Tidak ada keselarasan A=0,1
Pembangunan Daerah dalam RKPD B. Kurang dari 50% prioritas program RKPD selaras dengan | B = 0,31 0.625
dengan PN RKP PN RKP ’
C. Diatas 50% prioritas program RKPD selaras PN RKP C =0,625
d) Tersedianya tabel persandingan antara | A. Tidak ada A=0
PN RKP dengan Prioritas Pembangunan | B. Ada B =0,625 0,625
Daerah
2) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN1: Penguatan ekonomi dan
. 1,50
pertumbuhan berkualitas pada RKP
a) Tingkat dukungan program daerah A, =<25% A=0,1875
terhadap kegiatan prioritas pada PN 1 B. 25% - 50% B=0,375 0.75
sesuai dengan kewenangan daerah C. 50%-75% C =0,5625 ’
D. =>75% D =0,75
b) Tersedianya informasi eksplisit A. Tidak ada A=0 0.75
persandingan keterkaitan program B. Ada dan sesuai B =0,75 ’
Perubahan Rencana Strategis (renstra) -
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NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR OPSI PENILAIAN | BOBOT
prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan
program daerah
3) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN2: Pengembangan dan 1.50
pemerataan wilayah pada RKP ’

a) Tingkat dukungan program daerah A, =<25% A=0,1875
terhadap kegiatan prioritas pada PN 2 B. 25% - 50% B =0,375 0.75
sesuai dengan kewenangan daerah C. 50% - 75% C =0,5625 ’

D. =>75% D =0,75

b) Tersedianya informasi eksplisit A. Tidak ada A=0
persandingan keterkaitan program B. Ada dan sesuai B =0,75 0.75
prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan ’
program daerah

4) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN3: Peningkatan sumber daya 150
manusia berkualitas dan berdaya saing pada RKP ’

a) Tingkat dukungan program daerah A, =<25% A=0,1875
terhadap kegiatan prioritas pada PN 3 B. 25% - 50% B =0,375 0.75
sesuai dengan kewenangan daerah C. 50%-75% C =0,5625 ’

D. =>75% D = 0,75

b) Tersedianya informasi eksplisit A. Tidak ada A=0
persandingan keterkaitan program B. Ada dan sesuai B =0,75 0.75
prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan ’
program daerah

5) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN4: Revolusi mental dan 1.50
pembangunan kebudayaan pada RKP ’

a) Tingkat dukungan program daerah A, =<25% A =0,1875
terhadap kegiatan prioritas pada PN 4 B. 25%-50% B =0,375 0.75
sesuai dengan kewenangan daerah C. 50% - 75% C =0,5625 ’

D. =>75% D =0,75

b) Tersedianya informasi eksplisit A. Tidak ada A=0
persandingan keterkaitan program B. Ada dan sesuai B =0,75 0.75
prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan ’
program daerah

Perubahan Rencana Strategis (renstra) g
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6) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN5: Penguatan infrastruktur 1.50
dan pelayanan dasar pada RKP ’

a) Tingkat dukungan program daerah A, =<25% A=0,1875
terhadap kegiatan prioritas pada PN 5 B. 25% - 50% B =0,375 0.75
sesuai dengan kewenangan daerah C. 50% - 75% C =0,5625 ’

D. =>75% D =0,75

b) 'Tersedianya informasi eksplisit A. Tidak ada A=0
persandingan keterkaitan program B. Ada dan sesuai B =0,75 0.75
prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan ’
program daerah

7) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN6: Lingkungan hidup, 150
ketahanan bencana dan perubahan iklim pada RKP ’

a) Tingkat dukungan program daerah A, =<25% A=0,1875
terhadap kegiatan prioritas pada PN 6 B. 25% - 50% B =0,375 0.75
sesuai dengan kewenangan daerah C. 50%-75% C =0,5625 ’

D. =>75% D =0,75

b) 'Tersedianya informasi eksplisit A. Tidak ada A=0
persandingan keterkaitan program B. Ada dan sesuai B =0,75 0.75
prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan ’
program daerah

8) Indikator makro pada RKPD selaras dengan indikator makro pada RKP 1,50

a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) A. Tidak selaras A =0,375 0.75
(%) B. Selaras B=0,75 ’

b) Tingkat Kemiskinan (%) A. Tidak selaras A =0,375 0.75

B. Selaras B=0,75 ’
c. Kesesuaian APBD Kota Dumai untuk membiayai program prioritas Nasinal dalam dokumen RKPD 10
1) Tersedianya dukungan APBD untuk A. Tidak Tersedia A=0
Program Prioritas Nasional/Major Project B. Tersedia B=10 10
dalam Dokumen RKPD
2. KUALITAS PERENCANAAN
indikator untuk mengukur kualitas perencanaan dengan mempertimbalgkan kesesuaian antara isu strategis target - 58
Program /Kegiatan /Proyek di RPJMD atau RKPD, darr tingkat inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah

Perubahan Rencana Strategis (renstra)
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a. Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan di RPJMD Kota Dumai atau RKPD Kota Dumai; 49
Mengukur kesesuaian antara isu strategis — target — Program /Kegiatan /Proyek di RPJMD atau RKPD
1) Kesuaian isu strategis dengan kebutuhan daerah 18
a) Keterkaitan permasalahan daerah A. Penyusunan kebutuhan daerah sama dengan atau A=1,2
(kebutuhan daerah) dengan hasil kurang dari 25% hasil evaluasi
evaluasi B. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 25% dan sama | B =2,4
dengan atau kurang dari 50% hasil evaluasi
C. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 50% dan sama | C = 3,6 6
dengan atau kurang dari 75% hasil evaluasi
D. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 75% dan sama | D =4,8
dengan atau kurang dari 99% hasil evaluasi
E. Penyusunan kebutuhan daerah 100% berdasarkan hasil E=6,0
evaluasi
b) Keterkaitan prioritas pembangunan A. Kesesuaian sama dengan atau kurang dari 25% A=1,2
daerah dengan permasalahan B. Kesesuaian lebih dari 25% dan sama dengan atau B=24
pembangunan kurang dari 50%
C. Kesesuaian lebih dari 50% dan sama dengan atau C=3,6 6
kurang dari 75%
D. Kesesuaian lebih dari 75% dan sama dengan atau D =4,8
kurang dari 99%
E. Kesesuaian 100% E=6,0
c¢) Penyusunan prioritas pembangunan A. Penyusunan prioritas sama dengan atau kurang dari A=1,2
daerah berdasarkan isu strategis 25% isu strategis yang telah diidentifikasi
B. Penyusunan prioritas lebih dari 25% dan sama dengan B=24
atau kurang dari 50% isu strategis yang telah
diidentifikasi
C. Penyusunan prioritas lebih dari 50% dan sama dengan C=3,6 6
atau kurang dari 75% isu strategis yang telah
diidentifikasi
D. Penyusunan lebih dari 75% dan sama dengan atau D =4,8
kurang dari 99% isu strategis yang telah diidentifikasi
E. Penyusunan 100% berdasarkan isu strategis yang telah E=6,0
diidentifikasi
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BAB VIl RINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR OPSI PENILAIAN | BOBOT
2) Kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah 14
a) Tersedianya indikator sasaran untuk A. Tidak ada A=0
isu strategis/prioritas pembangunan B. Ada B=6 6
daerah
b) Tingkat kesesuaian indikator sasaran A, =<25% A=2
prioritas pembangunan daerah dalam B. 25% - 50% B=4 8
menyelesaikan isu strategis C. 50% - 75% C=6
daerah/prioritas pembangunan daerah | D. =>75% D=8
3) Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek dalam mencapai target dan sasaran program 17
a) Prioritas Pembangunan Daerah A, =<25% A=2125
dijabarkan menjadi Program Prioritas B. 25% - 50% B =4,25 85
C. 50% - 75% C=6,375 ’
D. =>75% D =38,5
b) Tingkat keterkaitan indikator sasaran A, =<25% A=2,125
priotritas pembangunan daerah dengan | B. 25% - 50% B =4,25 85
indikator kinerja program prioritas C. 50% - 75% C=6,375 ’
D. =>75% D =38,5
b. Inovasi Perencanaan Pembangunan; 9
Mengukur tingkat inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan pembangunan
1) Keterkaitan permasalahan dengan inovasi A. Lemah A=1 3
yang dilaksanakan B. Kuat B=3
2) Keterkaitan output dengan outcome inovasi A. Lemah A=1 3
B. Kuat B=3
3) Proporsi jumlah proyek inovasi di dalam A. 0% A=1
perencanaan pembangunan daerah B. 0,1%-2% B=1,2 3
terhadap perencanaan proyek reguler C. 2%-4,9% C=2
D. =>5% D=3
3. KETERHUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PERENCANAAN KINERJA
Mengukur keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja dilihat dari target dan sasaran Pembangunan 10
daerah menjadi target dan sasaran kinerja Lembaga terkait
a. Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait; 10
Mengukur target dan sasaran Pembangunan daerah yang menjadi target dan sasaran kinerja OPD terkait
Perubahan Rencana Strategis (renstra)
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BAB VIl RINER)JA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

NAMA INDEKS, ASPEK, INDIKATOR, SUB INDIKATOR OPSI PENILAIAN | BOBOT
1) Cascading Target Pembangunan Daerah menjadi Target Kinerja OPD terkait didalam Pemerintah Daerah 10
a) Tersedianya penanggungjawab OPD A. Tidak ada A=0
untuk masing-masing program prioritas | B. Ada sebagian B=2 )
C. Tercascade seluruhnya C=5
b) Target dan sasaran prioritas daerah A. Tidak ada A=0
menjadi IKU OPD yang B. Ada sebagian B=2 5
bertanggungjawab C. Tercascade seluruhnya C=5
Sumber : Lapiran Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023
Perubahan Rencana Strategis (renstra) o
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BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai Tahun 2021-2026
merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 2021-2026.
Dokumen ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi kinerja serta program/kegiatan Bappeda selama 5 (lima) tahun
dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi keempat Kota Dumai Tahun
2026. Renstra ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Renstra Bappeda ini juga merupakan
penerjemahaan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-
2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2
Tahun 2024.

Tata cara penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota
Dumai ini sama dengan tata cara penyusunan dokumen Renstra seperti
yang telah dijelaskan secara rinci pada Bab II dokumen ini. Pendanaan
program dan kegiatan di dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif,

untuk tahun 2024-2026, sedangkan pagu untuk 2022 merupakn realisasi
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anggaran pada tahun tersebut dan pagu pada tahun 2023 adalah pagu
berdasarkan pada penetapan Perubahan APBD Kota Dumai Tahun 2023.

Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan acuan oleh
Kepala Bappeda dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) sampai
dengan tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra Bappeda Kota
Dumai ini akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang
melingkupinya. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kerja sama yang baik
dengan seluruh stakeholders pembanguan yang ada, baik di lingkungan
Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Provinsi Riau maupun Perintaha
Pusat, Lembaga legislatif Pemerintah Kota Dumai, Perangkat Daerah yang
lain di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, organisasi masyarakat,
Lembaga penelitian dan perguruan tinggi, maupun semua pihak yang
dapat membantu kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran

sebagaimana diinginkan.

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
embina Utama Muda
ip. 19740213 199303 1 002
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Tabel 6.1.

(T-C.27.)

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daearah Kota Dumai Tahun 2021-2026

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN .
URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM (OUTCOME) KEEH ATAN KONDISI TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA | Unit Kerja
TUJUAN SASARAN Kode PROGRAM/KEGIATAN/ SUB ’ SATUAN AWAL REALISASI TAHUN 2026 Perangkat | Lokasi
KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB TAHUN PENDANAAN PENDANAAN PENDANAAN PENDANAAN Daerah
OUTPUT) ANGGARAN | TARGET TARGET TARGET TARGET
KINERJA (RP.] (RP.) (RP.) (RP.) (RP.) TARGET | PENDANAAN (RP.)
Mewujudkan Terwujudnya 5 01 PERENCANAAN 9.259.113.719 12.627.049.994 17.015.000.000 17.015.000.000 17.015.000.000 72.931.163.713
perencanaan |sinergi Persentase keselarasan program RKPD
pembangunan |perencanaan E:g::g;ﬁﬁiﬁlv“m dengan Program RPJMD © HeD o HeD Ay 1wy D
yang pembangunan |5 01 02 EVALUASI PEMBANGUNAN Persentase Rencana Pembangunan Daerah 665.074.553 1.311.363.300 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 6.776.437.853
berorientasi antara YN yang Ditetapkan Sesuai dengan Peraturan % 100 100 100 100 100 100
hasil dalam Pemerintah Perundang-Undangan
mempercepat |Kota Dumai Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen/L
kemajuan Kota |dengan Propinsi 5 01 022.01 dan Pendanaan D —— 3 401.609.155 6 1.073.500.000 4 1.175.000.000 3 1.175.000.000 5 1.175.000.000 21 5.000.109.155
Dumai Riau dan Analisis Kondisi Daerah
Nasional P alahan. dan I ’ Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/
5 01 022.01 0001, crmasaianan, dan isu RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka| Dokumen 3 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 2 100.000.000 7 400.000.000
Strategis Pembangunan .
Rancangan Teknokratik)
Daerah
Pelak Konsultasi ‘gflrizzni‘l’;;“haSI Publik yang Forum 1 4.580.000 1
5 01 022.01 0003 sthianaan onsultasi 289.580.000
Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Berita Acara 2 60.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 2 75.000.000 6
. . Jumlah Forum OPD yang Dilaksanakan Forum 1 36.959.500 1
5 01 02 2.01 0004|K00rdinasi Pelaksanaan Jumlah Berita Acara Forim Perangk, 380.459.500
: Forum SKPD/Lintas SKPD umlah Berita Acara Forum Perangkat Berita Acara 1 43.500.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 4 o
Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Jumlah Musrenbang RKPD yang
dilaksanakan, kel»kque.rtaaH l?ra dan Pasca Kali 3 50.822.552 3
Pelaksanaan Musrenbang Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan
5 01 022.01 0005 . . 820.822.552
Kabupaten/Kota Musrenbang tingkat Nasional
Jumlah Berita Acara Musrenbang Berita Acara 2 170.000.000 2 200.000.000 1 200.000.000 2 200.000.000 7
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen Manajemen resiko
Dokumen 1 1
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Koordinasi Penyusunan dan 309.247.103
5 01 02 2.01 0007 Penetapan Dokumen Jumlah dokumen RKPD Fian dokumen Dokumen 2 2 3.109.247.103
Perencanaan Pembangunan |Perubahan RKPD yang disusun
Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang| Dokumen 3 700.000.000 3 700.000.000 2 700.000.000 3 700.000.000 11
Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
:::::;z;t:nd;:;:t:rmam Jumlah Dokumen Data dan Informasi
5 01 022.02 Bidang Perencanaan Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Dokumen 1 150.633.531 1 102.227.500 1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 5 777.861.031
g Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
Jumlah Masukan Analisis Data untuk
Penyusunan Kebijakan Perencanaan Masukan 1 150.633.531 1 102.227.500 2
Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan
Analisis Data dan Informasi ~|Peémbangunan Daerah)
5 01 02 2.02 0001|Perencanaan Pembangunan 777.861.031
Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk
Penyusunan Kebijakan Perencanaan Dokumen 1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 3
Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan
Pembangunan Daerah)
Pengendalian, Evaluasi dan
5 01 022.03 R aboanibdans e D e e e wast) [DoERmEE /L 1 112.831.867| 3 135.635.800| 1 150.000.000| 1 150.000.000| 1 150.000.000| 7 698.467.667
Perencanaan Pembangunan |dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan aporan
Daerah
Jumlah Dokumen koordinasi pengendalian
i i i 112.831.867 1
Koordinasi Pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah Dokumen !
5 01 02 2.03 0oo1| Ferencanaan dan 698.467.667
Pelaksanéan Pembangunan | jymiah Laporan Hasil Pengendalian
Daerah di Kabupaten/Kota | perencanaan dan Pelaksanaan Laporan 3 135.635.800 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 6
Pembangunan
Implementasi Sistem Jumlah Dokumen Pelaksanaan
5 01 022.04 sl metintatan e e or st D e 0 o o o 1 100.000.000| 1 100.000.000| 1 100.000.000| 3 300.000.000
Daerah di Bidang Pemerintahan Daerah di Bidang aporan
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Pembinaan Sistem Informasi [Jumlah Dokumen hasil pembinaan sistem
Pemerintahan Daerah di infomasi pemerintahan daerah di bidang
5 01 02 2.04 0003( . Dokumen 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 3 300.000.000
Bidang Pembangunan Daerah |pembangunan Daerah Pemerintah
Pemerintah Kabupaten/Kota |Kabupaten/Kota
Persentase kegiatan prioritas kepala
PROGRAM KOORDINASI % 100 100 100 100 100 100
DAN SINKRONISASI daerah yang diimplementasikan
5 01 03 Persentase Sinkronisasi Rencana 1.332.068.192 1.781.192.210 3.285.000.000 3.285.000.000 3.285.000.000 12.968.260.402
EERERCANAAN Pemb Kota D i terhad. % 100 100 100 100 100 100
PEMBANGUNAN DAERAH embangunan Kota Dumai terhacap °
prioritas nasional dan provinsi
Lot s Jumlah Dokumen Perencanaan Bidan, Dokumen/
5 01 032.01 Bidang Pemerintahan dan . g . 7 370.235.566 6 438.429.816 9 1.200.000.000 9 1.200.000.000 9 1.200.000.000 40 4.408.665.382
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Laporan
Pembangunan Manusia
Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan
. . 1. .
Koordinasi Penyusunan daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, Dokumen 2 91.928.566 2
Dokumen Perencanaan RPJMD dan RKPD)
5 01 03 2.01 0001|Pembangunan Daerah Bidang 788.563.593
Pemerintahan (RPJPD, Jumlah Dokumen Perencanaan
RPJMD dan RKPD) Pembangunan Daerah Bidang Dokumen 1 96.635.027 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 4
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)




INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN KONDISI TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA | Unit Kerja
TUJUAN SASARAN Kode PROGRAM/KEGIATAN/ SUB 4 SATUAN AWAL REALISASI TAHUN 2026 Perangkat Lokasi
KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB TAHUN PENDANAAN PENDANAAN PENDANAAN PENDANAAN Daerah
OUTPUT) ANGGARAN | TARGET TARGET TARGET TARGET
KINERJA e (RP.) (RP.) (RP.) (RP.) TARGET | PENDANAAN (RP.)
Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan
Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perangkat 4 4.200.000 4
Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Daerah
5 01 032.01 0002 E‘)k‘éme“ Peregca“aag 64.200.000
Dem ahn]g;;lan Perang‘ attah Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
acrah bidang remerintahan |nokumen Perencanaan
1 . . 1 . . . .
PembangunanPerangkat Daerah Bidang Laporan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3
Pemerintahan
Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan
Pelaksanaan Monitoring dan eyaluasi pem‘r?angunan perangkat daerah Dokumen 2 105.321.000 2
Evaluasi Penyusunan bidang Pemerintahan
5 01 03 2.01 0003|Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 201.922.600
Pembangunan Perangkat Pen Dok P
yusunan bokumen rerencanaan
; f 1 6.601.600 1 30.000.000 1 30.000.000 30.000.000 4
Daerah Bidang Pemerintahan |pempangunan Perangkat Daerah Bidang Laporan
Pemerintahan
gg:rrdlirzam dpiagsiiai? i Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
5 01 03 2.01 0004|> eT8ItAS dan HATMONISASL | po )45 /Renja dengan RKPD/RPIJMD pada | Laporan 1 44.363.224 2 300.000.000 2 300.000.000 300.000.000 7 944.363.224
Perencanaan Pembangunan Bidane Pemerintahan
Daerah Bidang Pemerintahan g
gzifif}z::ﬁ::::; Jumlah Dokumen Perencanaan
5 01 03 2.01 0005|Pembangunan Daerah Bidang f;;ii;g‘y":;g3?;‘;;33;‘:2‘3;5322?1‘;‘5“ Dokumen 1 75.411.000 1 250.000.000 1 250.000.000 250.000.000 4 825.411.000
Pembangunan Manusia
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Jumlah Perangkat Daerah yang
Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Perangkat
i i 10 10.968.000 10
Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Daerah
Dokumen Perencanaan Manusia
5 01 03 2.01 0006(Pembangunan Perangkat 100.968.000
Daerah Bidang Pembangunan |Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
Manusia Dokumen Perencanaan
1 30.000.000 1 30.000.000 30.000.000 3
PembangunanPerangkat Daerah Bidang Laporan
Pemerintahan
Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan
evaluasi pembangunan perangkat daerah Dokumen 1 77.907.500 1
bidang Pembangunan Manusia
Ei:izas?iiiylﬁzzgzgng dan Jumlah Perangkat Daerah yang
Dokumen Perencanaan Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Perangkat 10 69.419.765 10
5 01 032.01 0007 dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah ’ ’ 507.327.265
Pembangunan Perangkat Pembangunan Manusia
Daerah Bidang Pembangunan gu
Manusia Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 120. . 1 120. . 120. .
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Laporan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3
Pembangunan Manusia
Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan
Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan Dokumen 9 95.078.500 2
Sinergitas dan Harmonisasi pembangunan daerah bidang Pembangunan : :
5 01 03 2.01 0008|Perencanaan Pembangunan Manusia 975.909.700
Daera}’{ Bidang Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Manusia Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Laporan 2 130.831.200 1 250.000.000 1 250.000.000 250.000.000 5
Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan R
5 01 032.02 Bidang Perel nepm  [PEEER D°l,‘“m:::;;°‘:'°‘m““ Blcane D::“::::/ 4 306.889.184| 4 573.621.300| 8 845.000.000/ 8 845.000.000 845.000.000| 32 3.415.510.484
SDA (Sumber Daya Alam) s P
Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan
. . Dokumen 1 160.176.784 1
Koordinasi Penyusunan daerah bidang Perekonomian (RPJPD,
Dokumen Perencanaan RPJMD dan RKPD)
5 01 03 2.02 0001|Pembangunan Daerah Bidang 1.072.215.718
Perekonomian (RPJPD Jumlah Dokumen Perencanaan
RPJMD dan RKPD) Pembangunan Dacrah Bidang Perckonomian |, )\ 1y, 1 162.038.934 1 250.000.000 1 250.000.000 250.000.000 4
yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.
RPJMD dan RKPD)
Jumlah Perangkat Daerah yang Perangkat
X . Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Daergah 8 16.773.089 8
Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian
5 01 03 2.02 0002 E"k‘émen P eregcanaalr: 76.773.089
Dem a}lfgglan Perarll{g at . Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
aerah Bidang ferekonomian |ny,kyumen Perencanaan
1 20.000.000 1 20.000.000 20.000.000 3
PembangunanPerangkat Daerah Bidang Laporan
Pemerintahan
Jumlah Dokumen pelaksanaan monitoring
dan evaluasi pembangunan perangkat Dokumen 1 37.010.000 1
daerah bidang Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring dan [Jumlah Perangkat Daerah yang
Evaluasi Penyusunan Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Perangkat 4 38.485.300 4
5 01 03 2.02 0003|Dokumen Perencanaan dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah ’ ’ 255.495.300
Pembangunan Perangkat Perekonomian
D h Bid: Perek i
acrah Bidang Ferekonomian | 5.\ mlah Laporan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 . . 1 . . . .
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Laporan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3
Perekonomian




INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN KONDISI TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA | Unit Kerja
TUJUAN SASARAN Kode PROGRAM/KEGIATAN/ SUB 4 SATUAN AWAL REALISASI TAHUN 2026 Perangkat Lokasi
(OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB PENDANAAN PENDANAAN PENDANAAN PENDANAAN
EECLASAN OUTPUT TAHUN ANGGARAN | TARGET TARGET TARGET TARGET Daerah
UTPUT) KINERJA o (RP.) (RP.) (RP.) (RP.) TARGET | PENDANAAN (RP.)
Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan
Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan Dokumen 2 109.702.400 2
i i isasi embangunan daerah bidang Perekonomian
5 01 03 2.02 0004 Sinergitas dan Harmonisasi p gu. g 809.016.500
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Perekonomian |Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Laporan 2 249.314.100 1 150.000.000 1 150.000.000 150.000.000 5
Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yan,
5 01 03 2.02 0005|Pembangunan Daerah Bidang |, su s yans Dokumen 1 60.514.100 1 150.000.000 1 150.000.000 150.000.000 4 510.514.100,00
Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD
SDA (RPJPD, RPJMD dan dan RKPD)
RKPD)
Jumlah Perangkat Daerah yang Peranckat
X . Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Daergah 2 5.581.677 2
Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA
5 01 03 2.02 0006| DOkumen Perencanaan 65.581.677
Pembangunan Perangkat Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
Daerah Bidang SDA Dokumen Perencanaan Laporan 1 20.000.000 1 20.000.000 20.000.000 3
PembangunanPerangkat Daerah Bidang SDA
Jumlah Perangkat Daerah yang
Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Perangkat
itori 40.914.1
Pelaksanaan Monitoring dan | qajam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah 6 09 00 6
Evaluasi Penyusunan SDA
5 01 03 2.02 0007| Dokumen Perencanaan 220.914.100
Pembangunan Perangkat Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi
Daerah Bidang SDA Penyusunan Dokumen Perencanaan 1 60.000.000 1 60.000.000 60.000.000 3
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Laporan U U R
SDA
I;gord{rtl ast dPelagsanaax? . Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
5 01 03 2.02 000g|>'CTEIas dan Harmonisasl - p. s /Renja dengan RKPD/RPJMD pada | Laporan 1 135.000.000 1 135.000.000 135.000.000 3 405.000.000
Perencanaan Pembangunan Bidang SDA
Daerah Bidang SDA ang
s e Jumlah Dokumen Perencanaan Bidan, Dokumen/
5 01 032.03 Bidang Infrastruktur dan ; g 8 654.943.442 4 769.141.094 8 1.240.000.000 8 1.240.000.000 1.240.000.000 36 5.144.084.536
Infrastruktur dan Kewilayahan Laporan
Kewilayahan
Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan
.654. 1
Koordinasi Penyusunan daerah bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dokumen 1 90.654.600
Dokumen Perencanaan dan RKPD)
5 01 03 2.03 0001|Pembangunan Daerah Bidang 938.570.794
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD |Jumlah Dokumen Perencanaan
dan RKPD) Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | poy e, 1 97.916.194 1 250.000.000 1 250.000.000 250.000.000 4
yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.
RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen asistensi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan Dokumen 1 8.164.700 1
perangkat daerah bidang Infrastruktur
Asistensi Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah yang Perangkat
5 01 03 2.03 0002 Dokumen Perencanaan Mendapatkallq As?stenm dalam Penyusunan Daerah 6 10.000.000 6 108.164.700
Pembangunan Perangkat Renstra/Renja Bidang Infrastruktur
Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Laporan 1 30.000.000 1 30.000.000 30.000.000 3
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan
evaluasi pembangunan perangkat daerah Dokumen 1 34.850.000 1
bidang Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan |Jumlah Perangkat Daerah yang
Evaluasi Penyusunan Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Perangkat 6 65.180.500 6
5 01 03 2.03 0003|Dokumen Perencanaan dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah ’ ’ 340.030.500
Pembangunan Perangkat Infrastruktur
D h Bid: Infrastrukt
acran bidang Inirastruficur Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 . . 1 . . . .
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Laporan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 3
Infrastruktur
Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan
Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan Dokumen 1 322.730.564 1
i i isasi embangunan daerah bidang Infrastruktur
5 01 03 2.03 0004 Sinergitas dan Harmonisasi p gu g 1.667.817.064
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Infrastruktur |Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Laporan 1 295.086.500 1 350.000.000 1 350.000.000 350.000.000 4
Bidang Infrastruktur
Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan
36.239.460 1
Koordinasi Penyusunan daerah bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD | Dokumen !
Dokumen Perencanaan dan RKPD)
5 01 03 2.03 0005|Pembangunan Daerah Bidang 751.019.960
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD [Jumlah Dokumen Perencanaan
dan RKPD) Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | ) oy 1 114.780.500 1 200.000.000 1 200.000.000 200.000.000 4
yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.
RPJMD dan RKPD)




INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN KONDISI TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA | Unit Kerja
TUJUAN SASARAN Kode PROGRAM/KEGIATAN/ SUB 4 SATUAN AWAL REALISASI TAHUN 2026 Perangkat Lokasi
KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB TAHUN PENDANAAN PENDANAAN PENDANAAN PENDANAAN Daerah
OUTPUT) ANGGARAN | TARGET TARGET TARGET TARGET
KINERJA e (RP.) (RP.) (RP.) (RP.) TARGET | PENDANAAN (RP.)
Jumlah Dokumen asistensi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan Dokumen 1 8.244.700 1
perangkat daerah bidang Kewilayahan
Asistensi Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah yang Perangkat
5 01 03 2.03 0006 Dokumen Perencanaan Mendapatkalln As?stenm da_l'am Penyusunan Dacrah 7 10.000.000 7 108.244.700
Pembangunan Perangkat Renstra/Renja Bidang Kewilayahan
Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 3
PembangunanPerangkat Daerah Bidang Laporan
Kewilayahan
Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan
evaluasi pembangunan perangkat daerah Dokumen 1 29.250.000 1
bidang Kewilayahan
Pelaksanaan Monitoring dan |Jumlah Perangkat Daerah yang
Evaluasi Penyusunan Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Perangkat 7 65.180.500 7
5 01 03 2.03 0007| Dokumen Perencanaan dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah : : 394.430.500
Pembangunan Perangkat Kewilayahan
D h Bid: Kewilayah
acrah Bidang Bewrayahan | jimlah Laporan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 100. . 1 100. . 1 100. .
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Laporan 00.000.000 00.000.000 00.000.000 3
Kewilayahan
Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan
Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan Dokumen 1 124.809.418 1
5 01 03 2.03 0008 Sinergitas dan Harmonisasi pembangunan daerah bidang Kewilayahan 835.806.318
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Laporan 1 110.996.900 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 4
Bidang Kewilayahan
PENELITIAN DAN
5 05 PENGEMBANGAN 134.286.700 289.800.263
PROGRAM PENELITIAN DAN |Persentase hasil kelitbangan yang o
5 05 02 PENGEMBANGAN DAERAH |implementatif % 20 134.286.700 25 289.800.263
Penelitian dan
Pengembangan Bidang Jumlah dokumen Penelitian dan
5 05 022.01 Penyelenggaraan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Dokumen 1 75.495.176 155.381.334
Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Pengkaiian Peraturan
) Jur}qlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Dokumen 1 75.495.176
50502201 12 Pengelolaan Data Kelitbangan |Kelitbangan dan Peraturan
: dan Peraturan i
Jumlah Data Kelitbangan Adan Peraturan Laporan 1 155.381.334
yang Terkelola dengan Baik
5 05 02 2.04 Pengemb?ngan Inovasi dan |Jumlah Doktlmen Pengembangan Inovasi Dokumen 1 58.791.524 134.418.929
Teknologi dan Tekologi
Jumlah dokumen Inovasi dan Teknologi Dokumen 1 58.791.524
Diseminasi Jenis, Prosedur
dan Metode Penyelenggaraan |Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
5 05 022.04 03 . . L .
Pemerintahan Daerah Yang Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode
X . . Laporan 1 92.796.929
Bersifat Inovatif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
Bersifat Inovatif
e . . . Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan
5 05 022.04 04 S051?J1sa5} dan' Diseminasi Sosialisasi dan diseminasi Hasil-Hasil Laporan 1 41.622.000
Hasil-Hasil Kelitbangan .
Kelitbangan
X XX NON URUSAN
PROGRAM PENUNJANG | S2CRAes PNCR RS SO,
XXX 01 URUSAN PEMERINTAHAN perencanaan enelitfan dan g % 100 7.261.970.974 100 9.534.494.484 100 12.130.000.000 100 12.130.000.000 100 12.130.000.000 100 53.186.465.458
DAERAH KABUPATEN/KOTA |P oL 0
pengembangan
Perencanaan, Penganggaran, |Jumlah dokumen/laporan perencanaan, Dernmen
XXX 012.01 dan Evaluasi Kinerja penganggaran dan evaluasi kinerja Laporan 10 13.699.900 10 13.912.400 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 50 327.612.300
Perangkat Daerah perangkat daerah P
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
X XX 01 2.01 0001|Perencanaan Perangkat Daerah & Dokumen 3 2.709.900 3 2.712.800 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 15 95.422.700
Daerah aera
Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 2.639.600 1
X XX 01 2.01 0002|Koordinasi dan Penyusunan  |Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 50.279.200
Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA{ Dokumen 1 2.639.600 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 4
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 1 3.383.200 1
Koordinasi dan Penyusunan
X XX 01 2.01 0003|Dokumen Perubahan RKA- ~ [Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 66.808.900
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 3.425.700 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 4
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1 2.024.600 1
X XX 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan |Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 34.083.600
DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-{ Dokumen 1 2.059.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 4
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 1 1.304.300 1
X XX 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan |Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 32.640.200
Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 1.335.900 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 4
Dokumen Perubahan DPA-SKPD




INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN KONDISI TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA | Unit Kerja
TUJUAN SASARAN Kode PROGRAM/KEGIATAN/ SUB 0 SATUAN AWAL REALISASI TAHUN 2026 Perangkat | Lokasi
KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB TAHUN PENDANAAN PENDANAAN PENDANAAN PENDANAAN Daerah
OUTPUT) ANGGARAN | TARGET TARGET TARGET TARGET aeral
KINERJA o (RP.) (RP.) (RP.) (RP.) TARGET | PENDANAAN (RP.)
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja
1.495.300 2
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Dokumen 2
Koordinasi dan Penyusunan
X XX 01 2.01 0006 Lapgran Cap'aianl Ki'nerj.a dan | jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 45.058.100
Ikhtisar Realisasi Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan 2 1.562.800 2 14.000.000 2 14.000.000 2 14.000.000 8
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Eval { Kineria P Kat Jumlah Dokumen PK, RKT, dan RA Dokumen 1 143.000 1
valuasi Kinerja Perangka —
X XX 01 2.01 0007 3.319.600
Daerah ‘é‘i‘e“rl:: Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat | o 1 176.600 2 1.000.000 2 1.000.000 2 1.000.000 7
X XX 012.02 Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen/Laporan administrasi | Dokumen/ 2 5.006.836.480| 8 5.989.007.360| 9 6.030.000.000( 9 6.030.000.000( 9 6.030.000.000( 37 29.085.843.840
Perangkat Daerah keuangan perangkat daerah Laporan
P di Gaii d Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 14 5.005.788.580 14
enyediaan Gaji dan - -
X XX 01 2.02 0001 A 28.993.748.840
Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Orang 40 5.987.960.260 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 40
Tunjangan ASN
f;:;ljh dokumen laporan keuangan akhir Dokumen 1 629.400 1
Koordinasi dan Penyusunan :
X XX 01 2.02 0005|Laporan Keuangan Akhir Jumlah Laporan Keuangan Akh}r Tiahun 61.258.000
Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan 1 628.600 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 4
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah dol'(umen laporan keuangan Dokumen 1 418.500 1
bulanan/triwulan/semesteran
Koordinasi dan Penyusunan
X XX 01 2.02 0007|Laporan Keuangan Bulanan/ J\{mle;h Laporan Keuangan Bulanan/ 15.837.000
Triwulanan/Semesteran SKpp| Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan | o) 7 418.500 7 5.000.000 7 5.000.000 7 5.000.000 28
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dok Pel dan Analisi
X XX 01 2.02 0008| Analisis Prognosis Realisasi [ o DO<Umen felaporan dan Analisis Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran
Administrasi Barang Milik Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Dokumen/L
X XX 012.03 Daerah pada Perangkat Barang Milik Daerah pada Perangkat 1 349.500 2 349.500 5 10.000.000 5 10.000.000 5 10.000.000 18 30.699.000
aporan
Daerah Daerah
Penyusunan Perencanaan -,
X XX 01 2.03 0001|Kebutuhan Barang Milik Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Dokumen 2 2.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 6 6.000.000
Daerah SKPD
Daerah SKPD
. Jumlah laporan barang milik daerah Laporan 1 349.500 1
Rekonsiliasi dan Penyusunan .
X XX 01 2.03 0005|Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi da'n' 9.699.000
pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan 2 349.500 2 3.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 8
pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik [Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
X XX 01 2.03 0006 Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 3 15.000.000
Administrasi Kepegawaian (Jumlah Pembinaan Kepegawaian
X XX 012.05 Orang 80 94.070.000 60 235.718.200 80 850.000.000 80 850.000.000 80 850.000.000 380 2.879.788.200
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
X XX 01 2.05 00o1| Feningkatan Sarana dan | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Unit 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 150.000.000
Prasarana Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas . . .
X XX 01 2.05 0002| Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut | - p o, 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000
Kelengkapan
Kelengkapannya
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan
50.670.000 6
Pendidikan dan Pelatihan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Orang 6
X XX 01 2.05 0009| Pegawai Berdasarkan Tugas 1.486.388.200
dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Orang 60 235.718.200 20 400.000.000 20 400.000.000 20 400.000.000 120
Pelatihan
X XX 01 2.05 0010| Sosisalisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Orang 40 100.000.000 40 100.000.000 40 100.000.000 120 300.000.000
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Bimtek Teknis Implementasi [Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan
X XX 01 2.050011|Peraturan Perundang- Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Orang 74 43.400.000 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 134 343.400.000
Undangan Undangan
XXX012.06 [|Administrasi Umum Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Bulan 12 623.283.674| 12 748.281.774| 12 1.340.000.000 12 1.340.000.000| 12 1.340.000.000 60 5.391.565.448
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
J'urrflah penyediaan kebutuhan komponen Bulan 12 10.872.900 12
Penyediaan Komponen listrik kantor
X XX 012.06 0001|Instalasi Listrik/Penerangan  [Jjumlah Paket Komponen Instalasi 81.849.572
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 2 10.976.672 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 8
Disediakan
. 4 peral 4 i:rritih penyediaan kebutuhan alat tulis Bulan 12 181.648.594 12
X XX 01 2.06 0002 P:llii f:naneZﬁﬁ? an 1.097.461.094
geap Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket 1 165.812.500 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 4
Kantor yang Disediakan
T e [ reasssno 2
X XX 01 2.06 0003 TZEyealaan eralatan Ruma 98.015.800
88 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang|  p, o, 1 23.651.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 4
Disediakan
g N ik ‘;umlab pe“yedtlaa“ kEb“ttuhartl r;‘(akf‘“:a“ Bulan 12 87.780.600 12
X XX 01 2.06 0004 E:‘rrlzzr iaan Bahan Logistil an minuman tamu, rapat serta kegiatan 648.180.000
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket 1 110.399.400 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 4
Disediakan




INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN KONDISI TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA | Unit Kerja
TUJUAN SASARAN Kode PROGRAM/KEGIATAN/ SUB 4 SATUAN AWAL REALISASI TAHUN 2026 Perangkat Lokasi
KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB TAHUN PENDANAAN PENDANAAN PENDANAAN PENDANAAN Daerah
OUTPUT) ANGGARAN | TARGET TARGET TARGET TARGET aeral
KINERJA e (RP.) (RP.) (RP.) (RP.) TARGET | PENDANAAN (RP.)
. N s ceta J:;nla:ngzzﬁedlaan barang cetakan dan Bulan 12 47.543.400 12
X XX 01 2.06 0005| enveciaan Barang Cetakan | Penee 240.177.600
& Jumlah Paket Barang Cetakan dan Paket 1 42.634.200 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4
Penggandaan yang Disediakan
Jumlah penyediaan kebutuhan bahan Bulan 12 28.380.000 12
Penyediaan Bahan Bacaan bacaan dan peraturan perundang-undangan
X XX 01 2.06 0006|dan Peraturan Perundang- 208.060.000
undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang Dokumen 1 29.680.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4
Disediakan
Jumlah kebutuhan koordinasi d:
X XX 01 2.06 0009|Koordinasi dan Konsultasi Tomlah L b . R 3.017.821.382
SKPD umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 365.128.002 1 800.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 4
Pengadaan Barang Milik Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang
X XX 012.07 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan Unit 37 195.830.000 44 860.731.500 14 1.650.000.000 14 1.650.000.000 14 1.650.000.000 123 6.006.561.500
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas
X XX 01 2.07 0001| Perorangan Dinas atau atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Unit 1 125.208.000 0 - 0 - 0 - 1 125.208.000
Kendaraan Dinas Jabatan Disediakan
X XX 01 2.07 0002| Péngadaan Kendaraan Dinas - |Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Unit 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 3 1.200.000.000
Operasional atau Lapangan atau Lapangan yang Disediakan
X XX 01 2.07 0005|Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 24 60.000.000 1 95.500.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 28 755.500.000
X XX 01 2.07 0006| egadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 13 135.830.000| 42 640.023.500 10 700.000.000 10 700.000.000 10 700.000.000 85 2.875.853.500
Mesin Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung
X XX 01 2.07 0010|Prasarana Gedung Kantor Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 3 600.000.000
atau Bangunan Lainnya Disediakan
g:ngafz;an Psir;nla: gan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
X XX 01 2.07 0011 rasarana rendukung Pendukung Gedung Kantor atau Unit 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Bangunan Lainnya gu ya yang
Penyediaan Jasa Penunjang
X XX 012.08 Urusan Pemerintahan e e aenvediaanliasy Bulan 12 829.404.460| 12 046.698.500| 12 1.250.000.000| 12 1.250.000.000 12 1.250.000.000| 60 5.526.102.960
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
P di J Surat Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Bulan 12 2.340.000 12
enyediaan Jasa Sura
X XX 01 2.08 0001 : 37.680.000
Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Laporan 1 5.340.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 4
Menyurat
Jumlah pema.kfuan jasa komunlka51, Bulan 12 12.487.100 12
P & J K easi sumber daya air dan listrik
enyediaan Jasa Komunikasi,
X XX 01 2.08 000 i 154.277.100
2 Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 1 21.790.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 4
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan
X XX 01 2. 1 . . 1 . . 1 . . 150. .
01 2.08 0003 dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3 50.000.000
Jumlah penyediaan kebutuhan jasa
administrasi perkantoran, keamanan kantor, Bulan 12 814.577.360 12
i kebersihan kantor, dan tenaga supir
X XX 01 2.08 0004| Penyediaan Jasa Pelayanan £a sup 5.184.145.860
Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan| | 1 919.568.500 1 1.150.000.000 1 1.150.000.000 1 1.150.000.000 4
Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik |Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang
X XX 012.09 Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah yang Unit 65 498.496.960 151 739.795.250 a7 900.000.000 a7 900.000.000 a7 900.000.000 357 3.938.292.210
Pemerintahan Daerah dipelihara
P @ J Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang
enyediaan Jasa dipelihara secara rutin/berkala dan
; ; i .528.51 1
geme}%garaan,dBla};j ke Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Unit 1 38.528.515
X XX 01 2,09 0001|F Smeinaraan dan rajax | Jabatan 227.058.515
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Unit 1 38.530.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4
dan dibayarkan Pajaknya
Jumlah kendaraan dinas operasional atau
Penyediaan Jasa lapangan yang dipelihara secara .rutm( Unit 20 193.224.445 20
Pemeliharaan, Biaya berkala dan Kelengkapan Administrasi
X XX 01 2.09 0002| Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan 1.559.354.445
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 20 316.130.000 20 350.000.000 20 350.000.000 20 350.000.000 80
Pajak dan Perizinannya
Pemelih Peralatan d i::iﬁh ziraﬁti'fﬂf:;mesm lainnya gedung | 5 ;0 42 39.679.000 104 146
X XX 01 2.09 0006| °1¢ 11araan Feralatan dan yang cip S 404.814.250
Y Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 24 65.135.250 | 24 100.000.000 | 24 100.000.000 | 24 100.000.000 | 96
Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Ged Kantor dan B
X XX 01 2.09 0009|Gedung Kantor dan uman tedung fantor dan Sangunan Unit 1 84.930.000 1 120.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 5 804.930.000
R Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
gerrnerilhgra;ag r/ Rel:aslhtam Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
X XX 01 2.09 0010[>2rana can rrasarana Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 1 142.135.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 5 942.135.000
Gedung Kantor atau o K e
X Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
PAGU TOTAL 9.393.400.419 12.916.850.257 17.015.000.000 17.015.000.000 17.015.000.000 72.931.163.713




MISI IV : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

TUJUAN PEMERINTAH KOTA DUMAIL SASARAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

Indeks Reformasi Birokrasi Indeks. C cc | B B B B B Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Nilai wrp | wre | wre | wre | wre| wre wp
Pemerintah Daerah Setiap Tahun
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indeks B B B B B B B
Daerah
Indeks Manajemen Resiko Indeks 2 2 3 3 3 3 3
TUJUAN PERANGKAT DAERAH SASARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KEGIATAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH AN DAERAH
L ‘Analisis Kondisi Daerah, dan Isu Strategis Daerah
dan memiliki sinergi dengan pembangunan nasional Sasaran : Terlaksananya perencanaan dan pendanaan yang kredibel dan akuntabel Keluaran :""'l'“"‘"’u‘n;m“”"‘ frondst dasany oD Recalididalun
Indeks Perencanaan Pembangunan Indeks. 100 | 100 | 100 100 Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai Bobot 9 9 9 9
Nasional (IPPN) Pemda dengan dokumen RPJMN
Keselarasan dokumen RRKPD Kota Dumai Bobot 13 13 13 13 Persentase Keselaran Program RKPD dengan % 100 100 100 100 100 100 Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 3 6 4 3 5 21 Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD
dengan dokumen RKP Program RPJMD Pembangunan Daerah (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan | Dokumen of 3| 1| 1|2 7
Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai Bobot 0| 10] 10 10 Persentase Rencana Pembangunan Daerah Teknokratik)
program prioritas Nasional dalam RKPD yang Ditetapkan Sesuai dengan Peraturan % 100 100 100 100 100 100
Kesesuaian antara Isu Strategis-Target P e —————
dengan Program/Kegiatan/ Proyek di Bobot 49 | 49 | 49 49
RPJMD Kota Dunai atau RKPD P — T
Inovasi Bobot 9 9 9 9
Target dan sasaran pembangunan daerah | g w0l 10| 10 0
‘menjadi target dan sasaran OPD terkait

Jumlah Konsultasi Publik yang Dilaksanakan Forum 1 1
[Jumiah Berit Konsultasi Publik [ Berita Acara | [ [2 [t 127 6 |

1.1.3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Keluaran : Forum Perangkat Perangkat Daerah

Jumlah Forum OPD yang Dilaksanakan Forum

Jumlah Berita Acara Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah

;
I

L1.4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

| Berita Acara

N

Keluaran : Terlaksananya Musrebang Kabupaten/Kota

Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan,
keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Kali 3
Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional

Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten /Kota | Berita Acara 2 2 1 2 7
L1.5. Koordinasi dan Penetapan Doku: Daerah
Keluaran : dokumen daerah

Jumlah dokumen Manajemen Risiko Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Jumlah
dokumen RKPD dan Perubahan RKPD yang
disusun

Dokumen 3

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Dokumen 3| 3| 2|3 1
(RPJPD/RPJMD/RKPD)

1.2.1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

lisis kondisi dacrah, dan i dacrah di dalas
Awal RPIMD/RKPD

Sasaran: Tersedianya data dukung rencana pembangunan daerah

Keluaran :

Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan
Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Dokumen 1 1 1 1 1 5 Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 2
Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)

Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk
Kebijakas

Dokum 1 1 1 3
Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan olumen
Daerah)

13.1. Koordinasi dan Daerah di

. Tersedianya analisis kondisi daerah,
Heluaran o1 RPIMD/RKPD

Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan

Jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi
pemerintahan daerah di bidang pembangunan
daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

1.4.1. Terlaksananya pembinaan sistem informasi daerah di bidang daerah
Kabupaten/Kota
e em— lisis kondisi daerah dan it daerah di dalam Rancangan

Awal RPJMD/RKPD

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Implementasi
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di
Bidang Pembangunan Daerah

evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja
dengan RKPD/RPUMD pada Bidang i

IL1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Daerah Bidang (RPJPD, RPJMD, dan

Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional, serta

sinergi it
‘memiliki keterhubungan dengan perencanaan kinerja

dan Pembangunan Manusia Keluaran : Dokumen Daerah Bid: (RPIPD, RKPD)

Persentase kegiatan prioritas kepala dacrah w 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia daerah bidang Dokumen 2 6
Persentase Sinkronisasi Rencana Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas % 100 100 100 100 100 100 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
nasional dan provinsi Dacrah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD | Dokumen [N T O Y o

dan RKPD)
11.1.2. Asistensi O Perangkat Dacrah Bidang Pemerintahan
K ‘asistensi dokumen perangkat dacrah bidang
HORED B i

Jumlah Perangkat Dacrah yang Dilakukan
Asistensi dalam Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Perangkat
Daerah

Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Laporan 1 1 1 3
Daerah Bidang Pemerintahan

mwia. dan Evaluasi Dok Perangkat Daerah Bidang

K dan evaluast dokumen ‘perangkat daerah
BT S e

Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan
evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang | Dokumen 2 2
Pemerintahan

Jumlah Laporan Monitoring dan Bvaluasi

Laporan 1 1 1 1 4
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

I1.1.4. Koordinasi Sinergitas d Daerah Bidang
Keluaran : dengan pada Bidang Pemerintahan

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja

dengan RKPD/RPIMD pada Bidang Pemerintahan | -Po™" L e 7
TLL5. Koordinast Dokumen Dacrah Bidang Manusia (RPJPD, REIMD,
dan RKPD)

P — S Dacrah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan




INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL Kinerja pada
2020 | 2022[ 2023] 2024[ 2025[ 2026| Tahun 2026

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Dacrah Bidang Pembangunan Manusia yang

O 4
Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPIMD dan | DOKmeR ot ! Y
RKPD)
1L1.6. Asistensi Dokau: Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Pv— asistensi dokumen perangkat daerah bidang
pembangunan manusia
KONDIST e Kondisi
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL TARGET Kinerja pada
2020 | 2022[ 2023] 2024[ 2025[ 2026| Tahun 2026
Jumlah Perangkat Dacrah yang Mendapatkan ran
Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang | " oronehet o | 10 10

Pembangunan Manusia

Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Laporan 1 1 1 3
Daerah Bidang Pemerintahan

L7, dan Evaluasi Dokumen Perangkat Daerah Bidang
Manusia
[ dan evaluasi dokumen perangkat daerah
manusia
KONDIST Kondisi
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL TARGET Kinerja pada

2020 | 2022[ 2023 2024[ 2025[ 2026| Tahun 2026

Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan
evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang | Dokumen 1 1
Pembangunan Manusia

Jumlah Perangkat Dacrah yang Mendapatkan peranglat
Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan ;' r‘ih 10 10
Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia °

Jumlah Laporan Monitoring dan Bvaluasi
Dokumen Laporan 1 1 1
rah Bidang Pembangunan Manusia

Perangkat Da

11.1.8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Keluaran : dengan pada Bidang Manusia
KONDIST Kondisi
TARGET
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL Kinerja pada
2020 [ 2022[ 2023[ 2024] 2025[ 2026| Tahun 2026
Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan
sinergitas dan harmonisasi perencanaan Dok 2 2
pembangunan dacrah bidang Pembangunan okumen
Manusia
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja
dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan | Laporan 2 | 1 1 1 5
Manusia
inasi Dok Dacrah
e —— = —— ‘4an Bamber Daya Alam (8D4) 11.2.1. Koordinasi i Bidang (RPJPD, RPIMD, dan
Sasaran : dokumen Bidang dan Sumber Daya Alam (SDA) Keluaran : Dokumen Daerah Bidang (RPUPD, dan RKPD)
KONDIST ‘Kondisi KONDIST Kondisi
TARGET TARGET
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL Kinerja pada INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL Kinerja pada
2020 2022 [ 2023 2024 2025 | 2026 | Tahun 2026 2020 | 2022[ 2023] 2024[ 2025[ 2026| Tahun 2026
Jumiah Dokumen Perencanaan Bidang Dokumen 4 4 s s s 32 Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dokumen
Perekonomian dan SDA perencanaan pembangunan dacrah bidang Dokumen 1 1

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Dacrah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Dokumen 1 1 1 1 4
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

11.2.2. Asistensi Doku Perangkat Dacrah Bidang Perekonomian
Kelnaran : asistensi dokumen perangkat dacrah bidang
perekonomian
KONDIST e Kondisi
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL TARGET Kinerja pada

2020 | 2022[ 2023 2024[ 2025[ 2026| Tahun 2026

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan
Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang
Perekonomian

Perangkat
Dacrah

Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Laporan 1 1 1 3
Daerah Bidang Pemerintahan

23, dan Evaluast Dokumen Perangkat Dacrah Bidang
dan evaluast dokumen porangkat dacrah
FERE S et
KONDIST Kondisi
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL TARGET Kinerja

pac
2020 [ 2022[ 2023[ 2024[ 2025[ 2026| Tahun 2026

Jumlah Dokumen pelaksanaan monitoring dan
evaluasi pembangunan perangkat dacrah bidang | Dokumen 1 1
Perekonomian
Jumlah Perangkat Dacrah yang Mendapatkan -
Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Peranglat 4 4
Renstra/Renja Bidang Perekonomian
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi

y Dokumen Laporan I R
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

1L2.4. Koordinasi Sinergitas dan Daerah Bidang

Keluaran : St dengan a
KONDIST Kondist
TARGET
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL Kinerja pada

2020 [ 2022[ 2023[ 2024[ 2025[ 2026| Tahun 2026

Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan
sinergitas dan harmonisasi perencanaan Dokumen 2 2
pembangunan dacrah bidang Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja

dengan RKPD/RPIMD pada Bidang Perckonomian | P 2 ! ! ! s
11.2.5. Koordinasi Peny Dokumen Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) (RPJPD,
RPUMD, dan RKPD)
. Dokumen Dacrah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) (RPJPD, RPUMD
Keluaran 5 o,
KONDIST Kondisi
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL TARGET Kinerja pada

2020 | 2022[ 2023] 2024[ 2025[ 2026| Tahun 2026

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Dokumen 0 1 1 1 1 4
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

11.2.6. Asistensi Dokau: Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)
P asistensi dokumen perangkat daerah bidang Sumber
* Daya Alam (SDA)
KONDIST e Kondisi
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL TARGET

Kinerja pada
2020 | 2022[ 2023] 2024[ 2025[ 2026| Tahun 2026

Jumlah Perangkat Dacrah yang Mendapatkan
Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang
SDA

Perangkat
Daerah

Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Laporan 1 1 1 3
Daerah Bidang SDA

27, dan Evaluasi okumen Perangkat Dacrah Bidang
Sumber Daya Alam (SDA)
dan evaluasi dokumen perangkat dacrah
Kell :
eluaran : ;dang Sumber Daya Alam (SDA)
KONDIST Kondist
TARGET
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL Kinerja pa
2020 | 2022] 2023] 2024] 2025] 2026| Tahun 2026
Jumlah Perangkat Dacrah yang Mendapatkan erangiat
Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Dac‘ih 0 6 6
Renstra/Renja Bidang SDA
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi
kumen Laporan 1o 3
Perangkat Daerah Bidang SDA
11.2.8. Koordinasi Sinergitas dan Dacrah Bidang Sumber Daya Alam
(sDA)
Keluaran : dengan pada Bidang Sumber Daya Alam (SDA)
KONDIST e Kondisi
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL TARGET

Kinerja pada
2020 [ 2022[ 2023[ 2024] 2025[ 2026] Tahun 2026

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja

Laporan of o 1 1 1 3
dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA P
Ve — 1031 Koordinasi Penyusunan Dokumen Dacrah Bidang (RPJPD, RPJMD, dan
Bidang RKPD)
Sasaran : dokumen Bid dan Keluaran : Dokumen Daerah Bidang (RPJPD, RPIMD dan RKPD)
KONDIST o Kondisi KONDIST e Kondisi
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL TARGET Kinerja pada INDIKATOR OUTPUT SATUAN WAL TARGET Kinerja
2020 | 2022 | 2023 2024 2025 | 2026 | Tahun 2026 2020 [ 2022[ 2023] 2024[ 2025[ 2026| Tahun 2026
Jumlah dokumen/laporan perencanaan Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dolumen
pembangunan Bidang Infrastruktur dan Dokumen 1 o o o o o o per n pembangunan dacrah bidang Dokumen o 0
kewilayahan Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Dacrah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Dokumen 151 | a7 | a7 | a7 202
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

T0.3.2. Asistensi Pes Doknmen Peranskat Daerah Bidans Infrastruktur




e — asistensi dokumen perangkat daerah bidang
Infrastruktur
KONDIST Kondisi
TARGET
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL Kinerja pada
2020 [ 2022[ 2023[ 2024] 2025[ 2026] Tahun 2026
Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan perangkat dacrah Dokumen 1 1
bidang Infrastruktur
Jumlah Perangkat Dacrah yang Mendapatkan perangiat
Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang &l " 6 6
Infrastruktur Daera
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Laporan 1 1 1 3
Dacrah Bidang Infrastruktur
33 dan Evaluasi Dol Perangkat Dacrah Bidang
Infrastruktur
. dan evaluasi dokumen perangkat daerah
Heluaran : p, jang Infrastruktur
KONDIST Kondisi
TARGET
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL Kinerja
2020 | 2022[ 2023] 2024[ 2025[ 2026| Tahun 2026
Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan
evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang Dokumen 1 1
Infrastruktur
Jumlah Perangkat Dacrah yang Mendapatkan perangkat
Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Dt 6 6
Renstra/Renja Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi
D Laporan 1 1 1 3
Perangkat Dacrah Bidang Infrastruktur
11.3.4. Koordinasi Sinergitas dan Daerah Bidang
Keluaran : dengan pada Bidang
KONDIST R Kondisi
INDIKATOR OUTPUT SATUAN WAL TARGET
2020 | 2022[ 2023] 2024[ 2025[ 2026| Tahun 2026
Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan
sinergitas dan harmonisasi perencanaan Dokumen o 0
pembangunan daerah bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja | o0 N | A A 4
dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur P
113.5. Koordinasi Dokumen Dacrah Bidang (RPJPD, RPJMD, dan
RKPD)
Keluaran Dokumen Daerah Bidang (RPJPD, RPIMD dan RKPD)
KONDIST e Kondisi
INDIKATOR OUTPUT SATUAN WAL TARGET Kinerja
2020 | 2022[ 2023 2024[ 2025[ 2026| Tahun 2026
Jumlah Dokumen koordinasi penyusunan dolcumen
perencanaan pembangunan dacrah bidang Dokumen 1 1
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Dacrah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Dokumen 1 1 1 1 4
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
1L.3.6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
e — asistensi dokumen perangkat daerah bidang
kewilayahan
KONDISI Kondisi
TARGET
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL Kinerja pada
2020 | 2022[ 2023] 2024] 2025] 2026| Tahun 2026
Jumlah Dokumen asistensi penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan perangkat daerah Dokumen 1 1
bidang Kewilayahan
Jumlah Perangkat Dacrah yang Mendapatkan .
Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang | " oronkat 7 7
Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Laporan 1 1 1 3
Daerah Bidang Kewilayahan
037 dan Evaluasi Dokumen Perangkat Daerah Bidang
Sumber Kewilayahan
dan evaluasi dokumen perangkat daerah
Kel :
eluaran : ;i dang kewilayahan
KONDISI Kondisi
TARGET
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL Kinerja pada
2020 | 2022] 2023] 2024] 2025] 2026| Tahun 2026
Jumlah Dokumen pelaporan monitoring dan
evaluasi pembangunan perangkat daerah bidang | Dokumen 1 1
Kewilayahan
Jumlah Perangkat Dacrah yang Mendapatkan erangiat
Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Dae e N 7 7
Renstra/Renja Bidang Kewilayahan acral
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi
sunan Dokumen Laporan 1 1 1 3
Perangkat Dacrah Bidang Kewilayahan
11.3.8. Koordinasi Sinergitas dan Daerah Bidang
Keluaran : dengan pada Bidang
KONDISI Kondisi
TARGET
INDIKATOR OUTPUT SATUAN | AWAL Kinerja pada
2020 | 2022] 2023] 2024] 2025] 2026| Tahun 2026
Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan
sinergitas dan harmonisasi perencanaan Dokumen 1 1
pembangunan dacrah bidang Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja | . A N A | 4
dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan sapora




LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2022
TRIWULAN V
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI
Indikator Kinerja Realisasi VR rAck ) Realisasi Kinefja dan Anggaran |  Tingkat Capaian
S Sogrik s 5 Realisasi Capaian Kinerjadan{ Tingkat Capaian Kinerja dan ¥ o 5
: Program Target Akhir Periode | Capaian Kinerja| Target kinerja dan anggaran berjalan tahun o . 5 S RPJMD s/d Tahun 202%{Akhir | Kinerja dan Realisasi
Noj .- SesrmRIED, 5| - Programegatan | {ukcosmelt RPIMD) RPUMD sampai 2072 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwuian ""m&? Ww"“ﬁ";"%‘;‘“'m"“" Tahun Pelaksanaan RKPD Taun | Anggaran RPJMD s/d
Kegiaten (output) dengan RKPD i ( %22) tahun 2022 (%)
i 1 i [
5 6 7 8 g 10 i 12 13=127x100% 4=6+12 151455 x100%
1 2 3 4
kK] R K] R K [ R Rp L3 K | R [ ® K | R [ o K | R K | Ro
PERENCANAAN
Terwujudnya [PROGRAM 57
integrasi,  |PENUNJANG  [oSentase ;
sinkronisasi, dan |URUSAN ~ ekl e 20T i &
sinergi perencanaan | PEMERINTAHAN pemerintah 100%] m@mﬂ 100 % 7.727.342.775) 894.874.880| 2.003.884.315 7.261.970.974) 93,98%| 00| 1.m|4u14; 1200%
|| deershserta |KABUPATEN/KOTA ‘;m"mh
meningkatkan  |Perencanaan,
efeidivitas | Penganggaran, den | Jumizh dokumen
pongcnddhn Evaluasi Kinerja perencanaan,
" Daerah i {dan evaluasi % 1630.000.000 10 dokumen 13.699.900 4 3,850,200 13.689.900 100,00%) o.ooJ 11699.900 519%
kinerja perangkat
F Dok
Perencanasn Jumiah dokumen
Perangkat Daereh Perpe"’mwaa" 17 370.000.000 2 3 dokumen 2.709.900 - z 2.709.900 2,00 = 1 3,00 2.709.900 100,00% 100,00% 3,00 2700900{ 1765% | 073%
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen | Jumiah
RKA-SKPD RKASKd:Dmm 5 210.000.000 1 dokumen 2639.600 - - . 080 - 020 2639.600 1,00 2,639.600 100,00% 100,00% 1,00 2639600 20,00% | 1.26%
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen | Jumiah dokumen
Perubshan RKA-  |[F RKA-| 5 210.000.000 1 dokumen 3383200 . - 080 - 020 3383.200 1,00 3383.200 100,00% 100,00% 1,00 1383.200) 2000% | 161%
SKPD SKPD
Koordinasi dan
Fs’rpygsuna\DPA- {.‘:,"::‘K““"PD Lo B 210.000.000 1 dokumen 2,024,600 . 2 - 080 020 2024600 1,00) 2.024.600) 100,00% 100,00% 1,00 2024600| 20,00% | 096%
|Koordinasi dan A
|Penyusun dokumer
Bt Perubahan DPA- | 5 210.000.000 1 dokumen 1.304.300) 3 = 080 - 0,20 1.304.300 1,00 1.304.300 100,00% 100,00% 1,00 1304300 2000% | 062%
Perubahan DPA- | 1or
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan mm
Capaian Kinerjadan | 2P
Ms,RB:ﬁTad kinerja dan 10 210.000.000 2 dokumen 1.495.300] - - 1.006.300 ) < 489.000 2,00 1.495.300 100,00% 100,00% 2,00 1495.300{ 2000% | 071%
Kinerja SKPD ikhisat realicaci
kinerja OPD
(EvauasiKinetia [, L men
Perangkat Daerah |0y sopa | 8 210.000.000 1 dokumen 143.000) . - 143.000 - . e 1,00 143.000) 100,00% 100,00% 1,00 143,000] 20,00% | 0.07%
Administrasi
Daerah m’“‘ o 5 29827433415 i 38 orang 5.222.876.504) 852.969.458 1.330.830.710] 5.006.836.480 95,36% 5.006.836.480 A7,70%
perangkat daerah
|Penyediaan Gajidan | Tersedianya Gaji
Tunjangan ASN dan Tunjangan | 14 29.370.433.415| 0,00 i 14 bulan 5.221.828.604] 852.969.458 4| 1330830710 4| 1362875089 3| 1450.113353|  1400|  5.005.788.580) 100,00% 95.85%| 14,00 5.006.788.580| 100,00% | 17.04%
- ASN
Koordinasi dan
|Penyusunan Laporan Jumiah dokumen
Keuangan Akhir Tahun wa"m’ A | ® 267.000.000{ 0,00 ) 1 dokumen 629.400 s 2 . 1,00 629.400 1,00 629.400) 100,00% 100,00% 1,00 629.400| 2000% | 0,24%
SKED Tahun
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan |Jumiah dokumen
|Keuangan t
Sl AR spoan Jevangenl 100.000.000{ 0,00 e 1 dokumen 418,500 ; B TS . . 418500 100 s8500]  10000%  10000%| 100 418500{ 2000% | 042%
SKPD
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Indikator Kinerja Realisasi - e S Realisasi Kinerja dan Anggaran |  Tingkat Capaian
S S e . Realisasi Capaian Kinerjadan |  Tingkat Capaian Kinerja dan Z s S0
2 Target Akhir Periode | Capaian Ki T ggaran berjalan 3 : RPJMD s/d Tahun 202{Akhir | Kinerja dan Realisasi
SasaranRKPD | ProgamKegalan | (01 omey WRPJMD) RPND sampsi mhmzaaz;a;‘:gdmua 3 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan g HED g R"WA"%’;"R"P“T’“‘ Tmunmm%rm An;::mRPJMD sid] K
Kegiatan (outpu) dengan RKPD diovaluas! (2022) %) 2022) tahun 2022 (%)
Il Il v
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13=12/7x100% 14=6+12 15=145 x100%
K Rp K] Rp K Ro Rp Re Rp K Rp K Rp K Rp
‘m"""mi'“"w“"” Jumiah dokumen
m""""““’, R 15 520,000.000 d 1 dokumen 349,500} 349,500/ 348 100,00% 349.5001 0,39%
barang milik
daerah
Rekonsiliasi dan
{Penyusunan Laporan |Jumlah laporan
Barang Mifik Daerah  [barang miik 5 90.000.000{ 0,00) 4 1 Iaporan 349,500 - 349,500 - - - 1,00 349,500 100,00% 100,00%| 1,00 349500| 20,00% | 0.39%
2.980.000.000 74 orang 144.956.000] B 94.070.000 64,90% 94070.000) 21.41%
. s s > o - i 000% 0.00% om«
900.000.000{ 0,00 - 6 orang 55.104.000) - 5 2.090.000 5|  48580.000 6,00 50.670.000 100,00% 91,95%) 6,00 50670000 667% | 563%
550.000.000 74 orang 89.852.000 . 2 74| 43400000 74,00 43.400.000 100,00% 4830%| 7400 4400000 17,41% | 7.89%
administrasi 12 6.654.734.036| 4 12 bulan 624,668,397 m.smmJ 623.283.674| 99,78% 623283674 72,93%
umum pesangkal
daerah
Penyediaan Jumiah
Komponen Instalasi | penyediaan
Listrik/Penerangan  |kebutuhan 60 140.000.000| 0,00 12 bulan 10.872.900 3 10.872.900 3 - 12,00 10.872.900] 100,00%| 10000%| 12,00 10.872900| 20,00% | 7.77%
Bangunan Kantor fistrik
kantor
Peny;dxaa»Peralm iontah
::u: engePa | enyediaan dat | 60 1.100.000.000] 0,00 = 12 bulan 181.648.504] 3 93.078.600 59.087.800 3| 29482194 12,00 181.648.594) 100,00% 10000%| 12,00 181.648.594) 20,00% | 16,51%
tulis kantor
Penyediaan Perafaten |Jumlah
Rumah Tangga P i i 60 250.000.000 12 bulan 14.364.800| 3 9.037.700 . 3 5.327.100 12,00 14.354.800 100,00% 100,00%| 12,00 14.364.800) 20,00% | 575%
ebutuhan
Penyediaan Bahan  |Jumiah
Logistik Kantor penyediaan
kebutuhan
makanan dan 60 600.000.000{ 0,00 . 12 bulan 87.783.100) 3 31.435.600 26.958.000 3| 20.387.000 12,00 87.780.600 100,00%) 10000%| 12,00 €.780.600| 2000% | 14.63%
minuman tamu,
rapat serta
s teplen
Penyediaan Barang
Cetaken dan ]
Penggandaan hesang catkan: | 20 290.000.000{ 0,00 - 12 bulan 47.612.600 3 20.318.800 12.254.600 3| 14970000 12,00 47.543.400 100,00%) 99.85%| 1200 47543.400| 20,00% | 16.39%
dan penggandaan
Penyediaan Bahan  |Jumiah
Bacaan dan Peraturan |penyediaan
B ebuitihart bahan
bacaan dan 60 250.000.000{ 0,00 R 12 bulan 20.680.000 3 11.825.000 7.085.000 3 9.460.000 12,00 28.380.000 100,00%| 9562%| 12,00 78:380.000] 20,00% | 11,35%
peraturan
perundang-
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Indikator Kinerja Realisasi el S Redlisas: Kinetja dan Aggaran | Tingkat Capaian
o nly SRR, S g Realisasi Capaian Kinerjadan|{  Tingkat Capaian Kinerja dan = S, ;
% Program Target Akhir Periode | Capaian Kinerja| Target kinerja dan anggaran berjalan tahun Cnip 8 o ] A N RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir | Kinerja dan Realisasi K
SasaranRAPD. . Progranegetan | o/ il RPIND) RPIMD sampai 2022 yang dievaluasi Reafcasi Kinerja Samai Dengan Triwuian A“mm m‘m?"m TahUN| 7hun Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran RPMD s/d
Kegiatan {output) dengan RKPD 2022) tahun 2022 (%)
il i v T
2 3 4 5 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14=6+12 15=14%5 x100%
K Rp K Rp K Rp Ro Rp Rp Rp K Rp K Rp K R K R
Penyelenggaraan Jumiah
Rapat Koordinasi dan {kebutuhan
Konsultasi SKPD {koordinasi dan 60 4.024.734.036| 0,00 - 12 bulan 252.706.403 - 3 71.868.700 85.633.700 3 95.190.980 12,00 252.693.380 100,00% 99,99% 12,00 252693.380| 20,00% | 6,28%
i ke luar
daerah
Pengadaan Barang  |Jumiah
Milik Daerah
Penunjang Urusan  |Pengadaan
Pemerintah Daerah  {Barang Milik
Daerah 344 6.902.267.314) 40 unit 204.678,600) - - - 195.330.000} 95,68% 193.830.000
Penunjang
Urusan
Pemerintah
- Daerah
Pengadeanebel 1ol
|pengadaan 115 600.000.000, 24 unit 61.289.000 - - 24 60.000.000 24,00 60.000.000} 100,00%) 97.90% 24,00 60.000.000| 20,87% | 10,00%
meubeleur kantor
[Pengadaan Peralatan [Jumiah
o Lannya  Jpeng 81 830.000.000 15 unit 143.389.600) - - - 13| 135.830.000 13,00 135.830.000 86,67% 94.73% 13,00 135.830.000| 16,05% | 16,37%
peralatan gedung
kantor
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan R 1
Pamesintahan  (Poryediam jasa
Daerah jang urusan| 60 5.495.000.000 12 bulan 985.795.200( - 340,589,200/ 829.404.460) 84,14% 823,404,480 28,02%
Pemerintan
Daerah
Penyediaan Jasa Jumiah
Surat Menyurat kebutuhan jasa 60 45.000.000] 0,00 12 bulan 2.340.000] - 3 2.340.000 3 - 12,00, 2.340.000, 100,00%) 100,00% 12,00 2340.000] 2000% | 520%
|surat menyurat
|Penyediaan Jasa  |Jumiah
Komunikasi, Sumber |pemakaian jasa
Daya Air dan Listrik  {komunitkasi, 60 220.000.000f 0,00 12 bulan 14.740.000 - 3 8.709.200 1.888.950 3 1.888.950 12,00 12.487.100 100,00% 84,72% 12,00 12.487.100] 20,00% | 5.68%
] = - ‘i 2 : L : . - 000% 0 om1
penyediaan
Kantor kebutuhan jasa 60 0,00 - 12 bulan 3 3 12,00 100,00%) 12,00 814.577.360{ 20,00% | 17,15%
|perkantoran
Jumiah
penyediaan "
(ebuhanjasa | & 12 bulan 3 3 12,00 100,00% 1200 2000% | 0,00%
K S 4.750.000.000 968.715.200 - 329.540.000 200.940.000 284.097.360 814.577.360 84,09%
Jumiah
penyediaan
ke an jasa 60 12 bulan 3 3 12,00 100,00% 12,00 -| 20,00% | 0,00%
kebersihan kantor
Jumish
penyediaan 2
kebutuhan jasa 60 12 bulan 3 3 12,00 100,00%) 12,00 20,00% | 0,00%
tenaga supir
Pemeliharaan Barang|
Wik Dasrah S—
| Penunjang Urusan paayadizan
| Pemestntabion pemeliharaan 140 4.450.099.115) - 85 unit 530.318.874) 41.805.422 90.691.305 498.496.980 94,00% 498.496.960) 58,03%
daerah T
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Indikator Kinefja Realisasi iz Sk R Realisasi Kinerja dan Anggaran |  Tingkat Capaian
st ) T : Realisasi Capaian Kinerjadan |  Tingkat Capaian Kinerja dan 2 S :
; Program Target Akhir Periode | Capaian Kinerja| Target kinerja dan anggaran berjalan tahun o o ) : Yo RPIMD s/d Tahun 2022(Akhir | Kinerja dan Realisasi
Saseran RXED * | Programiegraban |+ cicctiel RPIMD) RPMD sampai 2022 yang dievaluzsi Realisasi Kinarja Sampai Dengan Triwuian e i R!‘g'&a“g et e ’;KPD TeUN | 1 im Pedaksanaan RKFD Tahun {Anggaran RPUMO sid S
Kegiatan (output) dengan RKPD uasi (2022) (% 2%2) tahun 2022 (%)
| | 1] \'s
2 3 4 5 (3 7 8 9 10 1 12 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5 x100%
— K Rp K| Rp K Ro K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K R K Rp
Penyediaan Jasa Jumiah
Pemelih Biaya |kend. dinas
Pemeliharaan dan Jabatan yang
Pajak Kendaraan |dipelihara secara
P gan Dinas i dan
atau Kendaraan Dinas |kelengkapan 1 250,000.000 1 unit 38.530.000 - 1 31.758.160 - 6.770.355 1,00 38528515 100,00% 100% 1,00 3528515( 100,00% | 1541%
Jabatan Administrasi
Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Jumiah
F ih Biaya d: dinas
P Pajak ional atau
dan Perizinan {lapangan yang
Kendaraan Dinas {dipelihara secara
Operasional atau rutinberkala dan
Lapangan kelengkapan 2z 1.800.099.115} 0,00 - 20 unit 222.062.856| 7; 34753422 1 88.391.305 9 20.178.718 3 49.901.000 20,00} 193.224.445] 100,00%) 87,01%| 20,00 193.224.445| 74,07% | 10,73%
administrasi
|kendaraan dinas
{operasional atau
L7P*anelﬂ'|araar\
Peralatan dan Mesin  |Jumiah peralatan
S o e L
Loy m" g“km:,""ya 28 650.000.000| 0,00 g 42 wnit 42225818 2 7.152.000 13 2.300.000 - - -1 s02zro0| 4200 39.679.000 100,00% 9397%| 42,00 R679.000| 20,19% | 6,10%
yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabili Jumlah
tasi Gedung Kantor d:‘" sam:
da“ Bangunan gedung kantor
yang 8 850.000.000} 1 unit 86.000.000 - - - - - - 1 84.930.000 1,00 84.930.000 100,00%) 99.92% 1,00} 84930.000f 12,50% | 9.99%
secara
rutinberkala
Pemeliharaan/Rehabili
tasi Sarana dan Jumizh sarana
Prasarana Gedung  |dan prasarana
Kantor atau Bangunan |gedung kantor
Lainnya yang 4 900.000.000) 1 unit 142.500.000] - - - - - - 1 142.135.000 1,00 142.135.000} 100,00% 99,74%! 1,00] 142.135.000] 25,00% | 15,79%
dipelihara/direhab
secara
rutinfoerkala
PROGRAM Porsent
PENGENDALIAN  |! e i3 B
2 pengendalian A i
DAN EVALUASI kel 100%| 7925000000 100 % 816.609.200{ - 154.803.690{ $65.074.553 81,44%) 665.074.553| 839%
3 dokumen 484.406.052{ - 148.543.690) 401.608.135] 8281% 401.609.155) 16,48%
- i : i ; y : 2 : AT A 000%|  000%l 009
Konsultasi Publik Jumiah konsultasi
m 8 950.000.000) 1 forum 4.580.000 1 - - 4.580.000 - - - = 1,00 4.580.000 100,00%) 100,00%) 1,00 4580.000] 1250% | 0,48%
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Indikator Kinerja Realisasi I i Realisasi Kinetja dan Arggaran | Tingkat Capaian
S ) 2 ; Realisasi Capaian Kinerjadan|  Tingkat Capaian Kinerja dan . o T
A Program Target Akhir Periode | Capaian Kinerja| Target kinerja dan anggaran berjalan tahun ..y - L s 5 RPJMD s/d Tzhun 202(Akhir { Kinerja dan Realisasi
Sasaran RKPD Program/Kegiatan (outcome}! RPUMD) RPIMD 7 2022 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Anggai: R!((l;‘?é?r\g Realisasi Angzggan !)RKPD Tahun! Tahun Pel aan RKFD Tahun | Anggaran RPMD s/d SKI
Kegiatan (outpu) dengan RKPD eyas ] 2A22) tahun 2022 (%)
Il 1] \']
2 3 4 5 6 7 9 10 1 12 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5 x100%
= K Rp K] Ro K Ro Ro Ro Rp K Rp Kinil K Rp
gd ! Forum Jumiah forum
SKPDILintas SKPD 3””"‘;9@ 8 985.000.000 1 forum 36.959.500) | asss9500 - - 100] 3959500  10000%  10000%| 100 3950500 1250% | 375%
Pelaksanaan Jumiah
Kabupaten/Kota RKPD yang
|dilaksanakan,
| keikutsertaan pra
dan pasca 18 1.490.000.000 3 kali 50.822.552 2 47.518.500 3.304.052 - - 3,00 50.822.552 100,00% 100,00% 300 50822552 1667% | 3.41%
musrenbang
keikutsertaan
musrenbang
inckat Nasi
Koordinasi
Penyusunan dan Jumlah dokumen
Penetapan Dokumen i
Perencanaan resiko
4 pel 18 1 dokumen - 1,00} 100,00% 1,00 309247.103] 556% | 884%
Daerah rencana
K ot: P
o 3.500.000.000 392.044.000 59.485.690 126.828.153 122.933.260 309.247.103 78,88%
Jumizh dokumen
RKPD dan
dokumen 2 dokumen 1 - 2,00 100,00%) 2,00 000% | 000%
perubahan RKPD
yang disusun
Analisis Datadan | juyizh Dokumen
Informasi Data dan
Deorah Bidang  |pemerintah
pg.:m Daerah Bidang 10 2.000.000.000 1 dokumen 199.766.000 150.633.531 75,40% 150.633.531 0
Daerah
Anglisis Datadan | yymizh Dokumen
Informasi Datadan
Wkl Daesah | i 5 1.000.000.000 1 masukan 198.766.000 - - - 1,00 150.633.531 1,00 150.633.531 100,00% 75.40% 1,00 150.633.531] 20,00% | 15,06%
daerah
Evaluasi dan sl
Pelaporan Bidang i3
| PGRNMI' evaluasi dan 5 1.600.000.000] 100 % 132.437.148} 6.060.000{ 112.831.867 85,20%) 112.831.867 11,28%
Daersh pelaporan
bidang urusan
perencanaan
|Koordinasi
Pengendalian Jumizh dokumen
F dan
2 5 1.000.000.000) 1 dokumen 132.437.148] 0,50 6.060.000 4.487.000 0,50 102.284.867 1,00 112.831.867 100,00%) 85,20% 1,00 112:831.867 20,00% | 11.28%
Daerah di pembangunan
Kabupaten/Kota daerzh
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ndikator Kineq Reaisasi o i S Realisasi Kinerja dan Arggaran | _ Tingkal Capaian
: g Realisasi Capaian Kinerja dan|  Tingkat Capaian Kinerja dan > IR i
g Program T: Akhir Periode | Capaian Kinerja| T: kinerja dan jalan tah . ot s 2 . el RPJMD s/d Tahun 202{Akhir | Kinerja dan Realisasi
SasaanRKPD | Programeglan | (oyicomey ame'RPJIID) RPMD sampa R ;ggi';v?u? T Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan A“gf::;;"gg,"g WA"%;‘("%?KPD Tahun| 1t un Pelaksanaan RKED Tahun {Anggaran RPOMD sig| S
Kegiatan (output) dengan RKPD 2022) tahun 2022 (%)
] 1} 1\ &=
5 8 7 9 10 11 12 13=127x100% 14=6+12 15=14/5 x100%
2 3 4 K K K Rp
K Ro K Rp K Rp K Rp Re Rp Rp
PERENCANAAN 1 14447.281.449) 100 % 1.444.417.229| p 366.313.755 1.332.088.492 - 22%
F Bidang
F dan
Pembangunan
Manusia 40 9.041.000.000{ 6 dokumen 445330327 - 115.658,291 370.235.568 83,14% 370235.566 31,64%
Koordinasi
F Dok
P Daerah | dok
Bid |perencanaan
F et 5 1.350.000.000 1 dokumen 107.881.962) : 040 34.531.291 030 27.776.075 030| 29621.200 1,00 91.928.566) 100,00% 85,21%] 1,00 91928.566| 20,00% | 681%
(RPJPD, RPJMD dan |daerah bidang
RKPD) Pemerintahan
(RPJPD, RPIMD
dan RKPD)
Pelaksanaan
Monitoring dan Jumizh dokumen
Evaluasi f
Dokumen monitoring dan
Rapncanaen ekl 5 1.125.000.000 2 dokumen 126.065.732 | oso| 4esoo0| oss|  osso00] 05| 528010000 2000 1053210000  100.00% @5e% 200 105321.000| 4000% | 9.36%
Perangkat Daerah perangkat daerah
Bidang Pemerintahan |bidang
Pemerintahan
Pelaksanaan
Monitoring dan Jumiah dokumen
Evaluasi Penyusunan |pelaporan
Dokumen monitoring dan
Perencanaan evaluasi
b P 5 1.104.000.000) 1 dokumen 95.742.500 - 0,10 020 4.997.000 0,70 72910.500 1,00 77.907.500 100.00% 81,37% 1,00 77.907.500] 20,00% | 7.06%
Perangkat Daerah perangkat daerah
Bidang Pembangunan |bidang
Manusia Pembangunan
Manusia
Koordinasi
Pelaksanaan .Iuml* dokuman
i itas dan
Perencanaan sinegritas dan
P Daerah 5 1.130.000.000 2 dokumen 115.640.133] - 050 38.447.000 095 12.485.000 05 44.146.500 2,00 95.078.500] 100,00% 82.22% 2,00 %.078.500 40,00% | 841%
Bidang Pembangunan [Perencanaan
Manusia pembangunan
daerah bidang
Pembangunan
Manusia
Koordinasi
Perencanaan Bidang [2Umiah dokumen
F ian dan
m, Gns perekonomian 40 9.100.000.000} 4 dokumen 324.621.300] | 53.410.984) 306.889.184] 94,54%) 306.889.184| 2435%
dan SDA
{Sumber daya
alam)
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Indikator Kinesja Realisasi G e AR T Realisasi Kinerja dan Anggaran |  Tingkat Capaian
ot A 5 3 Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja dan 2 =y e
: Program Target Akhir Periode | Capaian Kinerja| Target kinerja dan anggaran berjalan tahun S0 | . A i RPJMD s/d Tahun 2022{Akhir | Kinerja dan Realisasi
SmamRKED - | | ProgramKegelan |« foudooriey RPIMD) RPUMD sampai 2022 yang devaluasi Redisasi Kinerja Sampai Dengan Trulan MgEm DN (R ‘)‘K”D Tahun |+ un Peleksanaan RKPD Tzhun | Anggaran RPIMD | SK
Kegistan (output) dengan RKPD bovaniael 2022} (% 22) tahun 2022 (%)
] 1] |\
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5 x100%
K Rp K| Rp K Rp K Ro Rp Rp K Rp K Rp K K Ro
~[Koordinasi
Penyusunan Dokumen | Jumlah dokumen
P Daerzh pembang
Bidang i daerah B‘da\q 5 1.400.000.000) 1 dokumen 164.077.000} 0,70 52.083.484 = 45.09.000 030 62.997.300 1,00 160.176.784] 100,00%) 97,62% 1,00 160.176.784] 20,00% | 11.44%
(RPJPD, RPIMD dan |(RPJPD, RPJMD
RKPD) dan RKPD)
Pelaksan:
i) Jumiah dokumen
Evaluasi Penyusunan pdm
Perencanaan evaluasi
;’Wm ddﬂllmal 5 1.100.000.000] 1 dokumen 42.892.300 035 - 050 18.450.000 0,15 18.560.000 1,00] 37.010.0004 100,00%)| 86,29%| 1,00} 37.010.000] 20,00% | 336%
Bidang Perekonomian Wm
perangkat Daerah
bidang
perekonomian
Koordinasi
Pelaksanaan Jumiah dokumen
il dan
b i dan
c Daerah 5 1.150.000.000 2 dokumen 117.652.000) 050 1.327.500 1 20582.100 050|  87.792.800 2,00 109.702.400) 100,00% 93.24% 2,00 109702.400| 4000% | 954%
Bidang Perekonomian [pembangunan
daerah Bidang
Perekonomian
Koordinasi
Perencanaan Bidang | jumlah
Infrastrukturdan  dokumen
bidang 40 10.753.562.897 8 dokumen §74.465.602 197.244.480 654.943.442 87,11% 654.943.442 3931%
infrastruktur dan
kewilayahan
Koordinasi
Penyusunan Dokumen | Jumlah dokumen
F Daerah |peny
Bidang dokumen
RPJPD,
RPJMDdM(RKPD) pembangunan 5 1.443.414.700 1 dokumen 90.705.000 0,50 46.447.400 0% 36.747.200 025 7.460.000 1,00} 90.654.600 100,00%) 99,94%)| 1,00 90654600 20,00% | 628%
daerah bidang
Infrastruktur
(RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
|Asistensi Penyusunan
Dokumen Jumiah dokumen
Pembangunan |penystnan
Perangkat dokumen
Daerah Bidang perencanaan 5 875.000.000] 1 dokumen 10.000.000| - 1,00 8.164.700 - - 1,00, 8.164.700 100,00% 81,65%| 1,00 8.164.700| 20,00% | 093%
perangkat daerah
bidang
|infrastruktur
Pelaksanaan P
{Monitoring dan umiah dokumen
Evaluasi Penyusunan pelq)ora\
|Perencanaan :m';: 5 1.145.269.500 1 dokumen 35.000.000 - - 1,00 4 < 34.850.000 1,00 34.850.000 100,00% 9957%) 1,00 34.850.000] 20,00% | 304%
Pembangunan g
Perangkat Daersh z:‘g‘“"”a"
Bidang Infrastruktur 1. o
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Indikator Kinerja Realisasi SR T Realisasi Kinetja dan Anggaran |  Tingkat Capaian
SR P et at 2 Realisasi Capaian Kinerjadan|  Tingkat Capaian Kinerja dan 5 2 J
§ Program Target Akhir Periode | Capaian Kinerja| Target kinetja dan anggaran berjalan tahun e ’ . ot RPJMD s/d Tahun 2027{Akhir | Kinetja dan Realisasi
SesaanRKPD | Programegiatan | (o imey RPID) RPIMD sampai 2022 yang dievaluasi Realsasi Kineqa Sampai Dengan Triwuian Mm;gg)"g WM%T%?KPD Tahan| 7 Pelaksanaan RKPD Tahun | Anggaran RPOMD sig|
Kegiatan (output) dengan RKPD = 2022) tahun 2022 (%)
I il [
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13=127x100% 14=6+12 15=14/5 x100%
K Rp K] Rp K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi
Pelaksanaan Jumlah dokumen
i dan dinasi
; si dan
F Daerah |1 i 5 1.964.082.512| 1 dokumen 333326550 . 0,50 86.652.300 025 98.809.488 025| 137.188.776 100]  322.730.564 100,00%) 96,82% 1,00 320730564| 20,00% | 16.43%
Bidang Infrastruitur _|Perencanaan
|pembangunan
daerah bidang
{infrastruktur
Koordinasi
Penyusunan Dokumen | Jumiah dokumen
Pemb Daerah
Bidang dokumen
Kewilayahan (RPJPD, |perencanaan
RPUMD dan RKPD)  |pembangunan 5 1.405.000.000) 1 dokumen 38.336.400) . 050 6.308.000 025 25.827.360 025 4.104.100 1,00 36.239.460 100,00%) 94,53%) 1,00 %239.460| 2000% | 256%
daerah bidang
|kewilayahan
(RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Asistensi Penyusunan
Dokumen Jumiah dokumen
Perangkat |dokumen
Daerah Bidang |perencanaan 5 875.000.000 1 dokumen 10.000.000) . . - 1,00 3.364.700 - 4.880.000 1,00 8.244.700 100,00% 82,45%) 1,00 5244.700] 20,00% | 094%
bt
perangkat daerah
bidang
kewilayahan
Pelaksanaan
Monitoring dan Jumiah dokumen
Evaluasi Penyusunan |pelaporan
Dokumen ‘monitoring dan
i ovahias 5 1.125571.200 1 dokumen 30,000,000 1 os|  stwomo| 02 025| 2uts0000]  100]  29250000]  100.00% oTs0% 100 2250000 2000% | 260%
Perangkat Daerah perangkat daerah
Bidang Kewilayshan  [bidang
kewilayahan
[Koordinasi
Pelaksanaan Jumh.h dohnnen
< i dan
;mgum Daerah [Namonisasi 5 1.920.224.985| 1 dokumen 127.097.652 ¥ 050 49.736.780 025 4789.700 025| 70282938 1,00 124.809.418| 100,00% 98,20% 1,00 124.809.418| 20,00% | 650%
Bidang Kewilayahan [Perencanaan
g {pembangunan
daerah bidang
kewilayahan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2 1 2% 188:37.1 g 42676552 134.286. 1
Pengembangan | gojqmen
Bidang penelifian dan
Penyelenggaraan  |penqombangan
Pomesioiain S 3 thidtang 5 860.000.000{ 1 dokumen 108.391.300{ | 10.079.392 75.495.176 69,65% 15.495.176| 8,78%
Pengkajian Persturan| penyelenggaraa
n pemerintahan
dan pengkajian
peraturan
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indikator Realisas e = -
'ng::r’a Target Akhir Periode | Capai x’-' Target kinerja dan berjalan tahus Realisasi Capaian Kinefjadan |  Tingkat Capaian Kinerja dan RPJMDs‘I(dm?;u?'la;UIZ(M Kmm
Sasaran ProgramiKegiatan o e el 2,020 anqgarci berfplee, jsasi Kinesj i Triwul: RKPDyang  |Realisasi RKPD Tahun
i (outcome)/ RPIMD) RPIMD sampai 2022 yang dievaluasi Regfieael Kinerja Sampai Dengan Triwulen Mg i "'Wm"(%) Tathelals:;-loag)tRKPDTdmn mmgzng)s/d
Kegiatan (output) dengan RKPD LI
i i i v
= = T5=145 x100%
5 5 7 ) g 10 i 7 13=12/7x100% 14=6+12 [
2 : $ K Rp K | Ro K Rp K Ro K Rp K Rp K Ro K Rp ) (R Y K Ry K Rp
Pengelolaan Data
Kelitbangan dan Jumiah dokumen
Perokres fiact peogeiclazn | 850,000,000 1 dokumen 108.391.300 - | o 10079392 032 5 1| 65415784 1,00 75.495.176 100,00% 6965%| 100 75495.176| 20,00% | 878%
data kelitbangan
dan peraturan
mm:w Jumish
Inovasi dokumen
Teknologi pengembangan | 10 920.000.000 1 dokumen 79.967.850] 4 32.599.160| 58.791.524| 73,50% 54791524 12,25%
inovasi dan
Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan
Pt it e 480,000.000 1 dokumen 79967850 : | oar| mssete| o]  7ssses| 0| tssoario| 00|  sa79tsasl 000w 73S0 100 53791.524) 20,00% | 12.25%
Daerah Yang Bersifat |inovasi teknologi
Inovatif
10.476.748.354.
_|_INTERVAL NILAL_|KRITERIA PENILAIAN|
) 91% < 100% Sangat tingai
76% < 90% Tinggi
@) 66% < 75% Sedang
@) 51% < 65% Rendah
15) <50% Sangat Rendah

. BUI SNUL, M Si
Pembina Tingkat | {IV/b)
NIP.19740213 199303 1002
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LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
PER 30 SEPTEMBER 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI

= b — E = | Tingkat Capaian | ResisasiKinerjadan | '
[ CRoalisssiCapalan | o pinea dan anggaren - = Realisasi Capaian Kinerja| ~ Kinerjadan | AnggaranRPUMDsid | O
 Kinerja RPJMD. berjalan tahun 2023 yang | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD | Realisasi Anggaran | Tahun 2023(Akhir Tahun
{sampai dengan RKPD = el . : e | yangdievaluasi (2023} | RKPD Tahun2023 | Pelaksanaan RKPD-
Tahun 2022 o : - - ; : ) Tahun2023)
: T i 0 i
2 7 ST
el S 2|
PERENCANAAN
Terwujudnya PROGRAM PENUNJANG  |Persentase penunjang urusan : Badman :;;n:n )
e i ‘mp"““"‘tm"p“::m‘m“g 100%|  58,450,564,380 100 % 9,534,494,484 1,470,079,047 2,965,294,093 9,130,663,553 95.76%| 000 14799965767 e
sinergi KABUPATENIKOTA dan Pengembangan
i |Perencanaan, |Jumlah dokumen/Laporan
bangunan !
Foeraneta” [Penganggaran, dan Evaluasi |perencanaan, penganggarandan | 55 |  1630000000( 10 | 13699900 10dokumen | 13912400 150 {200 | e {2 e 1] 137400 s%l 2 ZATI30 3% 1.69%
meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah  |evaluasi kinerja perangkat daerah
fektivi Peny Dokumen :
pengandal ; ey Jumiah dokumen perencanaan o 370000000] 3 2709900| 3 dokumen 2712800  1.00] - B 2,712,800{ 100.00%| 100.00%| 6.00 5422,700| 35.28% | 1.47%
pembangunan  |paerah Perangkat Daerah
B Jumlah dokumen RKA-SKPD d:
KUK um umen RKA- an >
o EeuTaN | aporan hasi Koorinasi 5 210,000,000 1 2639600 1 dokumen 2630600 - : . 2504600] 10000%| 9480%| 200 5144.200] 4000% | 245%
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 .
5 : Jumlah dokumen Perubahan RKA- ;
Koordinasi dan Penyusunan ¥ s ]
Dokumen Perubzhan RKA- ?Kpodmumfn';:s"w'"aﬁ' 5 210,000,000{ 1 3383200 1 dokumen 345700 - : 3425700 100.00%| 100.00%| 200 6,608,900) 40.00% | 324%
SR RKA-SKPD
REe Jumlah dokumen DPA-SKPD dan
g‘;‘;’f’é’l‘:}f‘o"a“ Penyusunan | -poran hasil Koordinasi 5 210,000,000| 1 2024,600{ 1 dokumen 2059000 - - 2,059,001 100.00%| 100.00%| 2,00 40836001 40.00% | 1.94%
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah dokumen Perubahan DPA- -
e ol een | T Lo e ey | s 210,000,000| 1 1304300 1 dokumen 13m0 - E 35,900 1335900 10000%) 10000%| 200 2640.200| 4000% | 1.26%
DPA-SKPD- - . -
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan S
Koordinasi dan Penyusunan  {lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan o
Laporan Capaian Kinerjadan _|Laporan Hasil Koordinasi 2 : 1,562,800{ 100.00%| 100.00%| 4.00 3,058,100| 40.00% | 1.46%
Ikhtisar Realisasi |Penyusunan Laporan Capaian 10 210000,000/-2 14530002 Loporan 1,562,800 o
Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja e
SKPD =
Fues el et JE”m‘a“m’r‘aﬁ"a'“as'”""”a 5 210,000,000] 1 13000 1 Laporan 6600| 050 » - - e 100 176,600] 100.00%| 100.00%| 200 319,600 40.00% | 0.15%
Adnmlstra;ia ::Imsan ::um;:hdokwnwsdmm 100%| 29,827433415| 38 | 5006,836,480| 9 Laporan 5,989,007,360| 2349,901,247| 559 836,537,817 15| 1,496,444,009 5,670,745,308 94,69 10,677,581,786) A 3%
?::iy:‘digirk gzﬁaan j:r:l_?:r‘q;ngﬁnghlmnedma(;aji 14 | 29370433415| 14 | 5005788560 40 orang 5987960260  663) 2,34;;,901',247‘” 559| 836587817| 1202 14953%6,909| 4000|  5669696.206] 100.00%| 9468%| 5400| 10,675486.785| 385.71% | 36.35%
L= Jumlah laporan Keuangan Akhir e b e
Koordinasi dan Penyusunan g - s
Laporan YAllj(sI‘1ir Tahu",SKFDda"L"WTHaS" 5 267,000,000 1 629,400] 1 dokumen 628,600 - - = 3 6285001 1.00 628,600| 100.00%| 100.00%| 2.00 1,258,000| 40.00% | 0.47%
K f aporan : z
R SeD Keuangan Akhir Tahun SKPD =
Jumiah Laporan Keuangan Bulanan/ s :
Koordinasi dan Peny Tri SKPD dan : :
Laporan Keuangan Laporan Koordinasi Penyusunan N . | 300 418500|  7.00 418,500| 100.00%| 100.00%| 8.0 837,000{ 160.00% | 0.84%
Bulanan/Triwulanan/Semester |Laporan Keuangan 2 100,000,000 1 418,500 ¥’ Laporan 418,500 400 o
an SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran :
SKPD
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, s

o= —— Tingkat Capaian_
: == 2 : Tingkat Capaian Realwxqueda,d;rn, e ‘
- = | RealisasiCapaian - = , = : ~ Knefjadan | AnggaranRPIMDSId | popg |
 Progamegiatan |  MKatorKinerja Program | Target Akhir Periode | Kinera RPMD mmjmn;hhwzom . Realisasi Kinerja Sampa Dengan Triwulan - | Reaisasi Anggaran | Tahun 023(AKhir Tahun) 0 oaraq pp p | SKPP Penanggungiaved
-7 | (outcome)/ Kegiatan (output} ReiNo; - dievaluasi - : o , o RKPDTahun2023 | PelaisanaanRKPD | giyegungps |
e e ilie? : % e : [OF Tmm), ) ;
1]
=0
Administrasi Barang Milik t:ponn?engelohmmlnw
Daerah pada Perangkat Barang Milik Daerah pada
e |Daerah  |Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan _[Jumiah laporan Rekonsifiasi dan . o 00.00%| 100.00%| 300 699,000{ 60.00% | 0.78%
Laporan Barang Milik Daerah |Penyusunan Laporan Barang Milik 5 90,000,000 1008 349‘500 200 HSHAT,
pada SKPD Daerah pada SKPD - . = S
|Administrasi Kepeg Jumiah Pembi peg: l . 3,740,000 171,955,080 234,637,908 99.54%| 000 285307908 0.00% | 9.57%
ket Daersh Perangkat Daerah 70 2,880,000,000 50,670,000{ 10 orang 235,718,200 el ; e A
Pendidikan dan Pelatihan ~ [Jumiah Pegawai Berdasarkan Tugas : Biaa - e 7,908| 73.33% | 31.70%
Pegawal Berdasarkan Tugas |dan Fungsi yang Mengikut 90 900,000,000{ 6 50,670,000| 60 orang 235,718,200 200 ‘:,‘73-?49-@ g 4300 = 171’956‘060 %X S Bl e
dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan i : = IPORE S [
Administrasi Umum {Jumlah Kebutuhan Administrasi 4| 220,332,013 174,701,534 734,215,451.00 98.12%| 12.00 943,134, | o h
Perangkat Daerah Uit Porancial Dacsh 12 6,654,734,036| 12 608,918,874| 12 bulan 748,281,T7: = -: : i £
et CePontrongan | Amiah paketiomponen nsiesi | ¢ 140000000{ 12 | 10872900 2 patet 10976672 : . 100] 8639300 100.00%| 7871%| 1400]  19.512,200] 23.33% | 1394%
Bangunan Kantor o fecn Jening - PR
: e 1.67% | 31.41%
Penyediaan Peralatan dan  |Jumlah paket peralatan dan 165,812,500 059 003|  5060000| 0.9 163,865,300| 100.00%| 98.83%| 1300]  3455138%4) 2
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang disediakan 80 1,100,000,000 12 181,648,504 1. pabet £5,812: Sae g
Penyediaan Peralatan Rumah [Jumlah Paket Peralatan Rumah 60 250,000000] 12 14.384.800 1 paket 23,651 000‘ _ g : ;_:' 00| 21,073,800| 100.00%| 83.10%| 13.00 35,438,600| 21.67% | 14.18%
. |Tangga __|Tangga yang disediakan ; s Al A : e = 7
Penyediaan Bahan Logistik  |Jumiah Paket bahan logistik kantor £00,000,000| 12 87.780,600 1 paket 110,399, 400' 0.25 028]  31,000000 022} 107,740,000{ 100.00%| 97.59%| 13.00 195,520,600 21.67% | 32.59%
Kantor yang disediakan RS it 2o r S . e P [ oo
Penyediaan Barang Cetakan |Jumlah paket barang cetakan dan I oosl = 0.03 42,206.800| 100.00%| 99.00%| 13. 790, ! 3
don Penggandasn e g o 60 200000000( 12 | 47,543400] 1 paket 42,634,200 ’ ‘
Penyediaan Bahan Bacaan  {Jumiah Dokumen Bahan Bacaan dan sy : S _ 134 54,360,000 21.67% | 21.74%
dan Peraturan Perundang-  |Peraturan Perundang-undangan 60 250,000,000{ 12 28,380,000{ 1 Dokumen 29,680,000 025 015 0.35 25980000 100.00%)  87.53%) 1300
undangan yang disediakan - —
Pen araan Rapat Jumiah Laporan penyelenggaraan i ': X 15.34
Lol i Rapat Koordingsidon Konooist | 60 | 40o47340%| 12 | 252693380 1 Laporan 365,128,002 0S8} WREH| 017 g il B M o U Ve o
SKPD : SKPD - - B
Pengadaan Barang Milik  |Jumlah Kebutuhan Pengadaan ; ; : sao57000] | 042
Daerah Penunjang Urusan | Barang Milik Daerah Penunjang 344 6,002,297,814 69 unit 860,731,500 125,160,000 26,184,000 - 840,577,000 97.66%| 0.00 X
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah S
Pengadaan Kendaraan Jumiah Unit Kendaraan Perorangan o =t %l 1. 125,160,000| 100.00% | 20.86%
Perorangan Dinas atau Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 600,000,000| 0.00 A4 1 it 125.208,000| 100f. 1251600004 -} - 125'160’000‘ s s B
Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 : — )
Pengadazn Mebel Jumiah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 95.soo,ooo| - 10f M s b W
Pengadaan Peralatan dan _|Jumlah unit Peralatan dan Mesin i e [ R R mozasool e ~| 100} 26184000 | a1 620,707.000| 100.00%| 96.98%| 5500  756,537,000| 67.90% |91.15%
Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan R A SeE : T : S
Penyediaan Jasa Penunjang |Jumiah Kebutuhan Penyediaan 0%| 32%
Urusan Pemerintahan Jasa Penunjang Urusan 60 5,495,000,000 829,404,460 12 bulan 946,698,500 204,376,930 232,590,779 143,520,704 e 926,116,809 97.83% 0,00] 1,755,521,269
Daerah Pemerintahan Daerah — - = : 2 100.00%) 1300 7680.000| 21.67% | 17.07%
Penyediaan Jasa Surat Jumiah laporan Penyediaan Jasa 0| 1.00f 2340000 “ - S - 30000001 1.00 5,340,000{ 100.00% ) 1 680, / !
Menyurat Surat Menyurat 50 45,000,000 12 230000 liLmon 534000 S 2 eE a5 ! S = =
: _ |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sl e :
;e“ys'aa“as?'("'“““'m' Komunikas?saunmbery::yamman 60 20000000 12 | 12487100 1 Laporan a0 025  22s4s0]| oss|  8232919| oos  47i6485| 00 100 14679291 10000%| 67.37%| 1300 27,168,361} 21,67 | 1235%
umber Daya Air dan Listrik Listriok disediakan e 2 & G s —
: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - = G -| 667% | 0.00%
Penyediaan Jasa Peralatan 4 f N & 5 5 4 1.00 fi -] 100 -| 100.00%|  0.00%| 1.00
dan Perlengkapan Kantor Peralaotgr;:.an Perlengkapan Kantor | 15 480,000,000, 0 1 Laporan - - o
; Jumlah Laporan Penyediaan Jasa o o - : S = e
Ze“ye"lf:"t“’“ Pelaysnan Pelayananpgr;um Kanyigryang 60 | 4750000000 12 |  814577,360| 1 Laporan orosesso| 02| 1oogtode0| 02| 2aaseen| o1s| wngsame| oss|  M01289%| 100] 906097518 10000%) SBSA% | 1800 1720674878 2167 | 3622%
imum Kantor g S 5 2 3 SoE
Disediakan S = £
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(

; ngkat Capaian
= = : s : Tingkat Capaian | Realisasi mnmd:lnd' VT'K‘M‘M :
: - e - = : Realisasi Capaian | . : e . | Realisasi Capaian Kinerja|  Kinerja dan nRPIMDsId | o nog = e
No | n RKPD latan Indikator Kinerja Program Target Akhir Periode Kinerja RPIMD - g”mn:hpmm”m Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD. _ | Realisasi Anggaran |Tahun 2023(Akhir Tahun Anggaran RPIMD SKPD Penanggungjawab
2 Trogramifegidan | (outcome) Kegiatan (output) _ RPJMD) sampai dengan RKPD : - yang dievaluasi (2023) | RKPD Tahun 2023 | PelaksanaanRKPD | i Honog e
: = : g : dievaluasi : i
. e , Tahun 2022 : , . %) . Tehun2023) )
; I il v - : T - —
o = = TR = et Sz 0 teidniis b
B %7 % X7 % X[ ® [ KT ®w [K[ ® [k #IK
Pemeliharaan Barang Milik }Jumlah Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Ugusm |Penunjang UngsmPemerlntahan 140 4,450,099,115| 140 unit 739,795,250 89,152,654 158,730,054 38,510,971 423,850,500 710,244,179.00 96.01%| 0.00] 710,244,179 0.00% |15.96%
Pemerintahan Daerah Daerah yang dipelihara
——
Penyediaan Jasa B
Pemeliharaan, Biaya : e 5 . :

: ¥ . Jumiah Kendaraan Perorangan Dinas S s S : 5 X 25.37%
Fomeinaraan dan Paiklatay Kendarazn Dinas Jabatan yang | 1 250,000000] 1 38528515 1 unit ms0om| 025)  42000f 025 05| 025  BSIO0| 100l 24300000| 10000%)  6462) 200 G342B505 200.00% | 25
Perorangan Dinas atau Dipefihara dan dibayarkan Pajaknya S S

Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa 5 i =
& Jumlah Kendaraan Dinas : : :
Pemeliharaan, Biaya - 2 e N 2
Pemelinaraan, Pajokdan |Operasional atau Lapanganyang | o7 | qenngg 115 20 | 193.224445| 20 unit 316130000, 523| 82652054 s2001| 393|  0SI0| 2000 IM5032179) 10000%) 996S%| 4000 508256624 1BIH ) B
2 2 s Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Qi S o Rt
Perizinan Kendaraan Dinas iy i S
Perizinannya il
i e : 3 34,628,000 264,000{ 31.73% | 13.89%
Pemeliharaan Peralatan dan  |Jumlah peralatan dan mesin lainnya ? 141 2.300,000 ~| 1420 @ 34628000{ 24.00 50,585,000 100.00%| 77.66%| 66.00 90,264, . g
Mesin Lainn yang dipelhara 208 650,000,000( 42 39,679,000f 24 unit 65,135,250 g 2,300, 00 i
F i /Rehabilitasi Jumiah Gedung Kantor dan S > -
Gedung Kantor dan Bangunan {Bangunan Lainnya yang 1 Unit 120,000,000 < - 1.00 |- 1197.785,“)(?‘ 1.00 119,785,000| 100.00% 99.82!
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi = - %
Pemeliharaan/Rehabilitasi -' Se =
*1Sarana dan Prasarana Jumizh Sarapa dan bvasarona ; - i & 100} 1998420001 1.00 199,942,000| 100.00%|  99.97
Godiing Keittor stad Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan 1 Unit 200,000,000 b
e 9UnaR}  sinnya yang Dipelihara/Direhabiltasi ‘ »
nnya
PROGRAM PERENCANAAN,
’ |Persentase perencanaan, &
PENGENDALANDAN | pengendalian dan evaluasi 100%|  7,925,000,000 100 % 131,363,300 147,631,375 82,404,854 1,046,290.981 i i e
EVALUASI PEMBANGUNAN baiann e
DAERAH pembsengrina doerdl)
Penyusunan f Jumiah P 132,360,305 86,738,627 176,639,470 453,334,182 829,072,584 2% 1,230,681,739 0.54
P, o dsa 2 8,425,000,000 5 dokumen 1,073,500,000 32, > ’ e e
Analisis Kondisi Daerah, Jumlah Dokumen Rancangan Awal - : e = S Sas Rl e
Permasalahan, dan Isu RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan ¥ ;) 1 1, ~ op74ss7| 022 5‘53-,'00‘0 150} 028 38211600 3.0 83,505,577 100.00%| 83.60%| 3.00 ,595, 1
Strategis Pembangunan  |Jika RPIMD Maka Rancangan 902117 .500,000.0001 000 o dosimen dooom  t0f - o
Daerah Teknokratik) : = e 273%
Peaksanaan Konsultas Pubik | Mt Berta Acara Konsutas 8 9%0000000] 100 4580000 2 ore 60000000 100  10000000| - | 1w . 8am00| 200 30871000 100.00%| 5145%| 3000 35451000 37.50% | 3
Koordinasi Pelaksanaan : . ; s
Jumiah Berita Acara Forum » : : ! 117%
honn et Perangkal DaerahiLintas Perangkat | 8 95000000] 100| 36959500 1 B 43500000 100 43500000 - | - - (S00000)| 1001 43500000) 100.00%| 10000% 200 80459500 25.00% | &
Daerah/Lintas Perangkat D AL Acara : 5

h aerah S ; R . - S 5
: 4 g |Jumiah Berita Acara Musrenbang Bela 1 10l 1amooo0| o025|  zessesss| o7s| 28725500 (©ov)|  6599137| 200]  136323480| 100.00%| 80.1%%| 500  187,146032) 27.78% | 1256%
KabupatenKota Kabupaten/Kota 18 1,490,000,000] 3.00 50,822,552 2 Acara 70,000,000 B 00,0 sk : s = :

Koordinasi Penyusunan dan  |Jumlah Dokumen Perencanaan L S e
Paelpen Dolumen Fomacagunen Dacreh o | 350000000| 2000 309247108 4 dokomen |  7o0000000| 33|  sedeszas| o21| sm27me| 200| foavensso| 14|  S0252450| 400  534782527| 10000%| 7640% | G00)  B44029630) 303%% | 2417%
P I p o yang e aadiddd] 8 1y Qetcia) ; e T = >
Daerah Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/RKPD) ; : :
Analisis Data dan Informasi {Jumiah Dokumen Data dan 241,926,631 0
Pemerintahan Daerah Informasi Pemerintah Daerah : 6,050,000 7,914,000 77,329,300 91,293,300 89.30%
Bidang Perencanaan Bidang Perencanazn 107 {1582 008,000,000 Tiokime | < W0
|Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Jumiah masukan analisis data untuk : S = B e T
Analisis Data dan i : X 7 .89 77,320,300 1.00 91,293,300| 100.00%| 89.30%| 2 926, 2 .
i e 1 - - 0.03 6,050,000 008 7,914,000 0. 7,329,
Pemerintahan Daerah pembangunan daerah (Semua 5 000,000,000 4 150/63353¢ 1 mastbn 02227500 : : 55 G
Perencanaan Pembangunan Daerah)
Pengendalian, Evaluasi dan
Jumlah dokumen dalian
beisooren Blang evaluasi dan peisporan bidang. | 5 | 1000000000 100 % 135,635,800 15,271,070 15,666,227 8,702,000 86,265,800 125,925,097 gzeke 2815504 T
Perencanaan Pembangunan i
urusan perencanaan
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Kinerja Program
wmm‘)’ K‘slll'n (output)

Tameﬂdner)adwanggm
bedalmtshm)ﬂbyanq >
: dievaluasi

Rp

Koordinasi Pengendalian .

Jumiah laporan hasil pengendalian 756.964| 80.00% | 23.88%
Heelcnsan ey perencanaan dan pelzksanaan 5 | 1000000000 112831,867| 3 Laporan 135,635,800 125,025,007 100.00%|  9284%) 4.00| 238756,
Pelaksanaan Pembangunan mbangunan
Daerah di KabupateniKota __|™®
PROGRAM KOORDINAS! S o S D 2

: Persentase koordinasi dan - - 2,801,480,672

PR SeRONSASI  lnkronisasiperercanaan 1| 1a447.281.849 100 % A7sttez2t0l 1,695,165,625 :f"", L
PEMBANGUNAN DAERAH _|PemPangunan daerah '
Koordinasi Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 54.72%
Bidang Pemerintahan dan [bidang Pemerintahan dan 4 | 9041000000 4 dokumen | 438420816 47419948 105,885,673 77,491,018 168,691,900 400,488,539 91.35% 54450085
Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia
| Koordinasi Penyusunan Jumiah dokumen perencanaan
Dokumen Perencanaan pembangunan daerah bidang 185,738,871/ 40.00% | 13.76%
Pembangunan Daerah Bidang |Pemerintahan yang dikoordinir 5 | 1350000000 91928566 1 dokumen 96,635,027 93,810.305| 100.00%)  97.08%| 200
Pemerintahan (RPJPD, penyusunannya (RPJPD, RPJMD
RPJMD dan RKPD) dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Jumiah perangkat daerah yang
Dokumen Perencanaan dilakukan asistensi dalam : 900,000,000 | 4 Perangkat £.200,000 1,750,000 100.00%| 41.67%| 4.00 1,750,000| 80.00% | 0.19%
Pemb Perangk peny P Sty Daerah 2l
Daerah Bidang Pemerintahan |pembangunan Perangkat Daerah
Pelaksanaan Monitoring dan | Jumiah laporan monitoring dan
Evaluasi P luasi p 532,600| 60.00% | 9.56%
Dokumen P pembang 5 | 1125000000 105321,000{ 1 Laporan 6,601,600 2211,600( 10000%| 3350%| 300 107532
Pemb Perangk daerah bidang
Daerah Bidang Pemerintahan |pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Sinergitas dan Harmonisasi  |Renstra/Renja dengan 5 1.167.000.000. 5 1 Laporan 44.363.224 41,134,000( 100.00%| -92.72%| 1.00 41,134,000| 20.00% | 3.52%
Perencanaan Pembangunan  |RKPD/RPJMD pada bidang b hpcy i
Daerah Bidang Pemerintahan |pemerintahan
Koérdinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 1 1) 73,455,255 20.00% | 5.38%
Pembangunan Daerah Bidang |Pembangunan Manusia yang 5 1,365,000,000/ - 1 dokumen 75,411,000 73455,255| 10000%|  9741%| 1.0
Pembangunan Manusia dikoordinir penyusunannya (RPJPD,
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) |RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan

|Jumnlah perangkat daerah yang
DOkiimen Peretcanaan | mendapatian asisensi datam . Saman | 4o Peranglat o 9575000] 10000%| §7.30%| 1000 9575000| 200.00% | 1.06%
Daerahgida ng ng penyusunan Renstra/Renja Bidang Sy Daerah et
PembangunznMans! Pembangunan Manusia
EeaPoonan | meh Prarat Darahyang

apatkan Monitoring dan 501,900{ 220.00% | 12.91%
Dokt Ferencanadn Evaluasi daiam Penyusunan 5 | 1104000000 07500 10 perondet 69,419,765 4,504,400 100.00%| 93.05%| 11.00 142,
Pembangunan Perangiat Renstra/Renja Bidang Pembangunan 4
Daerah Bidang Pembangunan Manusi
Manusia anusia
Koordinasi Pelaksanaan G St o 3 co =
e Jumlah Laporan hasil sinkronisasi S : o :
Sinergitas dan Harmonisasi 2 : Sl e Sl St S
P it gﬁ';%’mpa"‘mgg“:b 5 | 1130000000 95078500 1 Laporan 120831200 014| 183%0208| 048] 62460173| 008| 10418500 278100 100f  11397979] 10000%) 87.10%) 300 209036479) 6000% | 1B.50%
a bidang ; e e o

a:«;]a;}a%ang Pembangunan pembangunan manusia =
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7/ -
( (

Target kinerja dan anggaran | ~
m&?mmamg  Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan dan Anggaran RKPD -

yang dievaluasi (2023) | RK

Rp
Koordinasi Perencanaan Jumiah dokumen perencanaan 437
Bidang Perekonomian dan |bidang perekonomizn dan SDA 9,100,000,000 372,768,669 ey #3.20% TS
SDA (Sumber Daya Alam| Sumber alam
Koordinasi Penyusunan Jumiah Dokumen perencanaan
Dokumen Perencanaan pembangunan daerah bidang 1666.241 22.98%
Pembangunan Daerah Bidang |perekonomian yang dikoordinic 1,400,000,000 160,176784| 1 dokumen 162,038,934 161469457| 100.00%|  9966%) 200  321,666241) 40.00%
Perekonomian (RPJPD, penyusunannya (RPJPD, RPJMD
RPJMD dan RKPD) dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Jumiah Perangkat daerah yang
Dokumen P dapatkan asistensi dalam 200,000,000 | g Peranglat 16,773,089 15,335,000] 100.00%| 91.43%| 8.00 15,335,000| 160.00% | 1.70%
P Pe peny Renstra/Renja Bidang s Daerah S
Daerah Bidang Perekonomian |Perekonomian
g:l:::rﬁan Monkoring dan Jumiah perangkal daerah yang
e e jtoring dan 1.100,000,000 aotoo00]| g PereneKal 38.485.300 34,129,000| 100.00%| 88.68%| 9.00 71,139,000| 180.00% | 6.47%
Evaluasi dalam Penyusunan Speta =t Daerah Hst
Pembangunan Perangiat Renstra/Renja Bidang Perekonomian
Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah laporan hask sinkronisasi PR
Sinergitas dan Harmonisasi  [Renstra/Renja dengan 241,226,786| 100.00%| 96.76%| 6.0 ,929,1 X :
Perencanaan Pembangunan [RKPD/RPJMD pada Bidang 150,000,000 1097024001 - =4l aporen A
Daerah Bidang Perekonomian |Perekonomian
Koordinasi Penyusunan
Jumiah Dokumen Perencanaan
Dokumen Perencanaan 00% | 3.93%
Pembangunan Daerah Bidang || Sbangunan Daerah Bidang SDA 1,400,000,000 | 4 Dolumen 60,514,100 55,054890( 100.00%| S098%| 4001 550548%) BO.
SDA (RPUPD, RPMD dan yang dikoordinir penyusunannya
i (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
RKPD)
Asistens! Penyusunan Jumlah Perangkat daerah yang
Dokumen F asistensi dalam 900,000,000 Al 2 Perangkat 5581677 3,870,000] 100.00%| 69.33%| 2.00 3,870,000 40.00% | 0.43%
F Perang| peny R Renja Bidang £ Daerah Ly x
Daerah Bidang SDA SDA
Eev:ﬁz?ﬁa" Monitoring dan Jumiah perangkat daerah yang
Dokimen Pefencansan P Moring dan 1,100,000,000 | 5 Petangiat 40,914,100 25579,000| 100.00%| 6252%| 200  25579,000] 40.00% | 2.3%%
evaluasi dalam penyusunan b Daerah R
Pembangunan Perangkat Renstra/Renja Bidang SDA
Daerah Bidang SDA
Koordinasi Perencanaan |Jumlah dokumen koordinasi
Bidang Infrastrukturdan | perencanaan bidang infrastruktur 10,753,562,897 10 dokumen | 769,141,094 124709974 165,973,900 161,437,016 305,872,063 757,992953 98.55% 141233333 g
Kewilayahan dan kewilayahan
Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen perencanaan e o
Dokumen Perencanaan |pembangunan daerah bidang S 7.378| 40.00% | 12.85%
Pembangunan Daerah Bidang [Infrastruktur yang dikoordini 143,414,700 90,654600] 1 dokumen 97,016,194 17734579 100 94862778 100.00%| 6E%| 200 18T,
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD |penyusunannya (RPJPD, RPIMD ok :
dan RKPD) dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Jumiah Perangkat daerah yang
Dokumen Px asistensi dalam 875,000,000 8.164.700 5 Perangkat 10,000,000, & 6.00 8,775,000] 100.00%| 87.75%| 7.00 16,939,700{ 140.00% | 1.94%
Pemb Perang peny F /Renja Bidang S Lot Daerah e
Daerah Bidang Infrastruktur __|Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan : : :
Jumlah perangkat daerah yang S e o s
Evaluasi Pen i S : Lot & 5
Bt ySunen g dan e sesooon| 6 PerngRt 65,180,500 13350000 150 16325400] 30|  32960900| 6.00 64,436,000| 100.00%| 98.86%| 7.00 99,286,000 140.00% | 8.67%
Pembangunan Perangkat Evaluasi dalam Penyusunan e AT s Daerah 3 ' s 3 S
Daerah Bidang Renstra/Renja Bidang Infrastruktur
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‘ — £ : o Tigha Capain | Ressi Kiners can W
-+ e 5 : - s e -~ | RealisasiCapaian = S = Realisasi Capalan Kinerja| ~ Kinerjadan | AnggwanRPUMDsid | o poo |
e Sn e e = : S : s Target kinerja dan anggaran < : : S : E S : ~Realis | SKPD Penanggungjawab
no | Sacaran RKPD | ProcramiKeaiatan | IndikatorKinerja Program | Target Akhir Periode |  Kinerja RPJMD ; 12023y Realisasi Kinerja Sam Trivulan dan Anggaran RKPD | Realisasi Anggaran |Tahun 2023(Akhir Tahun) oo e iMp | gquns
No | SasaranRKPD |  ProgramiKegiatan | (o voomcykogiatan (output) | RPIMD) |sampaidenganRipp|  Defalentahun 2023yang o e e et yang dievaluasi (2023) | RKPDTahun 2023 | PeiaisanaanRKPD (oo BB}
2 > T : > 5 3 : R dievaluasi > S > = = s/d tahun
St e S i ; Tahun 2022 é . ] (%) - Tahun 2023) )
; | ] 1 =
= / & i i
| Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan hasil sinkronisasi O (e
Sinergitas dan Harmonisasi | Rensira/Renja dengan 4.00 292,636,500| 100.00%| 99.17%| 5.00 615,367, s g
Perencanaan Pembangunan  |RKPD/RPJMD pada bidang 3 1,96.002. 5121 1 S22, 50 4 Laporan 23086.200
Daerah Bidang Infrastruktur  |Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Jumlah dokumen perencanaan
Dokumen P pemb daerah Bidang 40.00% | 10.58%
Pembangunan Daerah Bidang yang dikoordini 5 | 1405000000 1 36239.460] 1 dokumen 114,780,500 100]  112350774) 10000% 97.8%| 200 148599.234
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD |penyusunannya (RPJPD, RPJMD,
dan RKPD) dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Jumlah perangkat daerah yang
Dokumen Perencanaan mendapatkan asistensi dalam 5 875.000000] 1 8.044.700 7Perangkat 10,000,000 7.00! 9,800,000 100.00%| 98.00%| 8.00 18,044,700 160.00% | 2.06%
Pembangunan Perangkat penyusunan Renstra/Renja Bidang Lgrd T daerah fiig
Daerah Bidang Kewilayahan ilay
Pelaksanaan Monitoring dan
X Jumiah perangkat daerah yang
mt;;m::an Metdgpaikan moniiomng o 5 | 1125571200 1 29050000 7 Ferankat 65,180,500 700l 64469000] 100.00%| 9891%| 800|  93719,000] 160.00% | 8.33%
Evaluasi dalam Penyusunan Laspe it g Daerah R
Fembangunan Peranghea Renstra/Renja Bidang Kewilayahan
Daerah Bidang Kewilayahan
Koordinasi Pelaksanaan Jumiah Laporan hasil sinkronisasi - = = e s i sTe) ot o
Sinergitas dan Harmonisasi  [Renstra/Renja dengan 857800] 034| 37774163 14658000 1.00 110,653,901| 100.00%| 99.69%| 2.00 463, ! £
|Perencanaan Pembangunan  |RKPD/RPJMD pada bidang 5 1,920,224,985| 1 124,809,418, 1 dokumen 110,996,900 0.03 3.8578(!) T e
Daerah Bidang Kewilayahan |Kewilayahan = :
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM PENELITIAN . : : - - g
DAN PENGEMBANGAN | ersentase hasil kelithenganyang | | 19,0g0,000,000 2% 269,800263) 46,222,401 30412579 9,422,000 182703970 268760950 w274 370613650
implementatif > X = : : >
DAERAH
Penelitian dan
Jumlah dokumen penelitian dan {
Pengembangan Bidan
Peryelenggaraan | [Pengembanganbidang 5|  o60000000 1 | 75495476 1 dokumen | 155381334 6,523,681 12371579 9,422,000 116,762,606 145,099,866 HESL Zionde o
oot oo aan'penghﬂan perrmran
Pengkajian Pt - - — s D 3
Pengelolaan Data Kelitbangan |Jumiah data kelitbangan dan ssoagst| o8l 12amsl| 006 g_mmb’ os2|  416782606] 1.00 145,000,866| 100.00%| 9338%| 200|  220,585,042| 40.00% | 25.65%
dan Peraturan peraturan yang terkelola dengan baik Y 860,000,000 1 75495176 1 laporan 155,381,334 0.04 6‘? 68 ’2‘5‘ ; - . 5 B
Jurnlah dokumen hasil 31.25%
T”:‘m”::gl“"g‘" Inovasi dan |1 gembangan Inovasi dan 10 920,000,000 56791,524| 3 dokumen 134,418,929 39,698,720 18,041,000 - 65,921,354 123,661,084 92.00% 150,018,608
2 Teknologi
Eaa Al Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan >
Diseminasi Jenis, Prosedur i S ; :
4 Diseminasi Jenis, Prosedur dan e ik :
dan Metode Penyelenggaraan |y (oe penyelenggarazn 5 480,000,000 1 58791,524| 1 Laporan 979929 043] 9eos70| otof Bos000| - | om 100 91227084 10000%| 9831%| 200 1500185606} 40.00% | 31.25%
Pemerintahan Daerah Yang Pemerintahan Daerah bersitat Rr 2 Foy 7 ey ’ 3 =
Bersifat Inovait peincdachan Baerah vang ~
inovatif
Sosilisasi dan Diseminasi &"ZLEZZZ%”?LM o pa B O | i il . . | 1w  mamoo| toof  3243000] 0000w 7redM| 100 32434000 2000% | 737%
Hasi-tiosi Keltbangan Diseminasi Hasi-hasil Kelbangan : =
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)| 100.00%| 93.99%
..| Sangat| Sangat
Predikat Kinerja Tinagll  Tinggi
JUMLAH 12,916,850,257 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SEL| 12,140,881,109 | 100.00%| 93.99%
Sangat| Sangat
Tinggi| _Tinggi|
No. | INTERVAL NILA! KRITERIA PENILAIAN
()] 91% < 100% Sangat tinggi
1(2) 76% < 90% Tinggi
(3) 66% < 75% Sedang
4) 51% < 65% Rendah
L(5) S50% Sangat Rendah si

Cattan : Total anggaran yang digunakan pada Triwulan Il ini adalah anggaran sesuai DPPA

Tahun 2023, d

realisasi

juga dengan p

total anggaran tersebut

Page 6

2 4 BUDHI HASNUL, M.

pembina Utama Muda (IV/c)




Ny
W
"n,;.
y
\

(L7
Wz

Y4
NA
Y%
N4

/




